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ABSTRAK 
 
MARCELIA INRIANI ROMBE. Aktivitas Humas BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan Sebagai Fungsi Mediator dan  Publisitas Dalam  Mewujudkan 
Visi BPKP ( Dibimbing oleh Muh. Iqbal Sultan dan Sudirman Karnay ). 
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui  aktivitas humas 
BPKP provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungi mediator dan publisitas dalam 
mewujudkan visi BPKP; (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan 
publisitas dalam mewujudkan visi BPKP. 
Penelitian ini diadakan di kantor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada 
bagian Humas. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.  Data 
primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan pejabat Humas 
BPKP provinsi Sulawesi Selatan dan data sekunder diperoleh melalui observasi, 
dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya 
disajikan dalam bentuk narasi dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas humas BPKP Sulawesi 
Selatan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan publisitas untuk 
mendukung terwujudnya visi BPKP sudah baik namun belum maksimal. Adapun 
faktor – faktor yang mendukung aktivitas kehumasan BPKP yaitu adanya 
dukungan pimpinan dan pegawai, kerjasama, serta fasilitas yang  memadai, 
sedangkan faktor penghambatnya antara lain Humas yang terbentuk dalam satuan 
tugas, potendi SDM staf Humas, dan kurang terjalinnya hubungan yang intensif 
dengan media. Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan kedepannya mesti lebih 
baik lagi, terutama dalam meningkatkan profesionalisme humas sebagai ujung 
tombak pengelolaan informasi dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan 
yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan laju perkembangan zaman saat ini, berbagai perusahaan atau 
instansi, baik swasta maupun negeri yang bergerak diberbagai bidang mulai 
memperhatikan arti penting peranan humas. Sebagai suatu kegiatan yang akan 
memberikan masukan bagi pembangunan citra yang baik di dalam maupun di luar 
tubuh perusahaan itu sendiri. Humas yang memiliki peranan yang cukup besar 
dalam sebuah organisasi semakin terlihat seiring dengan era keterbukaan 
informasi publik saat ini. 
Menyadari hal tersebut, setiap perusahaan atau instansi mulai meletakkan 
humas pada posisi yang strategis seperti yang dilakukan oleh BPKP (Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yaitu sebuah lembaga pemerintah non 
departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden. Humas yang merupakan suatu keharusan fungsional dalam 
rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan 
lembaga pemerintahan kepada masyarakat ini sejalan dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah. Humas pula memiliki fungsi yang sangat penting yaitu membangun 
citra yang positif dari masyarakat bagi instansi tersebut.  
  
 
 
 
 
Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, sistem informasi 
juga mengalami kemajuan yang begitu cepat. Berbagai macam informasi saat ini, 
tidak dipungkiri bisa dijadikan suatu kebutuhan oleh masyarakat dalam 
kehidupannya. Baik dalam kegiatan perekonomian, kebudayaan, sosial, maupun 
pembangunan. Selain untuk masyarakat itu sendiri, keberadaan informasi juga 
sangat mendukung dalam peningkatan efisiensi serta produktivitas suatu instansi, 
karena sistem informasi sekarang diarahkan untuk menunjang perencanaan 
pembangunan. 
BPKP yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan dan pembangunan berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, 
Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku ini memiliki visi “Auditor Presiden yang 
Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan 
negara yang berkualitas” (Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju 
Pemerintahan yang Baik dan Bersih) . BPKP dalam menjalankan setiap tugas 
pemerintahannya harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan salah satu cara 
dalam membangun kepercayaan itu melalui keterbukaan informasi (publisitas) 
kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan program pengembangan budaya kerja, 
yang salah satu bidang pengembangannya adalah “Transparansi” seiring dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, maka diperlukan pengelolaan kehumasan secara lebih baik dan 
dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat tanpa melanggar peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
  
 
 
 
 
Disinilah humas berperan penting melalui aktivitas – aktivitasnya. Peran 
humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan media 
komunikasi, baik media online, cetak, iklan, sosialisasi harus ditingkatkan. 
Pejabat Humas yang semestinya bisa mengoptimalkan pemanfaatan kanal 
informasi dan harus mampu mengkomunikasikan rencana kinerja, dan capaian 
kinerja dengan menggunakan media tradisional maupun new media. Tugas dan 
fungsi kehumasan BPKP harus di dudukkan sebagai pusat informasi dan 
komunikasi baik internal dan eksternal yang mendukung pencapaian visi BPKP 
yaitu sebagai auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk 
mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Pentingnya peran 
kehumasan sebagai jembatan penghubung (mediator) antara BPKP dengan 
stakeholders dan masyarakat, membuat Humas mesti lebih aktiv membaca kondisi 
dan situasi terlebih lagi BPKP merupakan salah satu lembaga yang memiliki 
stakeholders terbanyak di Indonesia.  
Seperti yang kita ketahui saat ini perkembangan komunikasi dan informasi 
tidak memungkinkan lagi bagi kita untuk menutup-nutupi suatu fakta. Semua 
dapat mengakses informasi dengan cepat sehingga diperlukan komunikasi yang 
menciptakan pengertian dan kepercayaan, hal tersebut dapat dilakukan oleh 
Humas. Humas BPKP juga mesti bijak dalam menjalankan peran kehumasan 
terutama sebagai garda terdepan penyedia informasi karena BPKP berkewajiban 
untuk menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan 
informasi yang boleh dan dikecualikan. 
  
 
 
 
 
Salah satu informasi yang harus disampaikan oleh Humas BPKP kepada 
masyarakat adalah terkait peran BPKP sebagai konsultan.  Masyarakat  perlu 
mengetahui kinerja kontribusi BPKP dalam mendukung terwujudnya  tata kelola 
pemerintahan yang baik. Untuk mendukung peran tersebut, Humas BPKP secara 
terus menerus berkoordinasi dengan Pusinfowas BPKP sebagai penyedia 
infrastruktur informasi terkait pengawasan serta unit kerja teknis di BPKP. 
Dengan langkah itu, informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat 
dipertanggungjawabkan secara institusional. Selain itu penting untuk mengelola 
current issue yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran pimpinan di BPKP sebagai 
bahan dalam pengambilan keputusan.  
Namun pada kenyataannya gema kehumasan BPKP kurang terdengar, hal 
itu pula yang melatarbelakangi diadakannya  rakor nasional BPKP dengan tema 
Forum Kehumasan dan Website BPKP Tahun 2012. Kegiatan berlangsung di 
Hotel Mercure Ancol dan di ikuti oleh seluruh petugas kehumasan berjumlah 
kurang lebih 120 orang. Humas BPKP juga terbilang mengemban tugas 
kehumasan terberat di Indonesia karena merupakan instansi yang memiliki 
stakeholders terbanyak. Tanpa humas BPKP akan sangat sulit mencapai visinya. 
Saat ini telah cukup banyak institusi pemerintah di luar negeri  yang telah 
menempatkan kehumasan pada posisi yang strategis. Untuk itu, beberapa hal yang 
harus dimiliki insan kehumasan antar lain softskill, networking, pemahaman atas 
stakehoolders dan fungsi BPKP. 
  
 
 
 
 
Salah satu pembicara dalam rakor nasional BPKP   Forum Kehumasan dan 
Website BPKP Tahun 2012  DR Dewi Aryani, M.Si, Anggota Komisi VIII DPR 
RI yang juga Duta UI untuk reformasi dan birokrasi menyebut :  
BPKP sebagai instansi yang tidak ngetop menyayangkan tidak 
terinformasikannya  kinerja  BPKP kepada masyarakat. Padahal, peran 
BPKP  sangat strategis dalam mensupport terbangunnya good governance di 
Indonesia.  
 
Di sinilah pentingnya peran kehumasan BPKP menyuarakan hal tersebut. 
Kepercayaan masyarakat akan terus meningkat, bila masyarakat telah mengetahui 
dan memahami Tuppoksi dan Kinerja BPKP yang dilaksanakan secara 
profesional, penuh integritas, etika, disiplin, komitmen yang dilandasi SPIP 
sehingga hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan BPKP sangat 
dibutuhkan pemerintah untuk mewujudkan Good Governance, meningkatkan 
pelayanan publik dan pemberantasan KKN. Semua itu akan tersampaikan oleh 
Humas BPKP sebagai mediator dan publisitas secara khusus di era keterbukaan 
informasi publik terlebih lagi sedang  dicanangkannya open government di 
lingkungan pemerintah. 
Peran kehumasan sebagai mediator dan publisitas dirasa semakin penting 
dan strategi  untuk  mendukung terwujudnya citra positif  BPKP di masyarakat 
dan stakeholders BPKP, terutama beberapa waktu terkahir ini banyaknya 
pemberitaan di media mengenai  keluhan  terhadap kinerja BPKP yang dinilai 
lamban. Seperti pada Fajar Online tanggal 20 Januari 2013 menyatakan Kasus 
Mobiler Terhambat karena Audit BPKP dan Fajar Online tanggal 11 Februari 
2013 menyatakan Tersangka Tunjangan Perumahan Laporkan BPKP. Tentunya 
hal tersebut berdampak kepada opini publik terhadap citra BPKP. Lalu bagaimana 
  
 
 
 
 
humas BPKP menyikapi pemberitaan – pemberitaan yang kurang baik mengenai 
BPKP yang tentunya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja 
BPKP dalam mewujudkan visi BPKP. 
Dari uraian di atas melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti 
“Aktivitas Humas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi 
Sulawesi Selatan  Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas dalam Mewujudkan 
Visi BPKP” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai 
mediator dan publisitas  dalam mewujudkan Visi BPKP ?  
2. Faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat humas BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai mediator 
dan publisitas dalam mewujudkan Visi BPKP? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan lebih mendalam tentang 
aktivitas Humas  BPKP  sebagai mediator dan publisitas dalam 
mewujudkan Visi BPKP 
b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mendukung dan menghambat 
aktivitas Humas BPKP sebagai mediator dan publisitas dalam 
mewujudkan Visi BPKP 
2. Kegunaan : 
a. Secara Teoritis  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu 
komunikasi khususnya minat studi Public Relations dan dapat menjadi 
referensi penelitian selanjutnya bagi yang ingin meneneliti lebih lagi  
mengenai aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 
b. Secara Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para paraktisi 
Humas serta dapat dijadikan masukan ataupun usulan bagi BPKP secara 
khusus dalam menyempurnakan aktivitas Humas BPKP. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
D. Kerangka Konseptual Penelitian 
Humas pada setiap lembaga memiliki tujuan utama yaitu menunjang visi 
dari lembaganya. Keberadaan Humas di suatu lembaga sangatlah penting untuk 
eksistensi lembaga tersebut. Sehingga keberadaan humas di suatu lembaga atau 
instansi pemerintah merupakan keharusan baik secara fungsional maupun 
operasional. Melalui humas, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian 
informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakan – 
tindakan tertentu serta kegiatan – kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau 
tugas kepemerintahan. Cutlip (2005 : 4) menyatakan bahwa : 
Hubungan masyarakat merupakan fungsi manejemen khusus yang membantu 
pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah , saling pengertian, 
penerimaan, dan kerja sama antara organisasi dan masyarakatnya, yang melibatkan 
manajemen problem atau masalah, membantu manajemen untuk selalu mendapat 
informasi dan merespon pendapat umum, mendefinisi dan menekankan tanggung 
jawab manajemen dalam melayani kepentingan masyarakat, membantu manajemen 
mengikuti dan memanfaatkan perubahan dengan efektif, berfungsi sebagai system 
peringatan awal untuk membantu mengantisipasi kecenderungan, dan menggunakan 
riset serta komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai sarana utamanya. 
 
Perbedaan utama antara  fungsi dan tugas hubungan masyarakat (humas) 
yang  terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga non pemerintah 
(perusahaan komersial swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbeliakan atau 
transaksi terjadi, baik berbentuk produk barang maupun jasa pelayanan yang 
ditawarkan kepada pihak  yang membutuhkan secara komersial. Ruslan (2001 : 
107) menyatakan bahwa : 
Walaupun ada pihak humas pemerintah melakukan hal yang sama dengan 
perusahaan komersial, seperti melaksanakan kegiatan kampanye publikasi, 
promosi pemasaran, dan periklanan, namun hal tersebut lebih menekankan 
pada bentuk public service atau public utilities demi kepentingan palayanan 
umum (masyarakat ). 
 
  
 
 
 
 
Departemen kehumasan harus mampu bertindak sebagai public information, 
public affair, dan public communication dalam upaya penyebarluasan atau 
mempublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi 
bersangkutan, baik ditujukan kepada publik internal maupun eksternal 
(masyarakat) pada umumnya. Peranan Humas Pemerintah dapat merupakan 
bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah (The Public Relations are 
Functional as a tools or channels of government publication activity), yaitu untuk 
memperlancar proses interaksi positif dan menyebarluaskan informasi mengenai 
publikasi pembangunan nasional atau daerah dan provinsi melalui kerjasama 
dengan pihak media massa/pers.  
Media yang digunakan dapat berupa media elektronik maupun media cetak 
lainnya, hingga menggunakan alat media komunikasi, tradisional untuk 
penyampaian pesan – pesan pembangunan nasional. Lahirnya undang – undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, secara tegas 
menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam 
mengikutsertakan partisipasi publik untuk melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan negara dan  birokrasi serta segala sesuatu yang berakibat pada 
kepentingan  publik. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik tersebut 
sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 
penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang 
berakibat pada kepentingan publik,  maka peran hubungan masyarakat  menjadi 
sangat penting untuk memberikan pelayanan atas permintaan informasi dari 
masyarakat luas.  
  
 
 
 
 
BPKP sebagai badan publik mempunyai kewajiban untuk memberikan dan 
menyampaikan informasi kepada pengguna informasi/publik akan tetapi perlu 
diketahui bahwa tidak semua informasi bisa diberikan kepada publik, tapi ada 
informasi-informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan merupakan 
informasi yang tidak dapat diberikan oleh BPKP kepada pengguna informasi 
seperti Laporan Hasil Pengawasan, Kertas Kerja Pengawasan serta informasi yang 
terkait dengan pribadi. Hal yang berhubungan dengan masalah Keterbukaan 
Informasi publik ini di BPKP telah diatur dengan Keputusan Kepala BPKP 
No:KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP, 
sedangkan untuk Daftar Informasi Publik di BPKP juga sudah ada Keputusan 
Kepala BPKP No:KEP-1227/K/SU/2010. 
BPKP yang merupakan Auditor Pemerintah dalam bidang pengawasan 
intern pula tidak lepas dari peranan humas sebagai salah satu lembaga yang 
mempunyai kewajiban untuk menyampaikan  kinerjanya. Terlebih lagi peran aktiv 
masyarakat, media massa maupun lembaga swadaya semakin gencar untuk 
mengawasi jalannnya roda pemerintahan. Praktisi Humas di lingkungan 
pemerintahan khususnya di lingkungan BPKP yaitu mereka yang ditugaskan 
mengelola kehumasan pada Bagian Biro Hukum dan Humas, Unit Kerja Pusat 
maupun Unit Kerja Perwakilan dalam pelayanan informasi publik, semakin 
meningkatkan peran dan fungsinya. Karena tugas dan peran humas BPKP ke 
depan semakin penting untuk menunjang visi BPKP sekaligus mendukung 
terwujudnya good governance. 
  
 
 
 
 
Penelitian ini mencoba mencari korelasi antara pelaksanaan kinerja 
kehumasan di BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan standar pelaksanaan tata 
kehumasan di instansi pemerintah terutama dalam mencapai visi BPKP. Hasil 
yang diharapkan adalah terciptanya citra positif (good image), kemauan baik 
(good will), saling menghargai (mutual appreciation), saling timbul pengertian 
(mutual undestanding), toleransi (tolerance), antara BPKP dan stakeholders. 
Dengan mengembangkan Sistem Pengelolaan Kehumasan di BPKP diharapkan 
dapat tercipta tata kelola Kehumasan BPKP sesuai SOP (Standard Operating 
Procedures) sehingga kegiatan kehumasan dapat terlaksana secara optimal, 
efektif, dan efisien yang transparan dan akuntabel sekaligus sebagai bagian dari 
tata kelola pemerintahan yang baik. 
Tuntutan rakyat kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan  
perwujudan keinginan rakyat agar pemerintah menerapkan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena tuntutan tersebut serta 
sebagai bagian dari implementasi Keterbukaan Informasi Publik, humas BPKP 
menjalankan fungsinya sebagai publisitas yaitu memberikan infromasi yang 
seluas-luasnya mengenai kiprah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan di 
bumi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta mengembangkan jaringan kerja 
berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan sinergi dan kinerja antar mitra 
kerja  BPKP  sehingga  terjalin  hubungan  yang baik antar BPKP dan 
stakeholders/masyarakat  dalam  mewujudkan visi BPKP sebagai fungsi  
mediator. 
  
 
 
 
 
Ruslan (2001 : 110) mengemukakan fungsi pokok humas pemerintah yaitu : 
(1)Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang 
diwakilinya; (2) Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan – pesan dan 
informasi menegenai kebijaksanaan, hingga mampu menosialisasikan program – 
program pembangunan, baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat; 
(3) Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya 
menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak  dan menampung 
aspirasi atau opini public di lain pihak; (4) Berperan serta secara aktif dalam 
menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan 
program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun  jangka panjang. 
 
Melihat tugas Humas pemerintah dapat dikatakan tugas pokok dan 
kewajiban Humas adalah bertindak sebagai komunikator (narasumber) untuk 
membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah 
(back up the government work program supporting), memiliki kemampuan 
membangun hubungan yang positif (good relationship), konsep kerja yang 
terencana baik (work program concept) hingga mampu menciptakan citra baik 
bagi lembaga yang diwakilinya, serta membangun opini publik yang positif (good 
image maker and positive of public opinion).  
Secara garis besar, Humas/PR instansi pemerintah tersebut memiliki peran 
ganda. Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan – pesan 
sesuai dengan kebijakasanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan 
terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi ke dalam 
adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik/masyarakat 
yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya  demi tercapainya  tujuan 
bersama.  Dasar  pemikiran humas dalam pemerintahan ini berlandaskan pada dua 
fakta dasar, yaitu pertama, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, karena 
itu para pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan 
  
 
 
 
 
kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima 
masukan dari masyarakat tentang persoalan baru, dan tekanan sosial untuk 
memperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat. 
Hanya dengan proses komunikasi  kebutuhan untuk menjembatani 
kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakatnya dapat dilakukan 
(mediator). Ardianto (2004 : 3) menyatakan PR sebagai “jembatan” antara 
perusahaan  atau organisasi  dengan  publiknya, terutama tercapinya mutual 
understanding (saling pengertian). Mediator dalam hal ini adalah communication 
facilitator, peran ini sebagai pendengar yang peka dan perantara komunikasi. 
Fasilitator komunikasi bertindak sebagai perantara antara lembaga/institusi 
dengan publiknya. Mereka menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi 
percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar 
saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi yang 
dibutuhkan baik itu oleh manajemen maupun publik untuk membuat keputuasan 
demi kepentingan bersama.  
Fasilitator komunikasi ini bertindak sebagai sumber informasi dan agen 
kontak resmi antara organisasi dan publik. Mereka menengahi interaksi, 
menyusun agenda mendiagnosis dan memperbaiki kondisi-kondisi yang 
menganggu hubungan komunikasi di antara kedua belah pihak. Fasilitator 
komunikasi menempati peran di tengah-tengah dan berfungsi sebagai penghubung 
antara organisasi dengan publiknya. Adapun kegiatan mediator antara lain 
Peritiwa khusus (special events) seperti konferensi pers, pameran, pertunjukan 
  
 
 
 
 
khusus, dan pertemuan khusus, Diskusi Panel, dan  Konferensi Meja Bundar 
(Round Table Conference).  
Hubungan dengan masyarakat hanya dibina dengan berkomunikasi dengan 
mereka. Dengan komunikasi yang efektif seperti informasi kepada publik lembaga 
akan memperoleh pengertian dan goodwill dari stakeholders dan masyarakat. 
Apabila komunikasi kurang sangat besar peluang untuk kesalahpahaman dan 
pertentangan terjadi. Moore (2004 : 5) Publisitas (publicity) merupakan suatu 
teknik untuk menjamin pngertian diantara individu-individu. Melalui komunikasi 
kepada publiknya, manajemen mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan, 
atau mempromosikan kebijaksannaannya dengan maksud untuk mengukuhkan 
pengertian dan penerimaan. Hanya melalui suatu pemahaman mengenai 
kebutuhan, nilai, dan aspirasi publiklah manajemen dapat merumuskan suatu 
kebijaksanaan yang terpercaya. Pula hanya melalui informasi kepada publik 
mengenai kebijaksanaan dan kegiatan organisasilah  manajemen dapat berharap 
memperoleh pengertian.  
Ardianto (2004 : 53) menyebutkan publisitas yaitu menyebarluaskan 
informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan atau 
organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik. Adapun media publisitas yang 
dimaksud antara antara lain  news klipping, press release, news letter, bulletin, 
brosur, poster, siaran berita, kisah feature, artikel majalah, foto, kaset, audio, 
video, serta film. Salah satu kegiatan publisitas yang selalu dilakukan Humas 
yaitu dokumentasi dan news klipping yang berkaitan dengan menelaah, 
menganilisis, dan kemudian mngevaluasi perkembangan dari kemajuan lembaga, 
  
 
 
 
 
aktivitas-aktivitas dan program acara tertentu baik bersifat komersial maupun 
nonkomersial yang telah dimuat atau dipublikasikan di berbagai media massa dan 
nonmassa. Pengamatan, analisis dan evaluasi tersebut kemudian disimpan 
sekaligus dijadikan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk 
membuat rencana program kerja Humas/PR berikutnya.  
Kegiatan dokumentasi dan kliping berita dalam Humas/PR tersebut 
merupakan dua kegiatan saling berkaitan erat atau saling menunjang satu sama 
lainnya. Keduanya dibuat untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting 
mengenai suatu peristiwa dan kegiatan lain yang kemudian dianalisis, dievaluasi 
hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Ruslan (2010 : 227) 
menyatakan  
News Clipping sendiri merupakan kegiatan Humas/PR dalam arti sempit: 
yaitu suatu kegiatan memilih, menggunting, menyimpan dan kemudian 
memperbanyak mengenai suatu berita, serta foto berita (photo pers) pada 
peristiwa yang telah terjadi dan dimuat di berbagai media cetak  
 
Klipping ditempel pada buku klipping dan disusun dalam “catatan media berita” 
untuk membantu seleksi media publisitas dan dalam menyusun daftar siaran pers 
serta untuk menganalisis opini publik terhadap lembaga untuk masukan kepada 
lembaga khususnya pimpinan.  
Dokumentasi yaitu pengumpulan semua data mengenai BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, 
guna diolah menjadi informasi yang dapat dipergunakan untuk pengambilan 
keputusan / pembuatan kebijakan Pimpinan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Kepentingan lain yang diperlukan lembaga tersebut. Adapun kegiatan 
Dokumentasi tersebut antara lain merekam  kegiatan organisasi dalam bentuk foto 
  
 
 
 
 
atau media yang lain (kaset, VCD, dan DVD), seperti kerjasama /MoU, 
pengukuhan, pelantikan, kunjungan, peninjauan, peresmian, pembukaan seminar, 
penandatanganan kerjasama, dan sebagainya. Mengumpulkan informasi yang 
disiarkan pers/media dalam bentuk clipping, membukukan, guna sebagai  
masukan/umpan balik masyarakat terhadap BPKP Sulawesi Selatan. Dan 
menghimpun informasi-informasi dalam bentuk leaflet, buku, tabel, bagan, 
gambar, dan foto untuk disusun sebagai bahan yang diperlukan lembaga.  
Dalam hal ini Humas yang menjalankan fungsi mediator dan publisitas yang 
berdasar pada komunikasi menggunakan perangkat dan piranti keras yang ada 
dalam tubuh organisis maupun yang terdapat di dalam masyarakat sadar bahwa 
kegiatan komunikasi adalah kegiatan yang dinamis dan banyak aspek teknis, 
psikologis maupun polotis dan sosiologis, maka Humas harus bersikap kreatif, 
ulet, pantang menyerah dan selalu terbuka untuk meneruskan menyehatkan mutu 
profesi, pengetahuan serta dedikasi. 
Aktivitas Humas BPKP sebagai fungsi mediator dan  publisitas berdasarkan  
Peraturan Kepala BPKP Republik Indonesia Nomor : PER-1513/K/SU 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP antara lain : 
 Memangun citra dan reputasi BPKP, 
 Membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik, 
 Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, 
 Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan 
informasi, 
 Mensosialisasikan program kerja dan kegiatan BPKP, 
  
 
 
 
 
 Serta membangun kepercayaan publik. 
Humas berperan sebagai jembatan antara cita-cita lembaga dan aspirasi 
masyarakat, adanya semacam give and take. Aspirasi dan cita-cita masyarakat 
tertampung sehingga mereka merasa ikut serta dan dengan sendirinya ada 
dukungan dan dorongan dari masyarakat. Cita – cita BPKP sendiri tertuang dalam 
visi yaitu Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk 
mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Adapun visi dari 
BPKP yaitu Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk 
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Sulawesi 
Selatan. Pernyataan visi tersebut diatas, mengandung beberapa kata kunci, yaitu :  
a. Auditor Presiden “Sebagai Auditor Presiden, BPKP merupakan mata dan 
telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta, data 
maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem peringatan 
dini yang memberikan manfaat kepada Presiden” 
b. Responsif berarti tanggap atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah 
secara cepat dan tepat   
c. Interaktif, sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua 
arah. Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan 
sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif 
d. Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat 
melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan  
e. Akuntabilitas Keuangan Negara, akuntabilitas didefenisikan sebagai suatu 
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan 
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media 
pertanggungjawabkan, yang dilaksanakan secara periodik. 
  
 
 
 
 
f. Berkualitas berarti akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas 
ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. 
 
Dari pemaparan kerangka teori di atas, maka digambarkan kerangka 
konseptual sebagai berikut  : 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 
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E. Definisi Operasisonal 
Definisi operasional yang digunakan untuk memudahkan batasan pengukuran 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Aktivitas merupakan program kerja dan kegiatan – kegiatan yang 
dilakukan Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.  
2. Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mereka yang ditugaskan 
mengelola kehumasan pada Unit Kerja Perwakilan Sulawesi Selatan.  
3. Mediator adalah Humas, pihak netral yang tidak memiliki kewenangan 
mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa 
mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak 
(penyelesaian konflik ) dapat berperan sebagai pendamping dan penasihat. 
4. Publisitas yaitu menyebarluaskan informasi atau teknik menarik perhatian 
publik yang dilakukan secara spontan atau terncana melalui berbagai 
media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang 
pantas untuk diketahui oleh publik  dengan atau tanpa menggunakan biaya. 
5. Visi BPKP merupakan tujuan yang ingin dicapai BPKP yaitu Auditor 
Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya, untuk mewujudkan 
akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas di Sulawesi Selatan. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
F. Metode Penelitian 
1. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawaan Keuangan 
dan Pembangunan Provini Sulawesi Selatan Jalan Tamalanrea Raya No. 3 
Makassar. Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan peneliti selama 2 
bulan mulai dari bulan April sampai Juni 2013. 
2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah dekskriptif kualitatif yaitu 
memberikan gambaran secara cermat dan faktual yaitu penulis 
menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta 
yang ada mengenai aktivitas humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 
Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data 
bukan banyaknya (kuantitas) data. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel 
dan berubah sesuai kondisi lapangan sehingga peran peneliti sangat 
dominan terhadap kebehasilan penelitian. Metode pendekatan deskriptif 
lebih spesifik digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini memberikan 
gambaran atau penjabaran suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik 
yang dimiliki, disini peneliti terjun langsung ke lapangan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Data Primer 
1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi yaitu 
pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti, berguna untuk 
  
 
 
 
 
menjelaskan, memeriksa dan merinci gejala yang terjadi. (Rakhmat, 
2009:84).  
2. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait. 
Peneliti menggunakan wawancara mendalam (depth interview) agar 
dapat mengumpulkan data secara langsung. Proses wawancara ini 
juga menggunakan pedoman wawancara (interview guide) sebagai 
alat penelitian, agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian pustaka 
(library research). Data yang diperoleh dari berbagai literature, koran, 
dokumen, media on-line, dan yang lainnya yang relevan dengan 
masalah yang akan diteliti. Selain itu juga diperoleh dari lokasi tempat 
mengadakan penelitian. 
4. Teknik Penentuan Informan 
Para informan yaitu mereka yang terlibat langsung dan berhubungan 
dengan aktivitas humas di BPKP Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat 
memberikan informasi yang akurat. 
 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
 Humas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
 Sekretaris Humas 
 Staf Korenpondesi 
 Staf Pengelola Website dan dokumentasi 
  
 
 
 
 
 Staf Pelayanan dan Informasi 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hal ini 
dimaksudkan agar tetap berada dalam fokus penelitian. Penulis akan 
menggambarkan masalah yang terjadi menggunakan argumen yang jelas dan 
memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi melalui 
observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya data dan informasi tersebut 
akan dianalisa secara kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah 
terlebih dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian akan dilakukan 
penarikan kesimpulan secara induktif. Karena analisa penelitian ini bersifat 
deskriptif, maka penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berusaha 
mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk-bentuk aktivitas humas yang 
ada pada BPKP Provinsi Sulawei Selatan sebagai fungsi mediator dan 
publisitas dalam mewujudkan Visi BPKP. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. HUMAS PEMERINTAHAN 
Pada dekade 1970-an peranan Humas telah diterapkan di berbagai instansi 
pemerintah serta lembaga/perusahaan sebagai upaya menjembatani, 
berkomunikasi, dan menyampaikan informasi atau pesan – pesan dari lembaga 
/organisasi yang diwakilinya kepada publik/masyarakatnya. Cutlip, Center, dan 
Brown menyebutkan humas adalah fungsi manajemen secara khusus yeng 
mendukung terbentuknya saling pengertian, pemahaman, penerimaan, dan 
kerjasama antara organisasi dengan berbagai publiknya (Cutlip, Center, dan 
Brown, 2005 : 4). Tahun 1967-1971 disebut dengan periode humas kedinasan 
pemerintahan, hal tersebut ditandai dengan terbentuknya “Badan Koordinasi 
Kehumasan (Bako-Humas) Pemerintah” di Indonesia. Pada tahun 1967 didirikan 
koordinasi antar Humas Departemen/Lembaga Negara yang disingkat Bakor yang 
secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap department. 
Tahun 1970-1971, Bakor diubah menjadi Bakohumas (Badan Koordinasi 
Kehumasan Pemerintah) melalui SK Menpen No.31/Kep/Menpen/tahun1971, 
sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI.  
Bakohumas beranggotakan Humas departemen, Lembaga Negara, serta unit usaha 
negara/BUMN. Kerjasama antara Humas departeman/institusi tersebut 
menitikberatkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam 
  
 
 
 
 
operasi penerangan dan Kehumasan. Maka Sesuai dengan SK Menpan tersebut, 
lahirlah Pedoman Tata Kerja Bakohumas yang berisi antara lain: 
- Ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, 
khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, 
- Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan, 
- Manyempurnakan fungsi dan kedudukan Humas dalam perilaku menuju 
pada suatu kepribadian yang sama di Indonesia, dalam rangka menunjang 
kebijaksanaan pemerintah, 
- Memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan 
yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta 
masyarakat.   
Penerapan Kehumasan di Instansi Pemerintah dan terbentuknya Bakohumas 
memperlihatkan bahwa keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga atau 
instansi milik pemerintah merupakan keharusan secara fungsional dan operasional 
dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau 
aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk masyarakat ke dalam, 
maupun kepada masyarakat luar pada umumnya (Ruslan 2008 : 109). Humas 
dapat merupakan suatu alat atau saluran (The PR as tools or channels of 
government publication) untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran 
informasi mengenai pembangunan nasional melalui kerja sama dengan pihak pers, 
media cetak, atau elektronik hingga menggunakan media tradisional lainnya.. 
DR.Rex Harlow, The statement of Mexico dan International Public 
Relations Association (IPRA) di Mexico City mengatakan aktivitas utama Humas 
  
 
 
 
 
salah satunya melakukan fungsi – fungsi “manajemen komunikasi” antara 
organisasi/lembaga yang diwakilinya dengan publik sebagai khalayak sasaran. 
Khususnya dalam usaha untuk mencapai citra positif, menciptakan kepercayaan, 
dan membina hubungan baik dengan stakeholder atau audiencenya, dengan kata 
lain membangun identitas dan citra korporat (building corporate identity and 
image). Denny Griswold (Ardianto, 2010 : 12)  juga menyebutkan bahwa humas 
adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi publik, memperkenalkan berbagai 
kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan 
kepentingan publik.  
Lahirnya undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 
informasi publik secara tegas menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik 
merupakan sarana dalam mengikutsertakan partisipasi publik untuk melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan birokrasi serta segala sesuatu 
yang berakibat pada kepentingan publik. Rhenald Kasali (Soemirat, 2010 : 15) 
menyatakan semakin hari masyarakat semakin menuntut adanya kerjasama, 
keterbukaan, dan kejujuran. Prinsip ini berkembang sehubungan dengan 
perubahan nilai – nilai perusahaan di tengah – tengah masyarakat  dan perubahan 
drastis dari teknologi yang mewarnai seluruh kehidupan masyarakat. Terkait hal 
tersebut peranan Humas pada instansi pemerintahan dianggap semakin penting 
untuk memberikan pelayanan atas permintaan informasi dari masyarakat luas. 
Frank Jefkins (Soemirat 2010 : 13) menyatakah bahwa humas melakukan 
penerangan kepada publik, persuasi, dan upaya menyatukan sikap dan perilaku 
suatu lembaga.  
  
 
 
 
 
Praktisi Humas di lingkungan pemerintahan khusunya di lingkungan BPKP 
dalam pelayanan informasi publik, perlu melakukan reposisi dan peningkatan 
peran serta fungsinya secara optimal, efektif, dan efesien yang transparan dan 
akuntabel sebagai bagian dari tata kelolah pemerintahan yang baik. Untuk 
melakukan hal tersebut, para praktisi humas di lingkungan BPKP, disamping 
memiliki kemampuan dalam pengelolaan bidang kehumasan, dituntut juga adanya 
kepekaan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip – prinsip batasan 
moral, budaya, dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu 
tugas dan peran BPKP ke depan dirasa semakin penting untuk mendukung 
terwujudnya good governance dan clean government sesuai dengan SOP kegiatan 
kehumasan di lingkungan BPKP. Kasali menyebutkan untuk bertindak secara 
strategis kegiatan humas harus menyatu dengan visi dan misi organisasi (Soemirat 
2010 :91). 
Humas pemerintah yang bertindak sebagai komunikator, membantu (back 
up) mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga yang bersangkutan, 
membangun hubungan baik dengan berbagai publik dan hingga menciptakan citra 
serta opini masyarakat yang menguntungkan. F. Rachmadi menyebutkan secara 
struktural, Humas adalah bagian integral dari suatu lembaga/perusahaaan, salah 
satu fungsi yaitu manajemen modern  (Soemirat 2010 : 87). Secara garis besar 
Humas mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar memberikan informasi atau 
pesan – pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada 
masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, 
  
 
 
 
 
aspirasi, atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya 
atau tujuan bersama.  
Ruslan (2010 : 343) Fungsi pokok Humas pemerintah Indonesia pada 
dasarnya antara lain sebagai berikut : 
a. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja  pemerintah yang 
diwakilinya, 
b. Memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi 
mengenai kebijaksanaan dan hingga program – program kerja secara 
nasional kepada masyarakat, 
c. Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator yang proaktif 
dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, 
dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan –keinginan 
publiknya di lain pihak. 
d. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis 
demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan 
nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
 
Peran taktis dalam kehumasan pemerintah/BUMN tersebut, menyangkut 
beberapa hal yaitu tugas secara taktis dalam jangka pendek, humas berupaya 
memberikan pesan – pesan dan informasi kepada masyarakat umum, dan khalayak  
tertentu sebagai target sasarannya. Kemampuan untuk melakukan komunikasi 
timbal balik, dan kemampuan memotivasi, atau mempengaruhi opini masyarakat 
dengan usaha untuk  “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan sasaran /lembaga 
yang diwakilinya. Ke dua tugas strategis (jangka panjang) Humas, yakni berperan 
  
 
 
 
 
secara aktiv dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), 
memberikan sumbang saran, gagasan, dan hingga ide – ide cemerlang serta kreatif 
dalam menyukseskan program kerja lembaga/instansi yang bersangkutan hingga 
pelaksanaan pembangunan nasional. Terakhir bagaimana upaya untuk 
menciptakan citra atau opini masyarakat yang positif. 
Jadi pengertian peran ganda Humas instansi pemerintah dan lembaga 
BUMN tersebut di atas menunjang (Supporting of PR government activities) 
pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kehumasan lembaga bersangkutan. Ruslan 
(2010 : 345) menyatakan pejabat Humas harus memiliki kemampuan untuk 
menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut : 
 Kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang 
menyangkut kepentingan instansinya atau khalayak yang menjadi target 
sasarannya, 
 Kemampuan melakukan hubungan komunikasi timbal balik yang kreatif, 
dinamis, efektif, saling mendukung, bagi kedua belah pihak dan menarik 
perhatian terhadap audiensnya, 
 Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum 
(opini public) yang menguntungkan instansi/lembaganya, 
 Kemampuan untuk menjalin hubungan baik atau kerja sama, dan saling 
mempercayai dengan berbagai pihak yang terkait. 
 
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada 
beberapa kegiatan yang dihadapi Humas secara rutin, yaitu sebagai berikut : 
  
 
 
 
 
 Kemampuan membangun dan membina saling pengertian antara 
kebijaksanaan pimpinan lembaga/instansi dengan khalayak eksternal 
dan internal. 
 Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi, baik bersumber 
dari instansi / lembaga maupun berasal dari pihak publiknya, 
 Menyelenggarakan pendokumentasian setiap ada publikasi dan 
peristiwa dari suatu kegiatan atau acara penting di lingkungan 
instansi/lembaga. 
 Mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berasal dari 
berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan 
lembaga/instansi atau mengenai pembentukan opini publiknya. 
 Kemampuan membuat produk publikasi Humas, misalnya kliping, 
pressrelease, newsletter, majalah PR internal, bulletin, brosur, poster, 
dan lain sebagainya. 
Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas  humas yang terdapat di instansi  
pemerintah dengan lembaga komersial adalah tidak adanya unsur komersial 
walaupun Humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan 
publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada 
public services atau demi meningatkan pelayanan umum. Melalui Humas tersebut, 
pemerintah dapat menyampaikan informasinya atau menjelaskan mengenai 
kebijaksanaan dan tindakan – tindakan tertentu serta aktivitas dalam 
melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban - kewajiban kepemerintahannya. 
Menurut John D. Millett (Ruslan, 2010:341) Humas dalam dinas instansi/ 
  
 
 
 
 
lembaga kepemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan beberapa hal 
yaitu sebagai berikut : 
1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan 
aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public 
desires and aspiration) 
2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi 
apa sebaiknya dilakukan oleh instansi/lembaga pemerintah seperti 
yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about 
what is should desire). 
3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan yang 
memuaskan yang diperoleh antara hubungan publik dengan para 
aparat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public 
and government official). 
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah 
diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang 
bersangkutan (informing and about what an agency is doing) 
Menurut Dimock dan Koenig (Ruslan, 2010 : 342)  pada umumnya tugas – tugas 
dari pihak Humas instansi atau lembaga pemerintahan, yaitu sebagai berikut : 
 Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat 
tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan yang akan 
dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut, 
 Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta 
mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta dalam 
  
 
 
 
 
pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, sosial, 
budaya, ekonomi, politik, serta menjaga stabilitas dan keamanan 
nasional. 
 Kejujuran dalam pelayanan dari aparatur pemerintah yang 
bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan 
tugas serta kewajibannya masing-masing. 
 
Di Indonesia lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas  merupakan 
kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan 
informasi kepada masyarakat, sehingga instansi memperoleh kepercayaan dari 
publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Apalagi sekarang masyarakat 
membutuhkan adanya keterbukaan dalam bidang informasi dari sebuah lembaga. 
Dengan adanya Humas tentu akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh 
informasi yang dibutuhkan. Selain demi kemajuan instansi yang bersangkutan. 
Humas tidak hanya memberikan informasi kepada publiknya akan tetapi, Humas 
juga menerima informasi dari publiknya. Dengan kata lain ciri khas dari Humas 
adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two ways communication) 
antara lembaga dengan publik yang bertujuan untuk menciptakan saling 
pengertian dan dukungan bagi terciptanya suatu tujuan tertentu, kebijakan, 
kegiatan produksi barang/pelayanan jasa dan sebagainya.  
Oleh karena itu masing-masing pihak akan mengetahui keinginan pihak 
yang lainnya. Proses komunikasi yang dilakukan oleh Humas pada sebuah 
instansi adalah hal yang sangat penting dimana peran Humas  tersebut bukanlah 
sebuah tugas yang mudah dan sepele yang bisa dilaksanakan secara personal tanpa 
  
 
 
 
 
adanya kerjasama dari sebuah tim yang solid serta tanpa sebuah rencana kerja 
yang efektif, efisien, dan komprehensif, dan juga didukung oleh orang-orang yang 
ahli dibidang ini. Secara sederhana tugas Humas bisa dikatakan mentransformasi 
sebuah informasi dari instansi kepada publik.  
 
B. STANDAR TATA KELOLAH KEHUMASAN PEMERINTAH 
Untuk mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas kehumasan di instansi 
pemerintah, penulis kemudian menelaah Standar Tata Kelolah Kehumasan di 
Instansi Pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap Humas instansi 
pemerintah dalam menjalankan aktivitas dan perannya. Standar Tata Kelolah 
Kehumasan Pemerintah ini pula yang dijadikan rujukan oleh BPKP dalam 
menyusun Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP. Revitalisasi kehumasan 
dengan tujuan peningkatan profesionalisme hubungan masyarakat (humas) 
sebagai ujung tombak pengelolaan informasi, dibangun melalui peningkatan 
kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan struktur dan 
infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta 
manajemen komunikasi krisis, dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan 
yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.  
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan disusun sebagai acuan dalam 
membangun dan mengembangkan tata kelola kehumasan secara optimal, efektif, 
dan efisien yang transparan dan akuntabel, dengan tujuan menciptakan 
pengelolaan kehumasan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah 
secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 
  
 
 
 
 
yang baik. Dengan dilaksanakannya Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan 
diharapkan tercipta sistem komunikasi terbuka, yaitu sistem organisasi yang 
mampu menerima umpan balik dan masukan dari publiknya melalui komunikasi 
dua arah. Hal tersebut dilatarbelakangi organisasi publik dewasa ini menghadapi 
dua tantangan besar. Pertama, meningkatnya proses transmisi dan pertukaran 
informasi antarunit di dalam organisasi (internal pull). Kedua, meningkatnya 
tekanan dari lingkungan eksternal yang menuntut tingkat partisipasi dan 
transparansi lebih besar dalam pengelolaan pelayanan publik (external push). 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 mengamanatkan bahwa 
setiap badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan 
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga 
layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan, setiap badan 
publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat 
menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat. 
Pengelolaan informasi dan dokumentasi dimaksud mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di 
Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Visi Praktisi Humas 
Pemerintah adalah terciptanya SDM humas pemerintah yang profesional, 
terbentuknya sistem manajemen humas pemerintah, serta iklim yang kondusif dan 
dinamis untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan. Pedoman Tata Kelolah 
  
 
 
 
 
Kehumasan Instansi Pemerintah ini akan menjadi sumber rujukan dalam 
pembuatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis aktivitas pengelolaan 
kehumasan di instansi masing-masing.  
Visi humas pemerintah kemudian disusun secara lebih detail yaitu 
terciptanya pengelolaan kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM) 
yang proporsional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan 
prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik. Dengan misi sebagai berikut : 
1. membangun citra dan reputasi positif pemerintah, 
2. membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik, 
3. menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, 
4. mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan 
informasi, 
5. menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, 
6. membangun kepercayaan publik (public trust). 
Asas umum humas pemerintah adalah keterbukaan, objektif, jujur,  tepat 
janji,  etis,  profesional, akuntabel, dan  integritas tinggi. Dengan model 
kehumasan Reformasi birokrasi menuntut transparansi dan akuntabilitas 
informasi. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang lebih interaktif dengan 
mempergunakan model komunikasi dua arah timbal balik yang simetris. Tujuan 
model ini adalah untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan pengaruh yang 
seimbang. Adapun strategi yang dilakukan humas pemerintah dalam menjalankan 
setiap tugasnya yaitu : 
1. pembangun hubungan internal dan eksternal, 
  
 
 
 
 
2. penyelenggara pertemuan dan koordinasi antarinstansi, 
3. penyedia informasi pemerintah, 
4. pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa, 
5. pendorong upaya pemberdayaan masyarakat, 
6. pengelola sarana dan prasarana kehumasan, 
7. pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah, 
8. pengelola informasi pemerintahan dan pembangunan. 
Dalam menjalankan segala aktivitas dan peranannya Humas pemerintah merujuk 
pada prinsip dasar yang meliputi : 
1. tata kelola kehumasan yang berorientasi pada proses pencitraan dan penciptaan 
nilai, 
2. tata kelola kehumasan yang mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan 
instansi, serta berorientasi pada kepentingan publik, 
3. tata kelola kehumasan berpegang pada komitmen, peraturan perundang-
undangan, etika kehumasan, serta praktik-praktik umum (common practices) 
yang sehat, 
4. tata kelola kehumasan membutuhkan perencanaan, pengembangan, 
kepemimpinan dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi, serta perbaikan 
yang berkelanjutan. 
Tugas humas pemerintah pula dijabarkan sebagai berikut : 
1. melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik 
yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan 
demi memperoleh manfaat bersama, 
  
 
 
 
 
2. meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, 
3. meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan 
pemerintah, 
4. membangun citra dan reputasi positif. 
Humas Pemerintah memiliki fungsi yaitu membentuk, meningkatkan, serta 
memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan 
informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Humas pemerintah 
pula menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan 
dinamis, menjadi penghubung instansi dengan publiknya, serta melaksanakan 
fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Dari fungsi 
humas dapat diketahui peranan – peranan humas yaitu sebagai : 
- Komunikator, Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran 
komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara 
langsung maupun tidak langsung melalui sarana kehumasan. 
- Fasilitator, Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan 
aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah 
dalam pengambilan putusan. 
- Diseminator, Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap 
internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, 
mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah. 
  
 
 
 
 
- Katalisator, Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai 
pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk 
menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik. 
- Konselor, advisor, dan interprator. Humas merupakan konsultan, penasihat, 
dan penerjemah kebijakan pemerintah. 
- Prescriber, Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin 
puncak penentu kebijakan. 
Humas Pemerintah memiliki kode etik yang harus ditegakkan yang 
mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan, dengan 
ketentuan umum sebagai berikut: 
1. Secara kelembagaan, tunduk kepada kode etik humas pemerintah yang berlaku. 
2. Secara individu, praktisi humas dapat menjadi anggota organisasi profesi 
humas yang ada, baik nasional, regional maupun internasional, dan taat pada 
kode etik masing-masing organisasi profesi. 
3. Sebagai tenaga profesional, praktisi humas pemerintah menegakkan asas-asas 
penyelenggaraan pemerintahan dan asas umum penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (kepastian hukum, tertib 
penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 
profesionalitas, dan akuntabilitas), serta efisiensi, efektivitas, tanggung jawab, 
bebas, jujur, adil, dan otonom.  
 
 
  
 
 
 
 
Kode etik humas pemerintah sendiri adalah sebagai berikut: 
1. Anggota humas pemerintahan menjunjung tinggi kehormatan sebagai 
pegawai instansi pemerintah. 
2. Anggota humas pemerintahan mengutamakan kompetensi, 
objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-
norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya. 
3. Anggota humas pemerintahan memegang teguh rahasia negara, 
sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan 
etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra 
yang positif bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Anggota humas pemerintahan menyampaikan informasi publik yang 
benar dan akurat serta membentuk citra humas pemerintahan yang 
positif di masyarakat. 
5. Anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan 
membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi. 
6. Anggota humas pemerintahan akan berusaha meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan 
efektivitas kerja serta memajukan profesi humas pemerintahan di 
Indonesia. 
7. Anggota humas pemerintahan loyal terhadap kepentingan 
organisasi/instansinya, bukan kepada kepentingan perseorangan/ 
golongan. 
  
 
 
 
 
8. Anggota humas pemerintahan wajib menjalin komunikasi kepada 
semua pegawai di organisasi/instansinya agar tercapai iklim organisasi 
yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi; mengingatkan 
rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi 
dan kewenangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode 
Etik Humas Pemerintahan. 
9. Anggota humas pemerintahan tunduk, mematuhi, dan menghormati 
Kode Etik Humas Pemerintahan sesuai dengan perundangan yang 
berlaku. 
10. Anggota humas pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan 
informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media 
massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsí 
organisasi/institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku. 
11. Anggota humas pemerintahan tidak diperkenankan melakukan 
penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah 
pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan 
dalih kepentingan publikasi (publisitas) pribadi/golongan/ 
organisasi/instansinya. 
12. Anggota humas pemerintahan menghargai, menghormati, dan 
membina hubungan baik dengan profesi lainnya. 
13. Anggota humas pemerintahan wajib bertukar informasi dan membantu 
memperlancar arus informasi dengan sesama anggota. 
  
 
 
 
 
14. Anggota humas pemerintahan bersedia mendukung pelaksanaan tugas 
sesama anggota. 
15. Anggota humas pemerintahan tidak dibenarkan mendiskreditkan 
sesama anggota. 
Publik Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Humas Pemerintah terdiri dari 
dua yaitu Publik pemangku kepentingan berfungsi sebagai mitra praktisi humas 
pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi kehumasan. Yang kedua 
publik pemangku kepentingan humas pemerintah adalah publik yang terdiri dari 
publik internal primer, publik internal sekunder, publik internal marginal, publik 
eksternal primer, publik eksternal sekunder, publik eksternal marginal, publik 
pendukung (proponent), publik penentang (opponent), publik mengambang 
(uncommitted), publik minoritas vokal (vocal minority), dan publik mayoritas 
pasif (silent majority). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik meliputi sepuluh 
prinsip yaitu kesetaraan, pengawasan, penegakan hukum, daya tanggap, 
efektivitas dan efisiensi, partisipasi, profesionalisme, akuntabilitas, wawasan ke 
depan, dan transparansi. 
Tata kelolah kehumasan pemerintah meliputi manajemen kehumasan dalam 
sistem komunikasi terbuka dan sistem komunikasi tertutup. Manajemen 
kehumasan dalam sistem komunikasi terbuka adalah komunikasi dua arah yang 
mampu mendengarkan umpan balik dari publik. Manajemen kehumasan dalam 
sistem komunikasi tertutup hanya melakukan fungsi komunikasi satu arah dengan 
publik yang berkepentingan. Begitupun dengan Publik yang diidentifikasi dan 
diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut: 
  
 
 
 
 
1. publik internal primer, yang meliputi pimpinan dan karyawan instansi 
yang bersangkutan, 
2. publik internal sekunder, yang meliputi keluarga pimpinan dan 
keluarga karyawan instansi yang bersangkutan,  
3. publik internal marginal, yang meliputi pensiunan, pegawai tidak 
tetap, alih daya (outsourcing),  
4. publik eksternal primer, yang merupakan lembaga pemerintah, yaitu 
sesama instansi pemerintah pusat dan daerah,  
5. publik eksternal sekunder, yaitu mitra instansi pemerintah pusat dan 
daerah, media massa (media cetak, elektronik, dan on-line), dan 
lembaga lainnya. 
6. publik eksternal marginal, yaitu komunitas yang berada di luar 
instansi, tetapi mempunyai pengaruh menekan yang perlu diperhatikan 
seperti komunitas, yaitu masyarakat yang terkena dampak kebijakan 
pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga 
kemasyarakatan, lembaga sosial budaya, serta lembaga-lembaga 
kemasyarakatan lainnya. 
7. publik pendukung (proponent), yang meliputi publik yang menerima 
atau sejalan dengan kebijakan pemerintah, 
8. publik penentang (opponent), yang meliputi publik yang menolak atau 
tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah,  
  
 
 
 
 
9. publik mengambang (uncommited), meliputi publik yang tidak 
memiliki sikap yang jelas (mudah berubah dan terpengaruh) terhadap 
kebijakan pemerintah, 
10. publik minoritas vokal (vocal minority), yang meliputi publik yang 
jumlahnya kecil, tetapi lantang dalam menyuarakan pendapatnya, 
11. publik mayoritas pasif (silent majority), yang meliputi publik yang 
jumlahnya besar, tetapi tidak menyatakan pendapatnya secara terbuka. 
Tata kelola kehumasan merupakan proses yang berkelanjutan. Tahap awal 
dimulai dengan pengumpulan data dan fakta, yang dilanjutkan dengan 
perencanaan dan pengambilan putusan untuk menghasilkan program kehumasan 
selama periode tertentu. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan kehumasan yang telah 
direncanakan dan dikomunikasikan secara terpadu. Selama pelaksanaan kegiatan, 
dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta modifikasi untuk 
perbaikan berkelanjutan. Rincian tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 
1. Analisis Situasi  
Analisis situasi adalah pengumpulan data dan fakta yang merupakan 
usaha untuk memperoleh fakta dan data, serta mengembangkan prinsip-prinsip 
(menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran) dengan cara formal 
dan nonformal. Cara formal dilakukan melalui penelitian dengan metode 
survei, kuesioner, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan lai- 
lain. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis situasi adalah 
metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. 
  
 
 
 
 
Kegiatan analisis situasi yang dilakukan secara benar dimulai dengan 
menghimpun data dan masukan yang akan menghasilkan gambaran kondisi 
nyata pada saat ini yang menyeluruh dan prediksi kondisi yang akan datang, 
serta pemanfaatan hasil sehingga bermanfaat dalam membantu proses 
perencanaan secara optimal, efektif, dan efisien. Indikator keberhasilan proses 
analisis situasi, antara lain terpantaunya isu secara cepat dan akurat, 
terpetakannya permasalahan yang berkembang dalam publik, dan 
terhimpunnya informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan program tepat 
sasaran. 
2. Strategi (Perencanaan dan Program) 
Perencanaan merupakan tahap lanjutan dari analisis situasi yang berisi 
langkah-langkah kegiatan kehumasan yang akan dilaksanakan. Perencanaan 
dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan hasil analisis situasi dan 
evaluasi setiap program sebelumnya dengan audit komunikasi untuk 
menghasilkan program kehumasan yang terukur dan dapat 
dipertanggungjawabkan.  Humas pemerintah dapat memakai metode 
pencapaian kesepakatan bersama (brainstorming and consensus building) 
untuk menyusun program.   
Kegiatan perencanaan dimulai dengan analisis situasi dengan 
mengumpulkan data dan masukan, untuk menghasilkan gambaran kondisi 
nyata pada saat ini yang menyeluruh dan prediksi kondisi yang akan datang, 
serta pemanfaatan hasil sehingga bermanfaat dalam membantu proses 
perencanaan secara optimal, efektif, dan efisien. Kegiatan perencanaan yang 
  
 
 
 
 
baik akan menghasilkan program kehumasan yang tepat sasaran. Indikator 
keberhasilan proses perencanaan, antara lain kepastian pelaksanaan, ketepatan 
waktu, kejelasan anggaran dan biaya, jumlah dan kompetensi sumber daya 
manusia, serta sarana dan prasarana. 
3. Implementasi (Tindakan dan Komunikasi) 
Tindakan adalah implementasi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan 
program yang telah dilakukan. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu 
kepada perencanaan agar strategi, eksekusi, waktu, biaya, dan penggunaan 
sumber daya dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan program 
yang telah ditetapkan dapat tercapai. Komunikasi adalah penyampaian pesan 
kepada publik tentang program kehumasan yang sedang dan akan dilaksanakan 
sehingga publik dapat memahami, mendukung, dan berpartisipasi dalam 
pelaksanaan kegiatan.  
Humas pemerintah dapat memakai metode komunikasi, antara lain tatap 
muka, diskusi, seminar, lokakarya, pameran, promosi keliling (roadshow), 
debat publik, temu wicara, rapat kerja, siaran berita, temu media, dan 
kunjungan media serta metode lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi 
setempat, antara lain studio radio daerah (sturada), radio komunitas, dan 
pemanfaatan perangkat seni budaya. Kegiatan tindakan dan komunikasi yang 
baik dimulai dengan menghimpun data yang akan menghasilkan harmonisasi 
hubungan humas pemerintah dengan publik, terciptanya citra dan reputasi 
positif humas pemerintah, partisipasi aktif publik, kepercayaan publik terhadap 
  
 
 
 
 
humas pemerintah dan instansi, serta pelaksanaan kegiatan kehumasan sesuai 
dengan program secara efektif dan efisien. 
Indikator keberhasilan proses komunikasi dan tindakan, antara lain 
terlaksananya program kehumasan sesuai dengan rencana dan terciptanya 
komunikasi dua arah timbal-balik antara instansi pemerintah dan publik. 
4. Evaluasi (Pengukuran Hasil) 
Pelaksanaan kegiatan humas pemerintah perlu dipantau, dievaluasi, dan 
dimodifikasi secara reguler, periodik, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu 
dibuat secara jelas program, aktivitas, strategi, tujuan, keluaran, hasil, dan 
manfaat yang diinginkan.  Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap 
masukan, keluaran dan manfaat akan menghasilkan umpan balik yang sangat 
penting dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja kehumasan di masa 
yang akan datang. Indikator keberhasilan proses pemantauan, evaluasi, dan 
modifikasi, antara lain terciptanya proses berkesinambungan yang terfokus 
bagi kelanjutan program kehumasan yang akan datang, berkurangnya 
penyimpangan pelaksanaan program. 
Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan ini diharapkan mampu 
membantu meningkatkan kemampuan instansi pemerintah dalam analisis 
situasi, penyelesaian permasalahan, penyusunan strategi secara terencana, 
sistemik, efektif dan efisien, serta implementasi komunikasi dua arah dan 
evaluasi sehingga tercipta tata kelola kehumasan yang baik dan dapat 
menjawab tantangan global kehumasan di masa akan datang. 
 
  
 
 
 
 
C. FUNGSI MEDIATOR 
Salah satu fungsi Humas Pemerintah yaitu sebagai mediator.  Fungsi 
mediator tekait langsung dengan masalah hubungan. F. Rachmadi (Soemirat 2010 
: 6) mengatakan bahwa masalah hubungan (relationship) merupakan hal yang 
sangat penting. Sehingga sangat penting bagi humas sebagai penghubung antara 
organisasi dengan publiknya, humas berada di tepi perusahaan dengan kata lain 
memainkan peran di perbatasan seperti yang dikatakan Grunig dan Hunt  
(Soemirat, 2010 : 87). Ruslan (2008 : 110) meyatakan  fungsi pokok Humas 
Pemerintah yaitu menjadi komunikator sekaligus mediator yang proakif dalam 
upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan 
menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat) di lain pihak. Grunig dan 
Hunt meyatakan fungsi Humas sebagai mediator. Sebagai mediator humas tidak 
lepas dari aktivitas komunikasi karena komunikasi merupakan unsur utama yang 
terkandung di dalamnya.  
Aktivitas komunikasi berkaitan dengan usaha memelihara komunikasi dua 
arah atau timbal balik bagi suatu tim kerja sama antar departemen, dan 
sekelompok orang dalam suatu organisasi (public internal) serta memanfaatkam 
sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan bersama yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Kemudian dapat dilihat dalam arti luas, seperti interaksi 
satu kelompok dengn kelompok lainnya, atau antara perusahaan dan publik untuk 
mencapai kepuasan kedua belah pihak. Komunikasi dua arah timbal balik tersebut 
merupakan faktor utama dalam manajemen kehumasan, proses tersebut terlihat 
dari beberapa tahap, antara lain pengorganisasian, pengkomunikasian, 
  
 
 
 
 
pengawasan, dan penilaian. Scott M.Cutlip & Allen H. Center menyatakan bahwa 
proses perencanaan program kerja Humas melalui empat proses tahapan atau 
lagkah – langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program 
kerja kehumasan adalah penelitian dan mendengarkan (Research-Listening), 
perencanaan dan mengambil keputusan (Planning–Decision),mengkomunikasikan 
dan pelaksanaan (Communication – Action), dan mengevaluasi ( Evaluation ). 
Menurut Lawrence D. Brennan (Ruslan 2010 : XIV) manajemen Humas 
merupakan system komunikasi (Management is a communication system). 
Peranan komunikasi dua arah sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi 
mediator. Robert S. Cole  juga  menyatakan dalam komunikasi dua arah dimulai 
dengan melakukan proses RACE (fungsi : Research, Action Planning,  
Communication, and Evalution) hingga bentuk, teknik, serta tujuan komunikasi 
yang akan dipergunakan. Hal tersebut demi tercapainya saling pengertian, 
menghargai, mempercayai, serta toleransi sehingga ada dukungan dari publik dan 
memperloleh citra positif bagi lembaga yang bersangkutan. 
Ruslan (2010 : 14) menyatakan bahwa mediator tidak hanya sebagai fungsi 
namun juga sebagai keterampilan dalam menguasai teknik komunikasi baik 
melalui media secara lisan maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau 
menyalurkan informasi dari lembaga organisasi yang diwakili dengan publiknya. 
Humas merupakan mediator yang berada antara pimpinan organisasi dengan 
publiknya, baik dalam membina hubungan masyarakat internal maupun eksternal. 
Ciri khas dari mediator ini yaitu komunikasi dua arah karena dalam hal ini Humas 
bertindak sebagai nara sumber informasi (source of informations) dan merupakan 
  
 
 
 
 
saluran komunikasi (channel of information).  Humas sebagai mediator sekaligus 
komunikator berupaya membentuk sikap dan pendapat yang positif dari 
masyarakat melalui rangsangan atau stimulasi tertentu. 
Peranan Humas sebagai mediator tidak terlepas dari empat kategori yang 
telah dibagi oleh Dozier D.M. Salah satunya yaitu sebagai Fasilitator Komunikasi. 
Dalam hal ini, Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk 
membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan 
diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga dituntut mampu menjelaskan 
kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. 
Artinya kemampuan sebagai komunikator baik secara langsung maupun tidak 
langsung, melalui media cetak/elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap 
muka dan sebagainya. Humas juga bertindak sebagi persuader, sehingga dengan 
komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, 
menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari ke dua belah pihak. 
Dalam menjalankan fungsi mediator, aktivitas Humas meliputi membina 
hubungan ke dalam (public internal), yang dimaksud public internal adalah 
publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. 
Seorang Humas harus mampu mengidentifikasikan atau mengenali hal – hal yang 
menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat,  sebelum kebijakan itu 
dijalankan oleh organisasi. Juga membina hubungan ke luar (public eksternal), 
yang dimaksud public eksternal adalah publik umum (masyarakat). 
Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap 
  
 
 
 
 
lembaga yang diwakilinya. Dengan demikian, peran Humas bersifat dua arah 
yaitu berorientasi ke dalam (inward looking) dan ke luar (outward looking).  
Humas membantu memelihara aturan bermain bersama melalui saluran 
komunikasi ke dalam dan keluar agar tercapai saling pengertian atau kerja sama 
antara organisasi dan publiknya. Selain itu Humas berperan melakukan tindakan 
mulai dari memonitor, merekam, menganalisis, menelaah hingga mengevaluasi 
setiap reaksi (feed back) khususnya dalam upaya penilaian sikap tindak serta 
mengetahui persepsi masyarakat (public acceptance or non public acceptamce) 
sebagai suatu akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil dan 
kebijaksanaan yang telah dijalankan oleh pihak lembaga/ organisasi. 
 
D. FUNGSI PUBLISITAS 
Humas yang berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam 
mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara Humas dan masyarakat 
untuk mewujudkan tujuan bersama diwujudkan melalui beberapa aspek 
pendekatan atau strategi Humas. Salah satunya melalui pendekatan persuasif dan 
edukatif, dalam hal ini Humas menciptakan komunikasi dua arah dengan 
menyebarkan informasi dari organisai kepada publiknya yang bersifat mendidik 
dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, 
agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi, dan 
sebagainya. Tujuan kegiatan humas pertama kali adalah berupaya menciptakan 
saling pengertian (mutual understanding) antara perusahaan dan publiknya. 
  
 
 
 
 
Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi citra positif perusahaan di mata 
publiknya. 
Kata komunikasi menurut Onong Uchjana Effendi (Ruslan 2010 : 81) 
berasal dari bahasa Latin : communication yang berarti pemberitahuan atau 
pertukaran pikiran. Dengan demikian secara garis besar dalam suatu proses 
komunikasi terdapat unsur – unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran 
pikiran atau pengertian, antara komunikator (penyebar pesan) dan komunikan 
(penerima pesan). Soleh Soemirat dan Elvinari Ardianto memperlihatkan model 
komunikasi dalam Public Relations seperti bagan di bawah ini: 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 
Model Komunikasi dalam Public Relations  
 
 Newson dan Siefried (Ruslan 2010 : 82) mengungkapkan pentingnya 
peranan komunikasi dalam kegiatan Humas terkhusus dalam penyampaian pesan 
– pesan dalam hal ini informasi demi tercapainya tujuan dan pengertian bersama 
dengan publik, khalayak sasaran yaitu seorang pejabat Humas haruslah seseorang 
yang ahli dalam aspek komunikasi. Dari pernyataan di atas, jelas bahwa praktisi 
Humas mutlak mempunyai keterampilan dalam menguasai aspek teknis 
komunikasi, atau unsur – unsur pokok dalam proses komunikasi, yaitu sebagai 
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- Source, yaitu individu atau pejabat Humas yang berinisiatif sebagai 
sumber untuk menyampaikan pesan – pesannya. 
- Massage, suatu gagasan, dan ide berupa pesan, informasi, 
pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan bersifat pendidikan, 
emosi, dan lain sebagainya yang akan disampaikan komunikator 
kepada perorangan atau  kelompok tertentu (komunikan). 
- Channel, berupa media, sarana, atau saluran yang dipergunakan oleh 
komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan – pesan kepada 
khalayaknya. 
- Effect, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan – 
pesan tersebut. Dapat berakibat positif maupun negatif tergantung dari 
tanggapan, persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut. 
Menurut Robert D. Ross (Ruslan 2010 : 83), bahwa komunikasi merupakan 
alat yang penting dalam fungsi Humas. Publik mengakui dan menghargai suatu 
kinerja yang baik dalam kegiatan komunikasi secara efektif, dan sekaligus kinerja 
yang baik tersebut untuk menarik perhatian publik serta tujuan penting yang 
lainnya dari fungsi Humas. Citra positif dapat terbentuk bila publik mempunyai 
persepsi yang positif terhadap perusahaan.  Persepsi ini harus lengkap dan tidak 
setengah – setengah. Agar hal ini dapat dicapai  maka publik harus dalam kondisi 
kecukupan informasi (well-informed) tentang perusahaan. Artinya tidak ada 
kesenjangan informasi antara perusahaan dengan publiknya dan sebaliknya. Hal 
itu pula dimaksudkan untuk mencegah kesalahan persepsi. Kesalahpahaman 
akibat salah persepsi atau kekurangan informasi merupakan kesalahan mendasar 
  
 
 
 
 
dalam kegiatan komunikasi (primary-breakdown of communication). 
Ketercukupan informasi akan terwujud bila Humas menyediakan saluran 
komunikasi yang terbuka (open communication) dan memungkinkan terjadinya 
komunikasi dua arah yang timbal balik (two way reciprocal).  
Saluran informasi yang tersedia harus memungkinkan terjadinya proses 
memberi dan menerima informasi secara berimbang antara kedua pihak. 
Diharapkan tercipta kondisi saling mengenal antara perusahaan dan publiknya 
serta tidak ada lagi ketidakpastian dan kesimpangsiuran informasi.  Seperti yang 
dinyatakan Kriyantono (2008 : 23) ruang lingkup pekerjaan Humas salah satunya 
yaitu publisitas, memperkenalkan perusahaan kepada publik. Misalnya membuat 
tulisan yang disebarkan ke media, press-release, berita, siaran pers, newsletters 
juga melalui company profile, laporan tahunan/annual report, priklanan, naskah 
pidato dan presentasi, artikel, majalah dinding, bulletin, jurnal,  publikasi ringan 
dan website. Humas menghasilkan produk – produk tulisan yang sifatnya 
menyebarkan informasi kepada publik, karena itu Humas dituntut menguasai 
teknik – teknik menulis (Public Relations Writing).  
Beberapa defenisi publisitas yang dikemukakan para ahli seperti Herbert 
Baus menyatakan publisitas sebagai pesan yang direncanakan, dieksekusi, dan 
didistribusikan melalui media tertentu untuk memenuhi kepentingan publik tanpa 
membayar pada media. Otis Baskin, dan kawan - kawan mendefinisikan publisitas 
sebagai istilah yang merujuk pada publikasi berita tentang organisasi atau individu 
yang tidak membayar waktu atau space, sedangkan Doug Newson melihat 
  
 
 
 
 
publisitas sebagai informasi tentang organisasi yang dikemas sebagai editorial 
bukan iklan pada medium publikasi atau berita, Kriyantono (2008 : 42).  
Dari kaca mata media massa melihat publisitas sebagai informasi yang 
disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu 
memiliki nilai berita. Media tidak menarik harga untuk menempatkan informasi 
ini dalam halaman surat kabar atau dalam slot waktu atau radio dan televisi. 
Karena itu dimuat sepenuhnya hak media massa. Sumber penyampai informasi 
misalnya Humas perusahaan tidak dapat mengontrol atau menentukan dimuat atau 
tidaknya suatu informasi. Contoh publisitas di media massa antara lain tentang 
peningkatan kerja sebuah perusahaan, launching, berita feature, liputan kegiatan, 
tabloid, dan sebagainya. Publisitas merupakan dampak diketahuinya informasi 
oleh publik.   
Dengan mengirim informasi melalui press-release, press conference, press-
tours, dan lain sebagainya kepada media, humas berharap informasi tersebut 
disebarkan media kepada khalayak. Keuntungan publisitas di media yaitu, 
publisitas mengandung kredibilitas tinggi di mata khalayak media (high 
credibility) khalayak dianggap mempercayai informasi publisitas yang dikemas 
dalam sajian berita. Publisitas tidak membayar, publisitas memungkinkan cerita 
lebih detail tentang produk perusahaan, serta dapat menjelaskan “cacat produk” 
(crisis response). Sedangkan kekurangan publisitas di media yaitu tidak dapat 
mengontrol jenis informasi yang dimuat dan bersifat satu arah.  
Berdasarkan sumber publisitas, publisitas terbagi menjadi dua yaitu 
publisitas lisan dan publisitas tulisan.  
  
 
 
 
 
- Publisitas lisan adalah publisitas yang bersumber dari pernyataan 
lisan, misalnya wawancara wartawan dengan humas mengenai suatu 
peristiwa atau menggelar konperensi pers dengan mengundang 
wartawan. 
- Publisitas tulisan adalah publisitas yang bersumber dari informasi 
tertulis yang dibuat Humas, Humas dapat mengirim informasi tertulis 
ke media dalam bentuk press-release, back-grounders, presskitt, atau 
letter of denial. 
Berdasarkan dampaknya, ada publisitas positif dan ada publisitas negatif. 
Publisitas positif adalah publisitas yang memunculkan dampak positif bagi 
perusahaan dan publisitas negatif yaitu pemberitaan di media yang mengandung 
dampak negatif terhadap citra perusahaan. Dan berdasarkan kejadian, publisitas 
dibedakan menjadi dua yaitu publisitas yang direncanakan dan publisitas yang 
tidak direncanakan (spontan).  
- Publisitas yang direncanakan yaitu publisitas yang berasal dari 
kegiatan (event) yang sengaja diselenggrakan oleh Humas kemudian 
memberitahukannya ke media. 
- Publisitas yang tidak direncanakan yaitu publisitas tentang peristiwa-
peristiwa yang tidak direncanakan atau spontan. Kebanyakan 
publisitas jenis ini bersifat negatif, humas tidak secara sengaja 
menyampaikan informasi ini kepada media, pada umumnya wartawan 
mendapat infomasi sendiri. 
  
 
 
 
 
Publisitas menjadi peluang bagi Humas untuk memanfaatkan media massa 
sebagai penyebar informasi dengan gratis, namun juga menjadi tantangan. 
Tantangan ini berkaitan dengan faktor – faktor dimuat tidaknya informasi dari 
Humas, ada dua faktor yaitu faktor penulisan materi publisitas  dan faktor kualitas 
hubungan media (media relations). Kita dapat melihat bahwa humas tidak lepas 
dari kegiatan menulis terlebih untuk menjalankan fungsi publisitasnya. Tugas 
Humas terkait dengan kegiatan menulis yang dikemukakan Cutlip, Center, dan 
Broom  (Kriyantono, 2008 : 27) terkait hal yang dilakukan spesialis Humas di 
tempat kerja yaitu menulis dan mengedit. Dalam hal ini Humas menyusun rilis 
berita dalam bentuk cetak atau siaran, cerita feature, newsletter untuk karyawan 
dan stakeholders eksternal, korespondensi, pesan website, dan pesan media online 
lainnya, laporan tahunan, dan shareholder, pidato, brosur, film, dan script slide 
show, artikel perdagangan, iklan institusional, materi - materi pendukung teknis 
lainya. Mengatur dan mengelola konprensi pers, lomba – lomba, konvensi, open 
house, pemotongan pita, grand opening, ulang tahun, mengunjungi tokoh 
terkemuka, program penghargaan, dan lain – lain.  
Selain itu membuat saluran komunikasi seperti multimedia, seni tipografi, 
fotografi, tata letak, computer desktop publishing, perekaman audio-visual. Juga 
melakukan riset dengan mengumpulkan informasi tentang opini publik, tren, isu 
yang muncul, iklim politik dan peraturan perundangan, liputan media, opini 
kelompok kepentingan, dan pandangan – pandangan lain berkenaan dengan 
stakeholder organisasi. Adapun kegiatan publisitas dan media relations antara 
lain: 
  
 
 
 
 
- Press release ( menulis berita tentang perusahaan kepada media ),  
- Press conference (menyampaikan informasi tentang perusahaan 
dengan secara langsung mengundang wartawan) 
- Press tours (mengundang wartawan untuk berkunjung ke perusahaan) 
- Press party (menjamu wartawan makan bersama) 
- Press-receptions (mengadakan acara khusus pertemuan dengan 
wartawan) 
- Media Gathering (mengumpulkan media dalam sebuah forum),  
- Special Event seperti open house atau company visit (memberi 
peluang kepada public untuk mengenal lebih dekat perushaan dengan 
berkunjung langsung ke perusahaan). 
- Award Ceremonies (acara pemberian penghargaan) 
- Seminar (mengadakan seminar dengan tema yang berkaitan dengan 
kepentingan masyarakat, baik sebagai penyelenggara atau sebagai 
pembicara). 
- Newsletter (Media tulisan yang biasa digunakan untuk internal 
ataupun eksternal public, seperti majalah & bulletin) 
- Speaker bureau (biro khusus juru bicara yang bertugas menyampaikan 
informasi kepada publik). Ini adalah system informasi satu pintu (one 
door system). Agar dapat dicegah beragam informasi dari beragam 
sumber.  
- Thank you notes and letters (ucapan – ucapan terima kasih kepada 
publik) 
  
 
 
 
 
- Audio Visual instrument (misalnya membuat company profile 
berbetuk audio visual dan materi presentasi  dihadapan publik) 
- Letters of denial (surat klarifikasi atas sebuah informasi yang tidak 
benar yang disampaikan ke media). 
- Annual Report 
Publisitas yang dilakukan melalui media massa sangat efektif membentuk opini 
publik. Berita yang ditampilkan atau diekspos keluar oleh media massa 
merupakan cara efektif pembentukan opini publik atau masyarakat umum. Sudah 
dapat dipastikan bahwa setiap topik – topik berita yang dipublikasikan oleh 
berbagai media massa itu megandung pembentukan opini. Salah satu kelebihan 
media cetak atau media elektronik seperti TV swasta komersial adalah efek 
keserempakan (stimulatiny effect) yang luar biasa dalam penyebaran 
informasinya. Sehingga mampu menciptakan opini  publik melalui proses yang 
relatif singkat, dan menjangkau jumlah yang lebih besar serta tersebar di berbagai 
tempat dalam waktu yang bersamaan. 
Dalam fungsi publisitas terlihat bahwa Humas berperan sebagai Journalist 
in residence, artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan 
informasi kepada publik dan mengendalikan berita atau informasinya kepada 
media massa. Selain itu kegiatan publisitas termasuk di dalamnya yaitu kegiataan 
dokumentasi dan kliping Ruslan (2010 : 228) seperti yang telah dijelaskan 
sebeluumnya pada Bab I, kegiatan Humas adalah mengevaluasi perkembangan 
dari kemajuan bisnis perusahaan dan lembaga, aktivitas – aktivitas, dan program 
acara tertentu, baik bersifat komersial  maupun nonkomersial yang telah dimuat 
  
 
 
 
 
atau dipublikasikan di berbagai media massa dan nonmassa. Pengamatan, analisis 
dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan rujukan penting atau 
informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja Humas.  
Kegiatan dokumentasi dan kliping berita dalam Humas merupakan dua 
kegiatan saling berkaitan erat atau saling menunjang satu sama lainnya. Keduanya 
dibuat untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting mengenai suatu 
peristiwa (event) dan kegiatan perusahaan lain yang kemudian dianalisis, 
dievaluasi, dan hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Dokumentasi 
berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan menganalisis 
kemudian mengevaluasi seluruh data informasi, dan dokumen tentang suatu 
kegiatan, peristiwa atau pekerjaan tertentu yang dipublikasikan baik melalui 
media elektronik maupun cetak dan kemudian disimpan secara teratur dan 
sistematis. Sedangkan News Clipping yaitu suatu kegiatan memilih, menggunting, 
menyimpan dan kemudian memperbanyak mengenai suatu berita atau karangan, 
serta foto berita pada event atau peristiwa tertentu yang telah terjadi dan dimuat di 
berbagai media cetak, seperti surat kabar, majalah berita, tabloid, dan lain 
sebagainya yang kemudian dikliping. 
Praktisi Humas sebagai boundary manager secara professional dengan 
memiliki dua kemampuan, sebagai “manajer skill dan tekhnikal skill” misalnya 
melakukan kegiatan menghimpun melalui klipping, menganalisis atau 
mengevaluasi berita dari berbagai sumber media massa, dan hingga menciptakan 
media publikasi atau komunikasi organisasi tersebut merupakan kemampuan 
fungsi teknis PR. Pelaksanaan dua fungsi sekaligus dan penting bagi pihak 
  
 
 
 
 
organisasi, menurut Aldrich & Herker (Ruslan, 2010 : 310) yang pertama adalah 
proses pengelolaan informasi dalam hal untuk mengelola arus informasi bersifat 
prioritas, terkini dan akurat mengenai lingkungan organisasi sebelum mengambil 
keputusan, dan kedua adalah fungsi mewakili representasi kepentingan publik 
eksternal (eksternal representation), dengan cermat memperhatikan penerimaan 
atau penolakan dari kebijakan strategis organisasi yang telah dibuat tersebut, 
apakah telah sesuai atau tidak dengan aspirasi dan keinginan – keinginan publik 
sebagai khalayak sasarannya. 
 
E. VISI BPKP 
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat 
baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai 
Auditor Presiden.  Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan 
informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan 
mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. 
Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah 
mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). 
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang 
ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP 
kepada shareholder. 
Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan 
arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengakomodasi 
  
 
 
 
 
dan mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan akan terjadi akibat dari perubahan 
tersebut. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut : Auditor Presiden 
yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas 
Keuangan Negara yang Berkualitas di Sulawesi Selatan. Pernyataan visi tersebut 
diatas, mengandung beberapa kata kunci, yaitu :  
a. Auditor Presiden  
Sebagai Auditor Presiden, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang 
melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi dan 
segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan 
manfaat kepada Presiden  
b. Responsif 
Responsif berarti tanggap atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah 
secara cepat dan tepat 
c. Interaktif 
Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. 
Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya 
yang bersifat reaktif dan proaktif 
d. Terpercaya 
Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat 
melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan.  
 
 
  
 
 
 
 
e. Akuntabilitas Keuangan Negara  
Akuntabilitas didefenisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawabkan, yang dilaksanakan 
secara periodik.  
f. Berkualitas  
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri 
yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. 
Program dan kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan mencakup empat domain dalam pengawasan akuntabilitas keuangan 
negara yang meliputi 4C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, 
Clearing House, dan Check and Balance.  Program pada Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Program Teknis sebanyak satu program 
(Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan dan Pembinaan 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Program 
Generik sebanyak dua program (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Negara). Program-program tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal 
termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau 
untuk semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 
  
 
 
 
 
Rincian program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan adalah sebagai berikut : 
1) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan dan Pembinaan 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengawasan atas kegiatan lintas 
sektoral; pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara; pengawasan 
berdasarkan penugasan Presiden; pengawasan atas permintaan stakeholders; 
pengawasan penerimaan negara; pengawasan PHLN; Assessment, Evaluasi 
GCG, KPI, MR; pengawasan investigative; bimtek, pengembangan sistem 
pelaporan keuangan; penyusunan pedoman SPIP; sosialisasi SPIP; Diklat SPIP 
dan Bimbingan Teknis SPIP. 
2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu penyusunan dan evaluasi rencana; 
pengelolaan kepegawaian dan organisasi; pengelolaan anggaran dan sistem 
akuntansi pemerintah; pengelolaan kehumasan; pembinaan administrasi dan 
pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan; pendidikan dan 
pelatihan pengawasan; penelitian dan pengembangan pengawasan; 
penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah dan 
internal BPKP; pembinaan JFA dan tata kelola APIP; fasilitasi dukungan 
manajemen Perwakilan BPKP. 
 
 
 
  
 
 
 
 
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana; 
pemeliharaan sarana dan prasarana; penataan administrasi sarana dan 
prasarana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
BAB III 
GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN 
  
A. Sejarah Berdirinya Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 
Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak 
dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak 
sebelum era kemerdekaan. Dengan beseluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 
secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering 
Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari 
berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat 
dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan 
Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan 
perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian 
Keuangan. 
Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi 
Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri 
Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan. 
DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan 
akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah 
kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh 
Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 
1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) 
  
 
 
 
 
pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) 
meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang 
semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. DJPKN mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran 
daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat 
Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.  
Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 
Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah 
non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden 
Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga 
pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami 
kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek 
pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut 
menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP 
sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang 
ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau 
lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan 
obyektif. 
Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali 
  
 
 
 
 
diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 
disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan 
lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. 
Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan 
kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam 
membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara. 
Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of 
Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan 
departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya 
membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai 
good governance. 
Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan 
reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi 
BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru 
adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam 
Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik 
dan Bersih". Dengan visi ini, BPKP menegaskan akan tugas pokoknya pada 
pengembangan fungsi preventif. Hasil pengawasan preventif (pencegahan) 
dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat pre-
ventif. Apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi 
perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia. 
  
 
 
 
 
Pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun 
sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau 
potensi penyimpangan (fraud). Tugas perbantuan kepada penyidik POLRI, 
Kejaksaan dan KPK, sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan TPK guna 
memberikan efek deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi 
pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan 
pengembalian keuangan negara. 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan 
Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar, merupakan 
unit pelaksana BPKP sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-
286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan 
BPKP yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-616/K/SU/2011 tanggal 25 Mei 2011. 
Berdasarkan surat keputusan tersebut dan amanah dari Peraturan Pemerintah No 
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mendapat tugas untuk melaksanakan 
program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina 
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Wilayah kerja 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan satu pemerintah provinsi dan 24 pemerintah kabupaten/kota. 
Visi BPKP adalah : 
"Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk 
mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas di 
Sulawesi Selatan". 
 
  
 
 
 
 
Misi BPKP: 
2. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 
negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas 
KKN. 
3. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
4. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional 
dan kompeten. 
5. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal 
bagi presiden/pemerintah. 
Nilai-Nilai BPKP (PIONIR): 
1. Profesional (standar keahlian, kode etik profesi, kualitas kerja) 
2. Integritas (kejujuran, objektivitas, berani, konsisten, konsekuen) 
3. Orientasi Pengguna (pelayanan prima, nilai tambah, kepuasan pelanggan) 
4. Nurani dan Akal Sehat (berpihak pada kebenaran, etika, proporsional, dan 
logika kewajaran) 
5. Independen (tidak memihak, tidak dikendalikan pihak lain, prinsip otoritas) 
6. Responsibel-akuntabel (obligation to act – obligation to answer) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
B. Struktur  Organisasi Kantor BPKP Perwakilan Prov. Sul-Sel 2011-2013 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
(Sumber : Profil  BPKP Sulawesi Selatan, 02 April 2013) 
 
C. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawasan dan Keuangan 
Perwakilan Prov. Sul-Sel 
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari 
BPKP berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 
Non Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 64 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya 
sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 
tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP 
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Dani Kusnandar 
 
Kabid AN  
Yuler Bastian 
 
  
 
 
 
 
955/K/SU/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Perwakilan merupakan unsur 
pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. 
Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 1 
provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 25 pemerintah daerah. 
Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan 
pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan 
tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi 
yaitu : 
1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan; 
2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara; 
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah serta pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas 
permintaan daerah; 
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang 
bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah; 
5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas 
kinerja pemerintah pusat dan daerah; 
6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
pusat dan daerah; 
7. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang 
usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama, badan-
 
  
 
 
 
 
badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan 
badan usaha milik daerah atas permintaaan daerah, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good governance dan laporan 
akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik Negara, Pertamina, 
cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil kontrak kerjasama, 
badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, 
dan badan usaha milik daerah atas permintaaan daerah, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan 
keuangan negara pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara 
dan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan 
negara/pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran 
pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi penyidik 
dan instansi lainnya. 
10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta 
pengendalian mutu pengawasan.  
11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. 
Selain, tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan mandat Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembinaan 
penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di 
 
  
 
 
 
 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan adalah unit pelaksana BPKP di 
daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan setingkat Eselon II.  
 
C.1. Tugas dan Kewajiban,  Fungsi, dan Uraian Tugas Pegawai 
 Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sul-Sel: 
Ikhtisar Jabatan :  
Memimpin, mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pengawasan 
keuangan dan pembangunan, termasuk audit investigatif, atas instansi 
pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, Badan Layanan Umum (BLU), Badan 
Usaha Lainnya (BUL), serta instansi lainnya yang didalamnya terdapat 
kepentingan negara.  
Tujuan Jabatan : 
Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Kantor Perwakilan secara efisien, 
ekonomis, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Uraian Tugas 
a. Memberikan arahan, mereviu dan menyetujui dalam menyusun 
Rencana Strategis, Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja Perwakilan 
BPKP, Rencana Kerja Tahunan (PKPT dan PKAU) dan rencana 
anggaran, berdasarkan arahan BPKP Pusat (Kebijakan Pengawasan 
dan Penetapan Kinerja BPKP).  
  
 
 
 
 
b. Mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap instansi 
pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, Badan Layanan Umum (BLU), 
Badan Usaha Lainnya (BUL), serta instansi lainnya yang didalamnya 
terdapat kepentingan negara, termasuk pemeriksaan terhadap 
pinjaman/hibah luar negeri dan penyelenggaraan  tugas  
pemerintahan yang bersifat strategis dan/ atau lintas departemen/ 
lembaga/ wilayah. 
c. Mengarahkan dan menetapkan pemberian  sosialisasi dan asistensi  
penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas  kinerja  
instansi pemerintah pusat dan daerah, serta sosialisasi dan asistensi 
penyusunan tata kelola sektor publik dan korporat. 
d. Evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja dan reviu laporan 
keuangan instansi pemerintah pusat/daerah, dan assessment terhadap 
tata kelola BUMN/D, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha 
Lainnya (BUL), serta instansi lainnya yang didalamnya terdapat 
kepentingan negara, sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
e. Mengendalikan dan mengarahkan audit Investigatif  terhadap  
indikasi penyimpangan yang merugikan negara, pemberian bantuan 
keterangan ahli, dan perhitungan kerugian negara kepada instansi 
penyidik, serta evaluasi terhadap hambatan kelancaran pembangunan 
pada instansi pemerintah/BUMN/BUMD /BLU/BUL. 
  
 
 
 
 
f. Mengelola reviu pelaksanaan audit oleh Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah (APIP).  
g. Mengeloa pemberian sosialisasi dan asistensi penerapan Fraud 
Control Plan pada instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, 
Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Lainnya (BUL). 
h. Mengelola dan mengawasai pelaksanaan administrasi/ketatausahaan 
untuk menunjang kegiatan teknis pengawasan dan sebagai Kuasa 
Pengguna Anggaran. 
i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. 
j. Mengelola pemberian bimbingan teknis, assessment, due dilligence 
dan reviu berbagai prosedur sesuai permintaan stakeholder 
k. Menghadiri Rapat Paripurna DPRD 
l. Mereviu/verifikasi tagihan sebelum dibayar pemerintah/Departemen 
Keuangan 
m. Menjadi pembicara dan narasumber 
2. Kepala Bagian Tata Usaha Perwakilan 
Ikhtisar Jabatan :  
Memimpin, mengkoordinir, mengelola kegiatan ketatausahaan.  
Tujuan Jabatan : 
Mendukung kegiatan teknis fungsional Perwakilan  
Uraian Tugas :  
  
 
 
 
 
a. Memimpin dan mengkoordinir penyiapan usulan Program Kegiatan 
Administrasi Umum (PKAU) dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Bagian Tata Usaha  
b. Membantu Kepala Perwakilan dalam mengkoordinir penyusunan 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang terdiri Program Kerja Pengawasan 
Tahunan (PKPT) dan Program Kegiatan Administrasi Umum (PKAU) 
dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 
c. Membantu Kepala Perwakilan dalam mengkoordinir penyusunan 
Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I 
untuk  tahun berjalan. 
d. Membantu Kepala Perwakilan dalam mengkoordinir penyusunan 
Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I 
untuk lima tahun kedepan. 
e. Mengkoordinir, membina dan mengelola kegiatan/urusan kepegawaian 
guna menunjang kegiatan operasional teknis Perwakilan 
f. Mengkoordinir, membina dan mengelola kegiatan/urusan keuangan 
guna menunjang kegiatan operasional teknis Perwakilan dan dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. 
g. Mengkoordinir, membina dan mengelola kegiatan/urusan persuratan, 
urusan dalam, perlengkapan, dan rumah tangga guna menunjang 
kegiatan operasional teknis Perwakilan. 
h. Mengkoordinir, membina dan mengelola kegiatan/urusan perpustakaan 
dan Poliklinik guna menunjang kegiatan operasional teknis Perwakilan.  
  
 
 
 
 
i. Mengkoordinir, membina dan mengelola kegiatan/urusan penyusunan 
laporan berkala dan evaluasi pelaksanaan program hasil pengawasan 
j. Membantu Kepala Perwakilan dalam proses penyusunan LAKIP 
(Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) Perwakilan BPKP 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala  
Perwakilan 
l. Melaksanakan pembinaan urusan Jabatan Fungsional Auditor pada 
Badan Pengawas Daerah. 
3. Kepala Subbagian Kepegawaian  
Ikhtisar Jabatan :  
Memimpin, mengkoordinasikan, serta mengelola kegiatan pembinaan dan 
pengembangan pegawai.  
Tujuan Jabatan : 
Mendukung terselenggaranya tata kelola kepegawaian yang baik dengan 
motto akurat dan tepat waktu demi menunjang pencapaian keberhasilan 
kegiatan ketata-usahaan yang pelaksanaannya secara efisien, ekonomis 
dan efektif sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
Uraian Tugas :  
a. Menyusun usulan rencana Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) 
Sub Bagian Kepegawaian 
b. Menyiapkan  bahan penyusunan formasi seleksi, dan seleksi pegawai. 
c. Menyiapkan bahan pengembangan pegawai dan pelatihan pegawai 
termasuk penyiapan bahan untuk tim seleksi peserta diklat (TSPD). 
  
 
 
 
 
d. Membuat daftar susunan pegawai (DSP) 
e. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian 
f. Menyusun usulan pengangkatan dan kepangkatan pegawai 
g. Menyusun usulan kenaikan gaji berkala pegawai 
h. Membuat daftar urut kepangkatan (DUK) 
i. Menyusun laporan tahunan peserta diklat. 
j. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan pegawai antara lain 
penyiapan konsep surat permintaan kartu pegawai, kartu istri/suami,  
kartu peserta taspen, kartu peserta askes, BAPETARUM, Pengurusan 
Visa, Ijin keluar negeri berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
k. Membuat usulan pengangkatan pertama, kenaikan jabatan, pembebasan 
sementara (baik karena AK maupun bukan AK), pengangkatan kembali 
(baik karena AK maupun bukan AK), dan peran bagi pejabat 
fungsional. 
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 
Ikhtisar Jabatan :  
Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan keuangan 
Perwakilan BPKP. 
Tujuan Jabatan : 
Menunjang pelaksanaan tugas ketatausahaan keuangan, untuk 
meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP. 
 
 
  
 
 
 
 
Uraian Tugas: 
a. Menyusun usulan rencana kerja tahunan (RKT/PKAU) sub bagian 
Keuangan 
b. Menyiapkan bahan untuk pembahasan anggaran rutin dengan Kanwil 
Direktorat Jenderal Anggaran 
c. Mengkoordinasikan penyusunan revisi anggaran 
d. Melaksanakan verifikasi keuangan dalam hal bukti pengeluaran 
anggaran perwakilan 
e. Melaksanakan verifikasi urusan penggajian  
f. Melaksanakan verifikasi urusan perjalanan dinas 
g. Melaksanakan pengendalian anggaran berdasarkan ketentuan yang 
berlaku 
h. Melaksanakan penyelenggarakan akuntansi keuangan 
5. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan 
Ikhtisar Jabatan :  
Memimpin, mengkoordinir, mengelola kegiatan penyiapan bahan 
penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan bahan laporan 
realisasi kegiatan, dan penyusunan laporan berkala atas hasil-hasil 
pengawasan.  
Tujuan Jabatan : 
Mendukung pencapaian kinerja unit dari sisi perencanaan dan pelaporan 
secara optimal. 
 
  
 
 
 
 
Uraian Tugas : 
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (5 tahunan) dan 
rencana kinerja perwakilan serta mengkompilasikan Rencana Kerja 
Anggaran dan Kegiatan Pengawasan Tahunan yang meliputi Program 
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi 
Umum (PKAU) berikut revisinya dari masing-masing bidang/bagian. 
b. Menyusun usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) subbagian program 
dan pelaporan. 
c. Membuat kompilasi laporan berkala (bulanan) realisasi kegiatan 
pengawasan (RKT) yang meliputi PKPT dan PKAU dari masing-
masing bidang/bagian. 
d. Membuat laporan berkala (bulanan) realisasi kegiatan pengawasan 
(RKT) subbagian program dan pelaporan. 
e. Membuat kompilasi laporan bulanan Hasil Pengawasan dan 
Pemutakhiran Tindak Lanjut dari masing-masing bidang 
f. Membuat laporan berkala dan kompilasi laporan kinerja triwulanan dari 
masing-masing bidang/bagian (termasuk subbagian program dan 
pelaporan) 
6. Kepala Subbagian Umum 
Ikhtisar Jabatan :  
Memimpin, berkoordinasi, mengelola kegiatan persuratan, perlengkapan, 
kearsipan, keamanan, urusan dalam rumah tangga serta pengelolaan 
perpustakaan dan poliklinik.  
  
 
 
 
 
Tujuan Jabatan : 
Mendukung kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan 
BPKP. 
Uraian Tugas 
a. Menyusun usulan rencana kerja tahunan (RKT/PKAU) subbagian 
Umum 
b. Menyelenggarakan pembinaan, pelaksanaan tata persuratan dan 
kearsipan 
c. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan barang dan jasa termasuk 
inventaris kekayaan milik negara 
d. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan perpustakaan dan poliklinik 
e. Menghimpun dan mengadministrasikan buku, peraturan perundangan 
7. Kepala Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah   
Ikhtisar Jabatan :  
Memimpin, mengkoordinir, mengelola kegiatan pengawasan keuangan dan 
pembangunan atas Instansi Pemerintah Daerah.  
Tujuan Jabatan : 
Mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang baik 
dan pencapaian rencana pembangunan daerah secara ekonomis, efisien, 
dan efektif serta sesuai ketentuan yang berlaku. 
Uraian Tugas : 
  
 
 
 
 
a. Merencanakan penugasan audit, bimbingan teknis dan pengawalan 
RKPD pada Pemerintah Daerah sesuai dengan arahan Kepala 
Perwakilan BPKP  
b. Audit thd Instansi Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD). 
c. Pemberian  sosialisasi/asistensi  penyusunan laporan keuangan dan 
laporan akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah daerah, serta asistensi 
penyusunan tata kelola sektor publik. 
d. Evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja dan 
sosialisasi/bimbingan teknis kepada Bawasda mengenai reviu atas 
laporan keuangan instansi pemerintah daerah, sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
e. Reviu terhadap hasil pelaksanaan audit oleh Bawasda. 
f. Monitoring Kegiatan Pengawasan. 
g. Melaksanakan audit kinerja pelayanan Pemda. 
h. Melaksanakan sosialisasi, bimtek penyusunan sistem pengendalian 
intern Pemda 
i. Menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai di 
lingkungannya. 
j. Melaksanakan fungsi sebagai pengurus Korpri  
 
 
 
  
 
 
 
 
8. Kepala Bidang Akuntan Negara 
Ikhtisar Jabatan :  
Memimpin, mengkoordinir, mengelola kegiatan pengawasan keuangan dan 
pembangunan atas Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D), 
Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Usaha Lainnya.  
Tujuan Jabatan : 
Mendukung terselenggaranya tata kelola BUMN/D, BLU dan BUL yang 
baik dan pencapaian rencana pembangunan perekonomian negara secara 
efisien, ekonomis dan efektif serta sesuai ketentuan yang berlaku 
Uraian Tugas : 
a. Merencanakan penugasan audit kinerja/operasional/riktu, bimbingan 
teknis dan evaluasi kebijakan pada Bidang Akuntan Negara sesuai 
dengan arahan Kepala Perwakilan BPKP.  
b. Melakukan audit kinerja/operasional/pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu/spesial audit pada BUMN/D, serta evaluasi kebijakan dan 
asesmen tata kelola pada BUMN/D 
c. Pelaksanaan General Audit pada BUMN/D berdasarkan permintaan 
d. Sosialisasi Good Corporate Governance/Manajemen Resiko/Key 
Performance Indicator/Tekhnologi Informasi di BUMN/D. 
e. Pemberian bimbingan teknis/asistensi dibidang tata kelola perusahaan 
(GCG, KPI, MR, TI Management). 
f. Monitoring pelaksanaan penugasan yang telah diterbitkan Surat 
Tugasnya 
  
 
 
 
 
g. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. 
h. Pembentukan Satgas untuk mengembangkan/meningkatkan produk 
pelayanan kepada BUMN/D. 
i. Menyusun rencana strategis, rencana kinerja, Rencana Kerja Anggaran, 
serta Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja 
Administrasi Umum (PKAU) Perwakilan berikut revisinya, yang terkait 
dengan Bidang Akuntan Negara. 
9. Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 
Ikhtisar Jabatan :  
Memimpin mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan pengawasan atas 
instansi pemerintah pusat.  
Tujuan Jabatan : 
Mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan Pusat yang baik 
dan mendukung pencapaian keberhasilan rencana pembangunan 
pemerintah pusat secara efisien, ekonomis, dan efektif serta sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Uraian Tugas : 
a. Merencanakan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan Bidang 
Pengawsan Instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan arahan Kepala 
Perwakilan BPKP. 
b. Melaksanakan audit terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan 
Instansi Pemerintah Pusat sesuai dengan arahan Kepala Perwakilan 
BPKP. 
  
 
 
 
 
c. Melaksanakan Evaluasi kebijakan instansi pemerintah Pusat sesuai 
dengan arahan Kepala Kantor Perwakilan. 
d. Reviu terhadap pelaksanaan audit oleh Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah. 
e. Melaksanakan monitoring kegiatan pengawasan. 
f. Melakukan Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan Instansi 
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.  
g. Membantu menyiapkan data dan informasi dalam penyusunan Rencana 
Stratejik Perwakilan BPKP 
h. Pemutakhiran Data tindak lanjut 
i. Menyusun Laporan Bulanan dan Triwulanan 
j. Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri. 
10. Kepala Bidang Investigasi 
Bidang investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, 
program dan pelaksanaan audit terhadap indikasi penyimpangan yang 
merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang  
di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan 
kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan audit pada instansi 
penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 
11. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor 
a. Auditor Ahli Madya – Pengendali Teknis 
Ikhtisar Jabatan : 
  
 
 
 
 
Mengorganisir pengawasan (yaitu suatu proses memilah, merinci, 
membagi pekerjaan-pekerjaan pengawasan yang akan dilakukan, 
mengalokasikan sumber daya, menyusun pedoman,  SOP, petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan dan ukuran kinerja pengawasan dan non 
pengawasan, dan mengkoordinasikan hasil kegiatan pengawasan ke pihak-
pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dan sasaran 
pengawasan yang telah ditetapkan) dan mengendalikan pengawasan (yaitu 
suatu proses melaksanakan kegiatan pemantauan atas kinerja pengawasan, 
membandingkan realisasi kinerja dengan tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan, dan   mengambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan 
ke arah pencapaian hasil pengawasan yang telah ditetapkan). 
Tujuan Jabatan : 
Terlaksananya pengorganisasian pengawasan dan pengendalian 
teknis dalam rangka pengawasan audit dan non audit sesuai Standar 
Audit APIP. 
Uraian Tugas : 
1. Menyusun dan  menyediakan  pedoman dan atau sistem pengawasan 
dan pemutakhirannya.  
2. Menyusun dan  menyediakan  petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau 
petunjuk  teknis (juknis) pengawasan dan pemutakhirannya. 
3. Menyusun dan  menyediakan  ukuran kinerja di bidang Pengawasan 
dan pemutakhirannya. 
  
 
 
 
 
4. Menyusun dan menyiapkan sistem/pedoman/SOP/Juklak/Juknis 
pengawasan dan pemutakhirannya  seperti SAKD, GCG, PKPS BBM, 
dan Risk Management. 
b. Auditor Ahli Utama – Pengendali Mutu 
Ikhtisar Jabatan : 
Merencanakan pengawasan ( merumuskan rencana strategis, kebijakan, 
program kerja dan peraturan yang memayungi kegiatan pengawasan dan 
non pengawasan yang akan dilaksanakan) dan mengevaluasi pengawasan 
(melakukan kajian dan evaluasi atas hasil pengawasan dan non 
pengawasan serta kebijakan keuangan dan pembangunan) serta melakukan 
pemaparan/gelar pengawasan hasil pengawasan.  
Tujuan Jabatan : 
Terwujudnya mutu hasil pengawasan sesuai Standar Audit APIP. 
Uraian Tugas : 
1. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Pengawasan 
sebagai dasar perencanan kegiatan pengawasan jangka menengah 
yang adaptif, proaktif dan aplicable, disertai rencana kegiatan 
pengawasan jangka pendek yang mencerminkan skala prioritas 
pembangunan. 
2. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan dan 
kebijakan lainnya sebagai dasar perencanan kegiatan pengawasan 
jangka pendek yang adaptif, proaktif dan aplicable, yang 
mencerminkan skala prioritas pembangunan jangka pendek.  
  
 
 
 
 
3. Memberikan masukan  sebagai dasar perumusan  Rencana Induk 
Pengawasan (RIP).  
4. Merumuskan berbagai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di 
bidang  Pengawasan seperti  RUU/RPP Pemeriksaan PNBP sebagai 
dasar/landasan/payung hukum  bagi pelaksanaan tugas-tugas 
pengawasan. 
5. Merumuskan Daftar Objek Pemeriksaan (Kantor, Satker, Proyek) 
yang mencerminkan lingkup pengawasan dalam skala pembangunan 
nasional. 
6. Merumuskan program kerja pengawasan tahunan yang simultan 
(PKPT) dan mencerminkan skala prioritas pengawasan pembangunan 
nasional pada suatu tahun tertentu. 
c. Auditor Pelaksana Lanjutan – Anggota Tim 
Ikhtisar Jabatan: 
Mengklasifikasi dan mengikhtisarkan data dalam kegiatan audit dan non 
audit.  
Tujuan Jabatan: 
Terlaksananya pengklasifikasian dan pengikhtisaran data dalam 
rangka pengawasan sesuai dengan Program Kerja Audit dan Non 
Audit. 
Uraian Tugas : 
1. Mengklasifikasi dan mengikhtisarkan data dalam audit keuangan atas 
laporan keuangan.  
  
 
 
 
 
2. Mengklasifikasi dan mengikhtisarkan data dalam audit atas aspek 
keuangan tertentu.  
3. Mengklasifikasi dan mengikhtisarkan data atas aspek keuangan 
tertentu dalam rangka pengumpulan data dan atau informasi intelejen. 
4. Mengklasifikasi dan mengikhtisarkan data atas aspek keuangan 
tertentu dalam audit khusus atas tindak kecurangan/KKN.  
5. Mengklasifikasi dan mengikhtisarkan data atas aspek keuangan 
tertentu dalam pemrosesan penyelesaian TP/TGR.  
6. Mengklasifikasi dan mengikhtisarkan data dalam audit kinerja – audit 
ekonomis dan efisiensi.  
d. Auditor Pelaksana  – Anggota Tim 
Ikhtisar Jabatan: 
Mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dalam kegiatan audit dan 
non audit. 
Tujuan Jabatan: 
Terkumpulnya bahan dan rekapitulasi data dalam rangka pengawasan 
sesuai dengan Program Kerja Audit dan Non Audit.  
Uraian Tugas : 
1. Mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dalam audit keuangan 
atas laporan keuangan. 
2. Mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dalam audit atas aspek 
keuangan tertentu. 
  
 
 
 
 
3. Mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data atas aspek keuangan 
tertentu dalam rangka pengumpulan data dan atau informasi intelejen.  
4. Mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data atas aspek keuangan 
tertentu dalam audit khusus atas tindak kecurangan/KKN.  
5. Mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data atas aspek keuangan 
tertentu dalam pemrosesan penyelesaian TP/TGR.  
6. Mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dalam audit kinerja – 
audit ekonomis dan efisiensi. 
e. Auditor Penyelia  – Anggota Tim 
Ikhtisar Jabatan: 
Menguji data dalam kegiatan audit dan non audit     
Tujuan Jabatan: 
Terlaksananya pengujian data dalam rangka pengawasan sesuai 
dengan Program Kerja Audit dan Non Audit. 
Uraian Tugas : 
1. Menguji data dalam pelaksanaan audit keuangan atas laporan 
keuangan.  
2. Menguji data dalam audit keuangan atas aspek keuangan tertentu.  
3. Menguji data atas aspek keuangan tertentu dalam rangka 
pengumpulan data dan atau informasi intelejen.  
4. Menguji data dalam audit khusus aspek keuangan tertentu atas tindak 
kecurangan/KKN.  
  
 
 
 
 
5. Menguji data atas aspek keuangan tertentu dalam pemrosesan 
penyelesaian TP/TGR.  
f. Auditor Ahli Muda – Ketua Tim 
Ikhtisar Jabatan: 
Memimpin pelaksanaan audit dan non audit . 
Tujuan Jabatan:  
Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja 
Audit dan Non Audit 
Uraian Tugas : 
1. Memimpin pelaksanaan audit keuangan atas laporan keuangan.   
2. Memimpin pelaksanaan audit keuangan atas aspek keuangan tertentu.  
3. Memimpin pelaksanaan pengumpulan data dan atau informasi 
intelejen atas aspek keuangan tertentu.  
4. Memimpin pelaksanaan audit khusus atas tindak kecurangan/KKN 
atas aspek keuangan tertentu.  
5. Memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan atau peradilan 
kasus hasil pengawasan atas aspek keuangan tertentu.  
6. Memimpin pelaksanaan pemrosesan penyelesaian TP/TGR atas aspek 
keuangan tertentu.  
g. Auditor Ahli Pertama – Anggota Tim 
Ikhtisar Jabatan: 
Menganalisis dan menyimpulkan dalam kegiatan audit dan non audit.  
 
  
 
 
 
 
Tujuan Jabatan: 
Terlaksananya penganalisisan data dan penyimpulan hasil analisis 
dalam rangka  pengawasan sesuai dengan Program Kerja Audit dan 
Non Audit. 
Uraian Tugas : 
1. Menganalisis dan menyimpulkan dalam pelaksanaan audit keuangan 
atas laporan keuangan.  
2. Menganalisis dan menyimpulkan dalam pelaksanaan audit keuangan 
atas aspek keuangan tertentu.  
3. Menganalisis dan menyimpulkan atas aspek keuangan tertentu dalam 
rangka pengumpulan data dan atau informasi intelejen.  
4. Menganalisis dan menyusun simpulan aspek keuangan tertentu dalam 
audit khusus atas tindak kecurangan/KKN.  
5. Memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan atau peradilan 
kasus hasil pengawasan atas aspek keuangan tertentu.  
6. Menganalisis dan menyusun simpulan aspek keuangan tertentu dalam 
pemrosesan penyelesaian TP/TGR. 
D. Keadaan Pegawai 
Keseluruhan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 
Desember 2012 berjumlah 193 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan 
jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut : 
 
 
  
 
 
 
 
D.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012 
Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 
Desember 2012 menurut jabatannya tercermin pada tabel 3.1. 
No. Jenjang Jabatan 
Posisi per 
31-12-2011 
(Orang) 
Mutasi – 2012 Posisi per 
31-12-
2012 
(Orang) 
Tambah 
Kuran
g 
I. Struktural 10 4 4 10 
 1. Eselon II 1 1 1 1 
 2. Eselon III 5 3 3 5 
 3. Eselon IV 4 1 1 4 
II. 
Fungsional 
Tertentu 
    
A. Fungsional Auditor 117 57 30 144 
 1. Auditor Madya 18 3 4 17 
 2. Auditor Muda 26 10 4 32 
 3. Auditor Pertama 7  1 6 
 4. Auditor Penyelia 24 3 7 20 
 
5. Auditor 
Pelaksana   
Lanjutan 
19 2 7 14 
 6. Auditor 16 12  28 
  
 
 
 
 
Pelaksana 
 7. Calon Auditor 7 27 7 27 
B. 
Fungsional 
Tertentu Lainnya 
5  1 4 
 
1. Analis 
Kepegawaian 
Pelaksana 
1 - - 1 
 
2. Arsiparis 
Pelaksana 
Lanjutan 
3 - - 3 
 
3. Prakom 
Pelaksana 
1 - 1 - 
III. Fungsional Umum 42 - 7 35 
 
1. Fungsional 
Umum 
42 - 7 35 
Jumlah 174 62 42 193 
 
Tabel 3.1 
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012 
D.2. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2012 
Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 
Desember 2012 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2. 
  
 
 
 
 
 
Tabel 3.2 
Komposisi pegawai menurut golongan Per 31 Desember 2012 
 
Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik 3.1 
Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan per 31 Desember 2012 
No. Uraian 
Posisi per 
31-12-2011 
(Orang) 
Mutasi selama 2012 Posisi per 
31-12-2012 
(Orang) 
Tambah Kurang 
1. Golongan IV 24 6 7 23 
2. Golongan III 107 13 14 106 
3. Golongan II 36 4 3 37 
4. Golongan I - - - - 
5. CPNS 7 27 7 27 
Jumlah 174 50 31 193 
36,98%
5,21%
41,67%
15,10% 1,04%
Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan
S1/D-IV
S2
D-III
SLTA
SLTP
  
 
 
 
 
E. Wilayah Kerja 
Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas: 
1. Pemerintah Provinsi Sulsel,  
2. Pemerintah Kota Makassar,  
3. Pemerintah Kota Palopo,  
4. Pemerintah Kota Parepare,  
5. Pemerintah Kabupaten Gowa,  
6. Pemerintah Kabupaten Maros,  
7. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,  
8. Pemerintah Kabupaten Takalar,  
9. Pemerintah Kabupaten Jeneponto,  
10. Pemerintah Kabupaten Bantaeng,  
11. Pemerintah Kabupaten Bulukumba,  
12. Pemerintah Kabupaten Sinjai,  
13. Pemerintah Kabupaten Bone,  
14. Pemerintah Kabupaten Wajo,  
15. Pemerintah Kabupaten Barru,  
16. Pemerintah Kabupaten Pinrang,  
17. Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar,  
18. Pemerintah Kabupaten Enrekang,  
19. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja,  
20. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara,  
  
 
 
 
 
21. Pemerintah Kabupaten Luwu,  
22. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,  
23. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara,  
24. Pemerintah Kabupaten Soppeng,  
25. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang  
Keduapuluh lima pemerintah daerah tersebut telah menandatangani kerja 
sama (MoU) pengelolaan keuangan daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan. Di luar pemerintah daerah, juga terdapat 5 BUMN yang 
berkantor pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 BUMD serta 30 
Rumah Sakit Umum Daerah. 
 
F. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, inventaris / peralatan kantor, 
kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya. Luas tanah, jumlah bangunan dan 
kendaraan terlihat pada tabel 1.3. 
 
No Uraian Jumlah Satuan 
1 Tanah 35.982 m2 
2 Bangunan 67 Unit 
3 Kendaraan Dinas 12 Unit 
 
Tabel 3.3. 
Luas tanah, jumlah bangunan dan kendaraan. 
 
  
 
 
 
 
Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi 
dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan 
sarana ibadah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
A.1 Aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Fungsi 
Mediator Dan Publisitas  Dalam Mewujudkan Visi BPKP 
Sebelum penulis menjabarkan aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan sebagai mediator dan publisitas dalam mewujudkaan visi BPKP, terlebih 
dahulu penulis menganalisis sejauh mana peran kehumasan BPKP dalam 
mendukung pencapaian visi BPKP. Saat ini peranan Humas dalam suatu 
manajemen sangat strategis untuk menunjang tujuan dari suatu perusahaan atau 
instansi. Seperti pula yang dinyatakan oleh kepala Humas BPKP, Muh. Akbar 
Dewa bahwa : 
“Humas sangat mendukung visi BPKP karena Humas mempunyai tanggung 
jawab dalam menyuarakan fungsi dan peran BPKP kepada masyarakat, 
terkhusus dalam memperkenalkan bahwa BPKP yang sekarang tidak hanya 
mengaudit namun juga sebagai konsultan dalam membantu pemerintah 
menerapkan tata kelolah yang baik di lingkungan pemerintah” 
Fungsi Humas BPKP yaitu menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan 
organisasi. Perananan Humas yang sangat strategis dikarenakan adanya faktor 
yaitu meningkatnya proses transmisi dan pertukaran informasi antarunit di dalam 
organisasi (internal pull) dan  meningkatnya tekanan dari lingkungan eksternal 
yang menuntut tingkat partisipasi dan transparansi lebih besar dalam pengelolaan 
pelayanan publik (external push). Hamonangan Sinarmata  menyatakan bahwa : 
  
 
 
 
 
“Peranan Humas sangat besar dalam tercapainya visi & misi BPKP karena 
Humas merupakan garda terdepan penyedia informasi, melalui aktivitas 
Humas dalam menjalankan fungsinya, publik dan stakeholder akan 
mengenal BPKP terkhusus fungsi dan peranan BPKP. Ketika publik dan 
stakeholders memahami itu tentunya dukungan akan lebih mudah kita dapat 
dalam pencapaian misi dan visi BPKP.  
Organisasi sebagaimana halnya individu, memiliki cita – cita dan tujuan. 
Pada umumnya, tujuan dari suatu organisasi adalah mendapatkan 
keuntungan/penghargaan, mempunyai arti bagi lingkungan, mendapat dukungan, 
dihormati oleh masyarakat menyediakan produk yang diperlukan dan diinginkan 
oleh masyarakat, bebas dari keterbatasan dan kebutuhan yang mendesak, dan 
berpengaruh pada pendapat publik. Perencanaan program kerja Humas mau tidak 
mau harus dikaitkan dengan cita – cita dan tujuan organisasi di atas misalnya 
melalui program preventif dan remedial.  Humas adalah fasilitator atau mediator 
komunikasi antara instansi dengan publiknya, satu kaki berdiri di pihak 
manajemen dan satu kaki ada di pihak publik. Humas  menunjang tujuan instansi 
dan menjamin kepentingan publik. Hamonangan Sinarmata kembali menyatakan : 
“Secara tidak langsung Humas sangat menunjang pencapaian visi BPKP 
karena dorongan dan kepercayaan masyarakat tentunya akan membuat 
BPKP lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerja BPKP dalam 
mencapai visi BPKP yaitu menjadi auditor presiden yang responsive, 
interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan 
negara yang berkualitas di Sulawesi Selatan. Dan tentunya hal itu pula 
berguna bagi masyarakat. Jadi ada keuntungan antara ke dua belah pihak”  
Humas  merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, 
pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga instansi memperoleh 
kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Apalagi sekarang 
  
 
 
 
 
masyarakat membutuhkan adanya keterbukaan dalam bidang informasi dari 
sebuah lembaga. Salah satu staf Humas Saifullah Arsyad  menyatakan : 
“Peranan kehumasan cukup besar dalam menunjang pencapaian visi 
BPKP, karena Humas yang menyampaikan informasi ke publik mengenai 
BPKP, jika informasi yang disampaikan dengan cara dan waktu yang tepat 
dan publik bisa menerima dengan baik maka BPKP akan baik di mata 
masyarakat. Dan bagaimana Humas menyampaikan informasi ke public 
dengan baik, Humas harus mengemas informasi sedemikian rupa sehingga 
image BPKP dari masyarakat baik” 
Penulis melihat bahwa staf Humas BPKP memahami betul bahwa keberadaan 
Humas sangat mendukung pencapaian visi BPKP. Aktivitas Humas BPKP 
berpedoman pada misi kehumasan BPKP yang diatur pada Peraturan BPKP RI 
tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP antara lain : 
- Membangun citra dan reputasi positif BPKP 
- Membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini publik, 
- Menampung dan mengelolah aspirasi masyarakat, 
- Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan 
informasi, 
- Mensosialisasikan program kerja dan kegiatan BPKP, 
- Serta membangun kepercayaan publik. 
Dari ke enam point di atas, penulis mengklasifikasikan aktivitas Humas menjadi 
dua point besar yang tercermin dalam fungsi Humas yaitu fungsi mediator dan 
fungsi publisitas.  
Aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini telah berjalan 
dengan baik, hal tersebut dinyatakan oleh kepala Humas BPKP  Muh. Akbar 
  
 
 
 
 
Dewa, sejauh ini kegiatan sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan pedoman  
yang kita jadikan pegangan dalam menjalankan aktivitas kehumasan. Aktivitas 
Humas BPKP pun berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Kepala BPKP, 
Hamonangan Sinarmata berpendapat standar tata kelolah kehumasan di kantor ini 
sudah sangat baik, standar kelolah kehumasan tersebut dibuat merujuk pada 
pedoman standar tata kelolah kehumasan di instansi pemerintah. 
Untuk lebih mengetahui aktivitas Humas BPKP secara detail, penulis 
melakukan obeservasi dalam aktivitas kehumasan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan. Salah satu staf berujar : 
Tugas saya sebagai staf Humas yaitu menghimpun semua informasi yang 
berasal dari media cetak/elektronik yang berhubungan dengan fungsi dan 
peran BPKP kemudian membuat resume bulanan pemeberitaan yang 
berhubungan dengan BPKP. (Wawancara dengan Ika Nur Azizah) 
 
Humas BPKP menghimpun setiap berita (news clipping) yang kemudian dijadikan 
bahan analisis untuk menentukan program kerja selanjutnya sekaligus sebagai 
salah satu pertimbangan dalam membuat kebijakan. Selain menghimpun berita 
sebagai bahan analisis, ada juga yang menangani bagian permintaan informasi. 
Syahrir Samarenda berkata : 
  Yang saya lakukan dalam kehumasan yaitu selain membantu menghimpun 
berita dari media cetak dan online, saya juga membantu dalam memproses 
lebih lanjut setiap permintaan informasi sesuai prosedur yang berlaku, dan 
memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, 
dan membantu pemohon memperoleh informasi. Kadang-kadang juga 
membantu dalam hal pendokumentasian. 
 
Ada juga yang menangani bagian website, Saifullah Arsyad mengatakan 
akivitas yang saya lakukan sebagai staf Humas yaitu sebagai pengelolah website, 
  
 
 
 
 
juga menangani pendokumentasian dan pembuatan majalah Paraikatte. Humas 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,  Muh. Akbar Dewa mengatakan : 
 “Masing – masing staf Humas memiliki tugas masing – masing, begitupun 
saya. Aktivitas yang saya lakukan sebagai kepala Humas yaitu memimpin 
Kehumasan BPKP dalam melaksanakan tugas kehumasan dan layanan 
informasi sehari – hari, mengkoordinasi staf dalam melaksnakan 
tugasnya, menyusun laporan triwulan,  menjadi penghubung guna 
mendukung kegiatan hubungan antar lembaga, menyusun dan 
merencanakan agenda kehumasan, menerima dan memproses keberatan 
dan penolakan pemberian informasi, dan sebagainya”. 
 
 Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis,  ada beragam aktivitas yang 
dilakukan oleh Humas BPKP dalam menjalankan fungsinya  sebagai mediator dan 
fungsi publisitas. Akivitas tersebut antara lain resume pemberitaan media massa 
harian, analisis pemberitaan media massa mingguan, penanganan pemberitaan 
media massa (klarifikasi, press conference, serta press release), kunjungan media 
(media gathering), kunjungan media/instansi lain, pameran, talkshow dengan nara 
sumber kepala perwakilan yang dilaksanakan oleh media lokal, dan pengelolaan 
website serta majalah Paraikatte. Terkait fungsi Humas sebagai publisitas, Muh. 
Akbar Dewa berujar : 
“Salah satu kegiatan publisitas Humas BPKP yaitu tiap tahunnya ada 
program Sosialisasi Anti Korupsi, disini BPKP mensosialisasikan cara 
mengatasi Korupsi kepala kelompok – kelompok masyarakat seperti LSM, 
pemuka – pemuka agama, mahasiswa sebagai wakil masyarakat. Sekaligus 
sebagai tempat mensosialisasikan peran dan fungsi BPKP dalam membantu 
mewujudkan terwujudnya Good Governance di Indonesia secara khusus di 
Sulawesi Selatan serta membagi brosur kepada peserta yang ada. Dan 
cukup efektif karena bersentuhan langsung ke masyarakat dan itu akan 
terukur pada saat sesi tanya jawab sejauh mana mereka ikut serta”  
 
Humas BPKP  berkewajiban memasyarakatkan visi BPKP agar diterima 
atau mendapat dukungan masyarakat. Penulis melihat bahwa publisitas yang ada 
  
 
 
 
 
di kehumasan BPKP sebagian besar merupakan pulisitas yang tidak direncanakan/ 
spontan. Seperti yang diungkapkan Wahyu Utomo : 
 “Publisitas yang dilakukan  tidak langsung dilakukan melalui media 
seperti iklan dan sebagainya namun  lebih terbantu dengan penugasan- 
penugasan dan sosialisasi ke satu pemda atau instansi vertikal sekaligus 
mempublikasikan  visi dan peran BPKP. Juga kehadiran BPKP dalam  
persidangan – persidangan korupsi sebagai team ahli yang diliput oleh 
media terkait peran BPKP sebagai clearing house. Hampir setiap saat ada 
di koran, jadi publisitasnya tidak secara langsung. Jadi publisitas yang kita 
lakukan kebanyakan melalui penugasan. (Wawancara dengan Wahyu 
Utomo) 
 
Selain menjalankan fungsi  publisitas, Humas BPKP juga menjalankan 
fungsi mediator. Humas BPKP berupaya membina hubungan yang harmonis 
antara organisasi dengan berbagai kalangan, baik hubungan ke dalam (internal 
relations) maupun hubungan ke luar (eksternal relations) untuk meningkatkan 
kerja sama. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelenggarakan hubungan baik 
dengan publiknya (community relations) dan untuk memperoleh opini publik 
serta perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak (mutual 
understanding). Terkait fungsi Humas sebagai mediator, kepala BPKP, 
Hamonangan Sinarmata mengatakan : 
“Humas juga harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan 
stakeholders dan masyarakat, karena BPKP merupakan salah satu instansi 
yang memiliki stakeholders terbanyak. Humas juga harus bisa menjadi 
komunikator yang baik, tidak hanya mementingkan kepentingan BPKP 
namun terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Dan mampu memediasi 
antara BPKP dan stakeholders” 
 
Dalam menjalankan fungsi Humas sebagai mediator, seperti yang dijelaskan 
sebelumnya BPKP melakukan analisis pemberitaan media massa, penanganan 
pemberitaan media massa (klarifikasi, press conference, serta press release), 
kunjungan media (media gathering), kunjungan instansi, pameran, talkshow 
  
 
 
 
 
dengan nara sumber kepala perwakilan BPKP yang dilaksanakan oleh media 
lokal, serta pengelolaan website dan majalah Paraikatte. Humas sebagai mediator 
membantu (back up) mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga 
kepemerintahan bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai 
publik dan hingga menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan. 
Salah satu staf Humas berujar : 
“Salah satu sarana mediator yang disediakn oleh Humas BPKP seperti sms 
center/pengaduan web. Untuk menjamin keterbukaan publik melalui sms 
center terkait tupoksi BPKP bagi mereka yang menerima layanan BPKP 
dalam hal ini intern pemerintah / birokrat juga surat – surat pengaduan. 
Respon masyarakat cukup banyak dan beragam tapi sebagian besar berisi 
pengaduan mengenai hal – hal yang terjadi di instansi pemerintah yang ada 
di daerah terkait hal – hal yang berhubungan dengan tupoksi BPKP” 
(Wawancara dengan Saifullah Arsyad ) 
 
Selain menyediakan sms centre sebagai salah satu sarana pengaduan dan contact 
person resmi yang dapat dihubungi media, humas BPKP juga berupaya menjalin 
hubungan baik dengan lembaga lain/ stakeholders  (kepolisian, kejaksaan, Pemda, 
BUMN/BUMD, dan media). Muh. Akbar Dewa, kepala Humas BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan berkata salah satu cara menjalin hubungan baik yaitu dengan 
mengadakan MoU, adanya  komunikasi yang intensif dan kerjasama.  
Penulis melihat fungsi Humas sebagai mediator sangat diperlukan terkait 
peran BPKP sebagi auditor, konsultan, dan clearing house di kalangan 
pemerintahan. Baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Kepala BPKP, 
Hamonangan Sinarmata  mengatakan : 
“kami selalu menjalin hubungan yang harmonis terhadap stakeholders 
setiap saat. Apalagi saat ini peranan BPKP sebagai konsultan dan mitra 
kerja instansi pemerintah dalam memenuhi tuntutan rakyat kepada 
pemerintah untuk melakukan pengelolaan dan pertanggung-jawaban 
keuangan negara secara transparan dan akuntabel agar pemerintah 
  
 
 
 
 
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jadi 
fungsi mediator Humas sangat kita prioritaskan.” 
 
Dalam menjalankan aktivitas humas BPKP, Humas BPKP kerap kali 
diperhadapkam pada pemberitaan – pemberitaan yang kurang baik di media massa 
misalnya mengenai kinerja BPKP yang dinilai lamban. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 
Pemberitaan di salah satu media lokal terkait kinerja BPKP yang 
dinilai lamban. 
 
Mengenai pemberitaan tentang kinerja BPKP yang dinilai lamban, Wahyu Utomo 
berkata: 
“Namanya News ada bad news ada good news  berbicara mengenai media 
“bad news is a good news”, dan itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa 
ditutupi dan pasti akan ada dan itu adalah feedback bagi kami kalau ada 
bad news seperti itu. Kalau media yang buat badnews dan kita handle itu 
tidak akan ada habisnya jadi tidak apa-apa terpublish seperti itu tapi jika 
itu sudah menyangkut nama baik BPKP biasanya kita buat klarifikasi. 
BPKP tidak hanya mengklarifikasi namun BPKP akan terus membuktikan 
kinerja dari setiap tugas yang diemban BPKP. Dari sisi intern kita tetap 
menelaah dan menangani yang perlu ditangani” 
 
  
 
 
 
 
Terkait pemberitaan – pemberitaan yang kurang baik yang muncul di media. 
Kepala Humas BPKP  juga berujar bahwa : 
“Mengenai ketakutan akan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 
kinerja kami, kami rasa tidak. Kita bekerja secara professional dan bisa 
kita pertanggungjawabkan. Dan selama ini belum ada gugatan secara 
langsung terhadap BPKP, disini kurangnya pemahaman masyarakat saja” 
 
“Mengenai pemberitaan di media massa sebagian besar itu keluhan 
mengenai hasil audit untuk penyidik. Sebenarnya tidak lamban cuma 
masyarakat yang selalu ingin instan, sedangkan proses mengaudit dan 
merampungkan hasilnya butuh waktu dan proses.” (Wawancara dengan 
Saifullah Arsyad) 
 
Ini salah satu hal yang mesti disampaikan kehumasan BPKP kepada masyarakat 
terkait peran BPKP dalam mengaudit. Sehingga masyarakat lebih mengenal 
BPKP terkhusus dalam melaksanakan tupoksinya sehingga BPKP mendapat 
dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dalam mewujudkan visi BPKP. 
Dalam penangan setiap pemberitaan di media yang dirasa keliru dan 
menyudutkan BPKP, kepala BPKP Hamonangan Sinarmata berujar : 
“Hal tersebut tergantung pemberitaannya, jika pemberitaan tersebut 
berbicara mengenai BPKP secara keseluruhan kami mengadakan rapat 
struktural, jika pemberitaannya mengenai bidang tertentu seperti bidang 
investigasi yang selalu menjadi makanan empuk wartawan kami akan duduk 
bersama secara khusus dengan yang ahli dan mengurus masalah tersebut, 
dan jika pemberitaan itu mengenai pegawai kami minta klarifikasi dari 
pgawai tersebut, dan pada akhirnya ketika kami telah menemukan 
kesepakatan untuk suatu kasus atau mengani pemberitaan yang kurang baik 
kami akan mengirim surat ke media untuk mengklarifikasi.” 
 
Penulis melihat ada tahapan – tahapan yang dilalui humas BPKP dalam 
penangan berita negatif media massa atau hal – hal yang dirasa membawa 
dampak yang negatif terhadap keberadaaan dan eksistensi BPKP. Yaitu melalui 
proses analisis, FGD, dan sampai pada proses klarifikasi. Tidak hanya dalam 
  
 
 
 
 
penangan media massa, dalam permintaan informasi dan publisitas pun ada 
tahapan – tahapan yang mesti dilalui. Syarir Samarenda berkata bahwa : 
“Setiap permintaan informasi telah direpon dengan baik sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan. Setiap permintaan informasi yang masuk 
tidak serta merta ditindaklanjuti, terlebih dahulu dibicarakan dengan 
pimpinan karena kita auditor presiden, tidak semua permintaan dapat 
diterima dan mesti ada surat pengantar dari institusi resmi”. 
 
Humas BPKP sangat selektif dalam menjawab permohonan informasi. Syarir 
Samarenda mengatakan bahwa tidak semua informasi dapat dipublish karena 
banyak yang sifatnya rahasia. Sebagai auditor president dalam kalangan 
pemerintah Humas BPKP sangat berhati – hati dalam menangani informasi baik 
yang masuk maupun keluar. Mengenai hal itu kepala BPKP, Hamonangan 
Sinarmata mengatakan bahwa : 
“Proses kerja tidak cukup rumit karena semua staf Humas atau pegawai 
di kantor ini telah mengetahui aturan mengenai informasi yang dapat dan 
tidak dapat dipublikasikan yang sebagaian besar informasi tersebut 
mengenai hasil audit. Setiap informasi yang keluarpun atas persetujuan  
saya selaku kepala BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.” 
 
Syahrir Samarenda juga berujar bahwa informasi yang dapat dan tidak dapat 
dipublikasikan telah diatur dalam aturan kehumasan. Kalau di BPKP ada 
informasi yang dikecualikan seperti hasil audit. Informasi yang dikecualikan 
merupakan informasi yang tidak dapat diberikan oleh BPKP kepada pengguna 
informasi seperti Laporan Hasil Pengawasan, Kertas Kerja Pengawasan serta 
informasi yang terkait dengan pribadi. Hal yang berhubungan dengan masalah 
keterbukaan informasi publik ini di BPKP telah diatur dengan Keputusan Kepala 
BPKP No:KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di 
BPKP, sedangkan untuk Daftar Informasi Publik di BPKP juga sudah ada 
  
 
 
 
 
Keputusan Kepala BPKP No:KEP-1227/K/SU/2010. Wahyu Utomo mengatakan 
tidak semua produk BPKP dapat dipublikasikan terutama yang bersifat rahasia, 
untuk menjaga reaksi masyarakat dan fungsinya juga untuk tertentu tapi semua itu 
dengan tanggungjawab bidang investigasi. 
Fungsi Humas sebagai mediator juga terlihat pada saat penulis melakukan 
penelitian dan saat ini terjadi unjuk rasa di kantor BPKP Sulawesi Selatan terkait 
penanganan salah satu kasus korupsi. Penulis melihat bagaimana proses yang 
dilakukan Humas BPKP dalam menangani unjuk rasa masyarakat. Humas 
memediasi antar pihak pendemo dengan pihak BPKP. Saifullah Arsyad berkata 
bahwa: 
“Apabila ada hal – hal yang menyudutkan nama BPKP pasti akan 
ditindaklanjuti, kita akan membicarakan dan mengklarifikasi masalah 
tersebut. Contoh lain pada kasus demo, kita mediasi untuk melalukan 
pembicaraan dalam hal ini kita menampung aspirasi masyarakat kemudian 
kita juga mengklarifikasi kesalahpahaman. Jadi dari pihak pendemo akan 
dipersilahkan untuk masuk ruangan dan dipertemukan dengan pihak BPKP 
entah itu kepala BPKP atau mereka yang bertanggung jawab atas hal yang 
dikeluhkan sehingga semua dapat dibicarakan dengan baik dan masing – 
masing pihak merasa puas dan tidak ada lagi kesalahpahaman. Disitu kita 
berperan sebagai mediator antara masyarakat dan BPKP.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 
Aksi Demo Mahasiswa Terhadap BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
  
 
 
 
 
A.2 Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Humas 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Fungsi Mediator dan 
Publisitas Dalam Mewujudkan Visi BPKP 
Ssejauh ini aktivitas Humas telah berjalan cukup baik. Hal ini didukung 
dari komitmen dan tanggung jawab staf Humas, fasilitas yang memadai, dan tidak 
lepas dari dukungan pimpinan dan para pegawai. Humas BPKP dalam 
menjalankan aktivitasnya telah melakukan pembagian tugas dan telah berusaha 
bekerja secara professional. Salah staf Humas Wahyu Utomo mengatakan : 
“Kami telah melakukan pembagian tugas ada yang menangani pihak luar 
yang meminta informasi, ada yang menangani bagian kliping dan 
dokumentasi, ada yang menangani web. Masing – masing anggota Humas 
memiliki job desk”.  
 
Menyadari aktivitas Humas bukanlah hal yang mudah, para anggota Humas 
BPKP sangat mengedepankan kerjasama dan pembagian tugas yang baik serta 
didukung fasilitas yang memadai dan yang terpenting dukungan dari pimpinan. 
Kredibilitas humas suatu perusahaan atau instansi dumulai dari integritas serta 
tindakan manajemen pucak. Hasil kerja secara team work yang solid, professional 
dan berintegritas tinggi yang humas BPKP utamakan, daripada penonjolan 
prestasi secara per individual. Wahyu Utomo berkata dalam melaksanakan 
aktivitas kehumasan, kami mendapat dukungan dari pimpinan, teman – teman 
pegawai, kerjasama yang baik dari anggota Humas, dan fasilitas yang memadai. 
Kepala BPKP, Hamonangan Sinarmata juga berpendapat kegiatan humas dapat 
berjalan didukung kerjasama dan komitmen dari pejabat Humas, adanya forum 
kehumasan, dan fasilitas yang lengkap.  
  
 
 
 
 
 Dengan adanya kerjasama yang baik, tanggung jawab, dan komitmen dari staf 
Humas, dukungan pimpinan dan para pegawai, serta fasilitas yang memadai 
sebagai faktor yang mendukung aktivitas Humas BPKP dalam menjalankan 
fungsinya sebagai mediator dan publisitas untuk mewujudkan visi BPKP 
sayangnya tidak membuat aktivitas Humas BPKP dapat terlaksana dengan 
maksimal. Masih ada program yang direncanakan tidak terealisasi sesuai dengan 
yang diharapkan, kurangnya pengenalan masyarakat atas keberadaan BPKP, 
kurang terdengarnya gema kehumasan BPKP dalam menyuarakan peran dan visi 
BPKP, dan banyaknya berita – berita di media tentang kinerja BPKP yang dinilai 
lamban, fakta – fakta tersebut semakin mendukung penulis untuk mencari tahu 
faktor – faktor yang menghambat aktivitas Humas BPKP. 
 Terkait aktivitas Humas BPKP yang kurang terlaksana secara maksimal 
Salah satu staf Humas, Saifullah Arsyad berkata : 
 “Sepenglihatan saya semua yang telah direncakan sudah berjalan dengan 
baik meskipun masih ada kekurangan. Karena kita selalu punya rencana 
selalu ingin yang lebih baik, tapi untuk mencapai semua itu butuh waktu 
dan proses. Sehingga kadang –kadang ada yang kita rencanakan tidak 
tercapai karena ada kendala.” 
 
Mendengar pernyataan tersebut, penulis kemudian berusaha meneliti lebih lagi 
faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaaan aktivitas kehumasan 
BPKP. Ada masalah yang muncul ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa 
yang diharapkan. Begitu pula aktivitas kehumasan BPKP yang tidak terealisasi 
sesuai dengan yang telah direncanakan. 
Pada bagian ini penulis akan menjabarkan faktor – faktor yang menghambat 
aktivitas Humas BPKP sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam mewujudkan 
  
 
 
 
 
visi BPKP. Dari hasil penelitian penulis ternyata ada beberapa faktor yang 
menjadi kendala bagi Humas BPKP dalam menjalankan aktivitasnya. Dan faktor – 
faktor tersebut merupakan hal – hal yang sangat esensial yang semestinya tidak 
dapat dipisahkan dalam melaksanakan aktivitas kehumasan. Salah satu staf 
Humas, Wahyu Utomo berkata : 
“Standar tata kelolah kehumasan sudah baik karena itu telah diperbaharui 
dan disempurnakan,  namun kembali ke struktur organisasi yang sedikit 
rancu dalam artian tidak bekerja maksimal saat dipindahkan dari pusat ke 
perwakilan, saat di pusat kehumasan terstruktur dalam satu struktur 
organisasi kerja dan khusus menangani Humas sedangkan di perwakilan 
Humas terstruktur dalam satuan tugas yang semestinya sudah menjadi satu 
organisasi tersendiri dalam struktur organisaisi.” 
 
Salah satu yang menjadi faktor penghambat yaitu kehumasan BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi 
BPKP adalah kehumasan yang tidak tersusun dalam struktur organisasi kerja 
namun terbentuk dalam satuan kerja. Ika Nur Azizah berujar : 
“Berbicara mengenai apakah semua yang direncanakan telah berjalan 
sesuai rencana, tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa yang meleset, 
karena itu tadi humas di BPKP Sulsel terbentuk sebagai satuan tugas 
sehingga teman – teman di sekretariat ada job desk masing – masing 
sehingga terkadang ada bentrokan antara tugas sehari – hari dengan tugas 
kehumasan. Tapi sejauh ini masih bisa dicover dengan adanya kerjasama”  
 
Dalam hal ini masing – masing staf memiliki tugas pokok sedangkan tugas 
kehumasan sendiri merupakan tugas tambahan yang mengakibatkan setiap staf 
memiliki pekerjaan yang terbilang banyak. Terkait staf yang memiliki banyak 
pekerjaan Saifullah Arsyad mengatakan : 
“Tidak bisa dipungkiri kadang – kadang pekerjaan saya tumpang tindih 
misalnya ketika ada yang harus dikerjakan diluar dari kehumasan tiba – 
tiba ada informasi yang mesti disampaikan secepatnya, kadang bingung 
namun kembali melihat mana yang menjadi prioritas” 
  
 
 
 
 
Terlihat bahwa kadang – kadang pekerjaan pokok dan kerja kehumasan yang 
dilakukan staf Humas  tersebut tumpang tindih. Kegiatan Humas tersebut 
bukanlah pekerjaan yang mudah atau hanya kerja sambilan, tetapi harus dikelolah 
secara profesional dan serius dengan penuh konsentrasi, karena berkaitan dengan 
kemampuan Humas dalam manajemen teknis dan sebagai keterampilan manajerial 
agar dapat mencapai tujuan atau sasaran sebagaimana yang direncanakan. Wahyu 
Utomo kembali berujar : 
 “Kerja kehumasan tidak menjadi keseharian namun hanya lebih kepada 
pemenuhan tanggung jawab dalam hal ini pembuatan laporan kehumasan. 
Hal itu mungkin dikarenakan kehumasan hanya dianggap sebagai kegiatan 
pendukung dan bukan sebagai kegiatan inti. Kelemahan utamanya di BPKP 
Sulsel bahwa Humas seolah - olah hanya sebagai tempelan meskipun ada 
uraian tugas namun hanya sambilan. “Humas hanya sebatas memenuhi 
kebutuhan laporan” Bagaimana laporan bisa terjaga, tepat waktu, tepat isi, 
dan tepat guna”  
Penulis melihat faktor pertama yang menjadi kendala aktivitas Humas 
BPKP sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP  
yaitu kehumasan yang tidak tersturuktur dalam suatu struktur organisasi kerja 
namun menjadi satuan tugas membuat staf Humas berkerja cukup keras. Kepala 
Humas BPKP  Muh. Akbar Dewa juga berujar : 
“Hambatan tidak terlalu signifikan, susahnya adalah ketika anggota satgas 
Humas harus menjalankan tugas ke luar kota,  namun sejauh ini kita  tetap 
berusaha untuk  menangani hal tersebut. Intinya adalah kerjasama, 
bagaimanapun kegiatan humas akan tetap berjalan. Dalam hal ini anggota 
Humas harus jeli melihat situasi dan kondisi. 
Namun sejauh ini para staf Humas sudah berusaha secara maksimal dengan 
adanya kerja sama dan komitmen dari semua pihak. Saifullah Arsyad berujar : 
“Secara pribadi apa yang diamanahkan kepada saya akan saya lakukan 
dengan baik karena itu sebagai kehormatan bagi saya untuk menangani 
  
 
 
 
 
sesuatu. Dalam kehumasan saya sebagai pengelolah website, dan 
membantu menghandle kegiatan pendokumentasian, berita, dan majalah.” 
 
“Secara Pribadi saya merasa tidak keberatan dan kewalahan, karena sudah 
terbiasa dengan irama BPKP yang memiliki banyak Task force yang salah 
satunya kehumasan. Teman – teman juga di Humas sangat mengerti dengan 
pekerjaan mereka jadi sangat terbantu” (Wawancara dengan Wahyu 
Utomo). 
 
Untuk menangani kendala yang pertama Humas BPKP Sulawesi Selatan 
telah berusaha secara maksimal dan sangat terbantu dengan pimpinan yang selalu 
berkoordinasi dengan staf Humas. Meskipun staf  Humas terbentuk dalam satuan 
kerja dan secara struktural tidak berada langsung di bawah top management 
namun koordinasi antar pimpinan dan staf Humas BPKP tidak pernah putus. Itu 
terlihat dari kepala BPKP Hamonangan Sinarmata yang selalu memantau 
pekerjaan Humas dengan mengunjungi bagian Humas dan selalu menyempatkan 
waktu untuk berbincang – bincang dengan staf Humas. Salah satu hal yg hampir 
setiap saat dilakukan oleh kepala BPKP Hamonangan Sinarmata adalah ikut 
dalam proses analisis harian pemberitaan di media massa.  
Selain kendala struktur organisasi, Humas  juga menemui kendala dalam hal 
kompetensi sumber daya manusianya. Karena staf  Humas yang ada di BPKP 
tidak ada yang mempunyai latar belakang  pendidikan terkait kehumasan.  Ika Nur 
Azizah berujar semua staf memang bukan berbasik humas rata – rata semua 
belajar secara otodidak. Hampir semua staf Humas belajar sendiri dalam 
menjalankan aktivitas kehumasan entah melalui literartur, forum kehumasan, dan 
ada juga yang memang memiliki keahlian di bidang kehumasan. Hal itu juga 
disebabkan penunjukan anggota staf Humas yang tidak terlalu memperhatikan 
kompetensi seseorang. Wahyu Utomo berujar : 
  
 
 
 
 
“Karena bentuknya Satgas lintas sektor siapapun bisa masuk ke situ 
menangani yang mengakibatkan task force setiap tahun harus diupdate. 
Proses updating ini berpengaruh ke penunjukan personil yang berubah – 
ubah. Kebebasan ini yang kemudian mengakibatkan seseorang yang 
ditunjuk belum tentu dapat melakukan tugas kehumasan yang diembankan  
secara maksimal” 
 
Tentunya dengan pengetahuan tentang kehumasan yang kurang staf Humas 
mendapat banyak tantangan. Berbicara mengenai tantangan dalam menjalankan 
fungsi Humas sebagai publisitas, salah satu tantangan yang paling mendasar  
menurut Humas BPKP yaitu  mengenai prinsip – prinsip pengolahan data dan 
informasi. Baik dari segi ketepatan waktu serta data dan informasi yang 
disampaikan. Saifullah Arsyad berpendapat : 
“Yang menjadi tantangan bagi saya yaitu harus siap mengupdate setiap 
informasi baik yang dari luar juga yang akan dipublikasikan. Humas 
terkadang hanya  terlihat saat ada kegiatan, misalnya dalam 
pembublikasian berita. Berita akan terpublish hanya jika ada kegiatan 
selebihnya tidak. Ada juga berita yang lambat diterbitkan  waktu  
menguploud berita dengan kegiatan rentang waktunya telah jauh, jadi 
kurang efektif. Sedangkan masyarakat selalu menginginkan informasi yang 
uptodate”. 
 
“Humas mesti update akan informasi baik itu berita dari keluar maupun 
berita yang masuk. Banyaknya informasi yang tidak uptodate misalnya 
lambatnya laporan keuangan, lakip, dan sebagainya. Juga memanfaatkan 
fasilitas sebaik mungkin seperti video publicity yang terdapat pada bagian 
depan kantor” (Wawancara dengan Kepala BPKP Hamonangan Sinarmata) 
 
 
Ada banyak hal yang masih perlu ditingkatkan Humas BPKP dalam 
menjalankan aktivitasnya, adanya tuntutan pengujian kamampuan praktisi Humas 
baik segi kemampuan manajerial, maupun segi teknis mengelola manajemen 
Humas dan manajemen komunikasi pada sebuah organisasi/perusahaan yang maju 
dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan, atau kompetisi kian tajam pada 
informasi era terbuka. Pula dalam tenik produksi media Humas dan publisitas 
  
 
 
 
 
korporat seperti  menguasai berbagai teknik dan kemampuan dasar dalam menulis 
naskah kehumasan (PR Writing Skill) seperti pembuatan press release atau news 
release yang mengandung unsur nilai berita (news value) yang tinggi dan layak 
untuk disiarkan. Wahyu Utomo berkata : 
“Dalam membuat berita karena kita sering mengupload berita di web tapi 
menulis berita sendiri kita tidak tahu bagaimana menempatkan foto dan 
berita, gabungan seperti apa. Bekal seperti itu kurang, sedangkan menulis 
berita itu kan penting, bagaimana orang tertarik membaca berita, yang 
selama ini kami tahukan bahasa laporan yang notabenene  berbeda dengan 
bahasa media.  
 
Humas BPKP merasa masih sangat membutuhkan banyak pembekalan 
dalam menunjang mereka melaksanakan aktivitas kehumasan. Idealnya seorang 
Humas, yang tidak hanya memiliki keterampilan ( skill ) dan berpengalaman 
sebagai seorang komunikator, mediator hingga persuader, tetapi juga harus 
didukung dengan sumber – sumber daya teknis yang canggih dan sekaligus 
sebagai media komunikasinya, seperti kemampuan mengelola dan membuat 
media komunikasi. Salah satu contoh yaitu dalam hal menulis, karena Humas 
dituntut mampu menulis dan menguasai teknik – teknik menulis sesuai dengan 
kaidah jurnalisitik, kaidah – kaidah tersebut antara lain : teknik mencari berita, 
teknik menulis berita (teknik menentukan news values, membuat lead berita, 
teknik piramida terbalik, bahasa jurnalisitik, dan sebagainya), mengetahui teknik 
menulis untuk jenis media cetak maupun elektronik, dan etika jurnalistik. 
“ Kita  punya forum kehumasan yang dilaksanakan setiap tahunnya, pada 
forum tersebut  masing – masing Humas perwakilan mengirimkan wakilnya 
termasuk BPKP Sulsel. Pada forum tersebut dilaksanakan pelatihan 
materinya banyak berbicara mengenai publikasi, dengan pemateri dari 
praktisi wartawan dan pelaksanaan pelatihan fotografi.” ( wawancara 
dengan Wahyu Utomo ) 
 
  
 
 
 
 
Adanya Forum kehumasan pun dirasa belum cukup oleh Humas BPKP dalam 
membantu staf Humas untuk mengembangkan pengenalan dan potensi mereka 
dalam kehumasan. Staf – staf Humas masih merasa perlu dibekali terutama dalam 
perkembangan teknologi dan informasi saat ini. 
“Berharap satgas humas bisa mendapat pembekalan, memang ada 
pembekalan di forum kehumasan namun hanya sekali setahun dan sangat 
kurang dan hanya untuk beberapa orang saja yang berkesempatan 
sedangkan satgas humas banyak orang, bagaimana mereka tahu humas 
secara keseluruhan apabila mereka tidak dibekali” 
Pada Forum kehumasan yang dilaksanakan BPKP  tidak hanya dilakukan 
pelatihan, namun juga sebagai ajang refleksi dan evaluasi bagaimana peranan 
kehumasan di setiap perwakilan. Sehingga Humas dapat melihat sejauh mana 
kaberhasilan meeka dalam menjalankan aktivitas kehumasan yang dapat dijadikan 
indikator keberhasilan bagi Humas BPKP Sulsel dalam menjalankan aktivitas 
kehumasannya. Selama penulis melakukan obeservasi, penulis melihat bahwa 
Humas BPKP juga kurang menjalin hubungan yang baik dengan media. Padahal 
kegiatan publisitas menjadi peluang bagi Humas untuk memanfaaatkan media 
massa sebagai penyebar informasi dengan gratis. Berbicara mengenai hubungan 
dengan media, Syahrir Samarenda mengatakan : 
“BPKP menyediakan kontak resmi yang dapat dihubungi oleh media 
(terbuka) , jadi jika ada informasi yang dibutuhkan wartawan sesuai 
prosedur yang berlaku. mereka dapat menghubungi nomor tersebut juga 
dalam setiap kegiatan BPKP sering menghubungi wartawan.  
Dapat diindikasikan bahwa hubungan media yang terjadi antar Humas BPKP 
dengan pihak media hanya terjadi ketika masing – masing pihak membutuhkan 
  
 
 
 
 
satu sama lain. Padahal salah satu hal yang harus dilakukan Humas yaitu menjalin 
hubungan dengan media setiap saat seperti kunjungan media ( media gathering ). 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu media publikasi 
Humas BPKP Sulawesi Selatan yaitu melalui majalah Paraikatte dan website. 
Namun yang menjadi kendala duntuk majalah Paraikette yaitu kurangnya content  
dan dana yang tdak dianggarkan sehingga terjadi ketelambatan. Salah satu unsur  
yang tidak terlepas dari aktivitas kehumasan yaitu unsur anggaran ( budget ) yang 
sudah dipersiapkan, yang merupakan “dana dan daya” berfungsi sebagai 
pendukung khusus yang dialokasikan untuk terlaksananya suatu strategi program 
kerja manajemen Humas. 
“Kendala itu kembali kepada content yang kurang, sehingga terkadang 
terjadi keterlambatan. Kembali lagi bahwa banyak kegiatan lain yang lebih 
didahulukan. Selain itu juga masalah dana, karena tidak dianggarkan. Jadi 
anggaran paraikatte dikumpul dari dana bersama” ( Wawancara dengan 
Saifullah Arsyad ). 
 
 
 
Gambar 4.3 
Salah satu media publisitas Humas BPKP Majalah Paraikatte 
 
Sedangkan yang menjadi kendala dalam pengelolaan website yaitu, Humas 
Provinsi Sulawesi Selatan hanya dipercayakan mengelola subdomain dari 
  
 
 
 
 
www.bpkp.go.id, yang mana ketika mengakses domain tersebut yang muncul pada 
tampilan awal yaitu BPKP pusat. Sehingga langkah-langkah untuk membuka 
website BPKP Sulawesi Selatan sedikit lebih rumit bagi masyarakat luas.  
“Termasuk Website juga karena di BPKP Websitenya subdomain dari 
website pusat, jadi ketika orang akses website BPKP Sulsel yang terbuka 
pada tampilan awal adalah BPKP pusat, sementara kita di BPKP 
perwakilan hanya seubdomain. Jadi ketika orang mencari BPKP 
perwakilan harus tau langkah – langkahnya. Berharap jika bisa untuk 
perwakilan BPKP juga mempunyai domain, namun tidak terlepas dari 
pengawasan pusat. Meskipun memang ada acuan dari pusat kalau 
perwakilan harus tetap mengikut.” ( wawancara dengan Saifullah Arsyad ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 
Salah satu media publisitas Humas BPKP Website BPKP 
www.bpkp.go.id 
Itulah beberapa faktor yang mendukung dan menghambat Humas BPKP dalam 
menjalankan aktivitasnya sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam 
mewujudkan visi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 
  
 
 
 
 
B. Pembahasan 
Saat ini peranan Humas dalam suatu manajemen sangat strategis untuk 
menunjang tujuan dari suatu perusahaan atau instansi. Fungsi manajemen Humas 
yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu 
lembaga, organisasi, perusahaan atau produknya terhadap segmen masyarakat, 
yang kegiatannya langsung ataupun tidak langsung mempunyai dampak bagi masa 
depan organisasi, lembaga, perusahaan, dan produknya. Hal tersebut dikemukakan 
oleh Ruslan bahwa Humas berperan sebagai penunjang manajemen, aktivitas 
organisasi, dan demi tercapainya tujuan bersama dalam suatu organisasi. Melalui 
unit dan program kerja Humas tersebut, pemerintah dapat menyampaikan 
informasinya atau menjelaskan mengenai kebijaksanaan dan tindakan – tindakan 
tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban 
kepemerintahannya. 
Seperti yang dikemukakan Cutlip bahwa Hubungan masyarakat 
merupakan fungsi manejemen khusus yang membantu pembentukan dan 
pemeliharaan garis komunikasi dua arah , saling pengertian, penerimaan, dan 
kerja sama antara organisasi dan masyarakatnya, yang melibatkan manajemen 
problem atau masalah, membantu manajemen untuk selalu mendapat informasi 
dan merespon pendapat umum, mendefinisi dan menekankan tanggung jawab 
manajemen dalam melayani kepentingan masyarakat ; membantu manajemen 
mengikuti dan memanfaatkan perubahan dengan efektif, berfungsi sebagai system 
peringatan awal untuk membantu mengantisipasi kecenderungan, dan 
  
 
 
 
 
menggunakan riset serta komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai sarana 
utamanya. 
Cutlip, Center, & Broom menyatakan Organisasi sebagaimana halnya 
individu, memiliki cita–cita dan tujuan. Pada umumnya, tujuan dari suatu 
organisasi adalah :  
(a)mendapatkan keuntungan/penghargaan, 
(b) mempunyai arti bagi lingkungan, 
(c) mendapat dukungan, 
(d) dihormati oleh masyarakat  
(e) menyediakan produk yang diperlukan dan diinginkan oleh masyarakat,  
(f) bebas dari keterbatasan dan kebutuhan yang mendesak, 
(g) berpengaruh pada pendapat publik.  
Perencanaan program kerja Humas mau tidak mau harus dikaitkan dengan 
cita – cita dan tujuan organisasi di atas misalnya melalui program preventif dan 
remedial. Penulis melihat bahwa Humas BPKP juga memiliki tujuan yang sama 
dengan BPKP Provinsi Sulawesi dalam hal ini Humas menunjang pencapaian visi 
BPKP. Dari hasil penelitian penulis, Humas BPKP sangat memahami 
keberadaannya dalam menunjang pencapaian visi BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan begitupun dengan manajemen puncak dalam hal ini kepala Perwakilan 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melihat bahwa Humas sangat membantu dalam 
pencapaian visi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus Humas sebagai garda 
terdepan pengelolah dan penyedia informasi sekaligus sebagai mediator antara 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan stakeholders BPKP. 
  
 
 
 
 
Ada banyak hal yang dilakukan Humas dalam menunjang pencapaian visi 
organisasi misalnya dengan menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik, 
menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini 
publik kepada perusahaan, melayani publik dan memberikan nesehat kepada 
pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum, membina hubungan dan 
memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dan publik baik internal 
maupun eksternal, melayani kepentingan publik dengan baik, serta memelihara 
perilaku dan moralitas perusahaan/instansi dengan baik Humas telah berpartisipasi 
dalam mewujudkan visi suatu perusahaan atau instansi. 
Humas pada setiap lembaga memiliki tujuan utama yaitu menunjang visi 
dari lembaganya termasuk aktivitas Humas BPKP dalam mewujudkan visi BPKP. 
Selain demi kemajuan instansi yang bersangkutan, keberadaan Humas di suatu 
lembaga sangatlah penting untuk eksistensi lembaga tersebut. Sehingga 
keberadaan humas di suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan 
keharusan baik secara fungsional maupun operasional. Humas tidak hanya 
memberikan informasi kepada publiknya akan tetapi, Humas juga menerima 
informasi dari publiknya.  
Setelah mengetahui seberapa besar peranan kehumasan BPKP dalam 
menunjang pencapain visi BPKP. Penulis selanjutnya menjabarkan aktivitas 
Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi  mediator dan publisitas. 
Dengan adanya Humas tentu akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh 
informasi yang dibutuhkan karena melalui Humas pemerintah dapat 
melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai 
  
 
 
 
 
kebijaksanaan atau tindakan – tindakan tertentu serta kegiatan – kegiatan dalam 
melaksanakan kewajiban atau tugas kepemerintahan  (publisitas). Hal ini juga 
dikemukakan oleh John D. Millet bahwa salah satu tugas Humas pemerintah yaitu 
memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh 
suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan. 
Dari hasil penelitian penulis, adapun aktivitas Humas BPKP dalam 
menjalankan fungsi publisitas melaksanakan beberapa aktivitas. Aktivitas yang 
dilakukan yaitu menghimpun semua informasi yang berasal dari media 
cetak/elektronik daerah yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPKP.  
Ruslan mengemukakan pada  aktivitas ini humas mengevaluasi perkembangan 
dari kemajuan lembaga, aktivitas – aktivitas, dan program acara tertentu, baik 
bersifat komersial  maupun nonkomersial yang telah dimuat atau dipublikasikan 
di berbagai media massa dan nonmassa. Secara khusus News Clipping yaitu suatu 
kegiatan memilih, menggunting, menyimpan dan kemudian memperbanyak 
mengenai suatu berita atau karangan, serta foto berita pada event atau peristiwa 
tertentu yang telah terjadi dan dimuat di berbagai media cetak, seperti surat kabar, 
majalah berita, tabloid, dan lain sebagainya yang kemudian dikliping. 
Kegiatan tersebut membantu seleksi media publisitas dan dalam menyusun 
daftar siaran pers serta untuk menganalisis opini publik terhadap lembaga untuk 
masukan kepada lembaga khususnya pimpinan. Kemudian Humas BPKP 
membuat resume harian pemberitaan yang berhubungan dengan BPKP sebagai 
bahan analisis, pengamatan, dan evaluasi dan hasilnya kemudian disimpan 
sekaligus dijadikan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk 
  
 
 
 
 
membuat rencana program kerja Humas dan kelengkapan laporan. Selain itu, 
adapun kegiatan publisitas Humas BPKP yaitu mengelolah informasi dalam hal 
ini memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan 
membantu pemohon memperoleh informasi sesuai prosedur yang ditetapkan juga 
menerima dan mengadministrasikan setiap pemohon layanan informasi.  
Aktivitas Humas terkait fungsi publisitas tidak lepas dari pendokumentasian 
kegiatan kehumasan baik berupa arsip berita, foto, dan film. Dokumentasi juga 
digunakan untuk keperluan sumber informasi yang cukup penting mengenai suatu 
peristiwa (event) dan kegiatan perusahaan lain yang kemudian dianalisis, 
dievaluasi, dan hingga disimpan sebagai bahan pendokumentasian. Ruslan 
mengemukakan dokumentasi berkaitan dengan kegiatan menghimpun, mengolah, 
menyeleksi, dan menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data informasi, dan 
dokumen tentang suatu kegiatan, peristiwa atau pekerjaan tertentu yang 
dipublikasikan baik melalui media elektronik maupun cetak dan kemudian 
disimpan secara teratur dan sistematis.  
Humas BPKP juga menerbitkan majalah Paraikatte sebagai salah satu media 
publisitas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang disebarkan ke intansi – instansi 
lain. Serta pengelolaan Website BPKP  www.bpkp.go.id dengan melakukan up-
dating konten secara berkesinambungan juga sebagai salah satu media publisitas. 
Dalam hal ini Humas BPKP mengembangkan jaringan kerja berbasis teknologi 
informasi untuk meningkatkan sinergi dan kinerja antar mitra kerja BPKP dalam 
mewujudkan good governance. Website yang merupakan salah satu sarana 
  
 
 
 
 
publisitas yang apabila dikelolah dengan baik akan sangat efektif. Apalagi di 
tengah kompetisi global semacam ini.  
Pemanfaatan jaringan internet (misalnya website), berarti menambah variasi 
media informasi publik. Variasi media berarti memungkinkan variasi kemasan 
pesan. Ini penting agar pola penyebaran informasi tidak monoton. Selain itu, 
Humas memperhatikan perilaku dan kebutuhan publik dalam mengonsumsi 
informasi. Ini berkaitan dengan perubahan konsumsi informasi yang 
membutuhkan kecepatan  sumber. Humas sangat terbantu dengan keberadaan 
website. Ketika organisasi mengaplikasikan teknologi internet dalam operasional 
organisasi, misalnya dengan memiliki alamat web- maka akan menempel citra 
tertentu sebagai perusahaan yang lebih berorientasi konsumen dan responsif, 
informatif, lebih canggih dan berteknologi tinggi, serta lebih dekat dengan pasar 
intelektual dan “kaum muda”. 
Dari aktivitas publisitas tersebut tujuan Humas BPKP Provinsi Sulawesi  
pertama kali adalah berupaya menciptakan saling pengertian antara instansi 
dengan publiknya. Humas yang menjalankan fungsi publisitas tidak terlepas dari 
unsur dasar yaitu kegiatan komunikasi, dan melalui kegiatan tersebut diharapkan 
terjadi kecukupan informasi antara perusahaan dengan publiknya. Kecukupan 
informasi merupakan dasar untuk mencegah kesalahan persepsi. Humas 
merupakan suatu alat atau saluran untuk memperlancar jalannya interaksi dan 
penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan nasional melalui kerja 
sama dengan pihak pers, media cetak atau elektronik dan hingga menggunakan 
media tradisional lainnya. 
  
 
 
 
 
Hamonangan Sinarmata selaku kepala BPKP juga mengatakan tuntutan 
masyarakat mengenai penerapan tata kelolah pemerintahan yang baik salah satu  
implementasinya yaitu keterbukaan informasi publik, kami memandang perlunya 
suatu wahana yang dapat memberikan infromasi yang seluas-luasnya mengenai 
kiprah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan di bumi Sulawesi Selatan. 
Ketercukupan informasi akan terwujud bila Humas menyediakan saluran 
komunikasi yang terbuka dan memungkinkan terjadinya komunkasi dua arah. 
Saluran informasi yang tersedia harus memungkinkan terjadinya proses memberi 
dan menerima informasi secara seimbang antara kedua pihak. Diharapkan tercipta 
kondisi yang saling mengenal antara perusahaan dengan publiknya serta tidak ada 
lagi ketidakpastian dan kesimpangsiuran informasi. BPKP dalam menjalankan 
setiap tugas pemerintahannya harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan 
salah satu cara dalam membangun kepercayaan itu melalui keterbukaan informasi 
(publisitas) kepada masyarakat. 
Selanjutnya penulis akan membahas mengenai aktivitas Humas BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator. Humas 
mempunyai peran ganda yaitu fungsi keluar berupa memberikan informasi atau 
pesan – pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada 
masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, 
aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya 
atau tujuan bersama. Seperti  yang dikemukakan PRSA ( Public Relations 
Societyof America ) melalui pembentukan tim “Task force on the stature and role 
of PR” yang menjelaskan bahwa penjabaran PR dalam tugasnya yaitu sebagai 
  
 
 
 
 
berikut : 1) Pihak PR mampu menjembatani kepentingan antara organisasi  dan 
khalayak publik untuk saling beradaptasi satu sama lainnya. 2) PR berupaya agar 
organisasi dapat memenangkan kerja sama yang baik dengan pihak khalayak 
publiknya, baik internal maupun eksternal.  
 Humas adalah fasilitator atau mediator komunikasi antara perusahaan dan 
publiknya. Satu kaki berdiri di pihak manajemen sedangkan kaki lainnya ada di 
pihak publik. Sehingga sebagai mediator Humas memiliki kemampuan sebagai 
komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media 
cetak/elektronik dan lisan (spoken person) atau tatap muka dan sebagainya. 
Aktivitas Mediator ini  berpedoman pada model two ways traffic communication, 
yang dirincikan Ruslan sebagai berikut :  
- Berorientasi demi kepentingan tujuan politis dan birokratis kepemerintahan, 
- Memberikan penerangan dan pendidikan ke masyarakat umum tentang 
kegiatan pemerintah dan pelaksanaan program kerja pembangunan nasional, 
- Meyakinkan masyarakat atau memasyarakatkan tentang maksud dan tujuan 
peraturan, langkah – langkah serta kebijaksanaan pemerintah yang ada, 
- Menyampaikan atau memonitor tentang pendapat umum agar peraturan dan 
perundang – undangan itu senantiasa berdasarkan kenyataan dan dapat diterima 
oleh masyarakat, 
- Menyampaikan informasi atau pesan tentang keinginan – keinginan, aspirasi, 
pendapat, dan persepsi masyarakat kepada pemerintah. Memonitor tanggapan 
(feed back) masyarakat sebagai input atau masukan berguna yang kemudian 
disampaikan kepada instansi bersangkutan, 
  
 
 
 
 
- Mengajak atau membujuk masyarakat umum agar lebih aktif dalam peran 
sertanya menunjang program pembangunan, perekonomian, masalah bidang –
bidang sospolbud, Hankamnas, kepedulian pada lingkungan hidup dan alam, 
serta parawisata. 
- Turut menyukseskan lebih spesifik mengenai program KB, Pajak, Kesadaran 
Hukum,Kampanye Pemilu,  Pekan Imunisasi NAsional, Cinta rupiah serta 
produksi dalam negeri, dan hingga disiplin Nasional lain sebagainya.  
Humas bertindak sebagai komunikator ataupun penerjemah, apabila saat itu 
berhadapan dengan para wartawan yang ingin mendapatkan keterangan tentang 
program dan kebijaksanaan yang dijalankan oleh organisasi. 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya tugas Humas sebagai komunikator 
membantu (back up) mencapai tujuan dan sasaran bagi instansi/lembaga 
kepemerintahan bersangkutan, membangun hubungan baik dengan berbagai 
publik dan hingga menciptakan citra serta opini masyarakat yang menguntungkan. 
Humas BPKP dalam menjalankan perannya sebagai mediator melakukan 
beberapa aktivitas aktivitas seperti penanganan pemberitaan media massa 
(klarifikasi, press conference, serta press release). Disini Humas menyusun, 
merencanakan  klarifikasi / tanggapan berita yang keliru terkait dengan BPKP 
Provinsi Sulawesi Selatan. Humas juga menjadi penghubung (mediator) guna 
mendukung kegiatan hubungan antar lembaga khususnya DPR, Gubernur, dan 
instansi lain dengan BPKP. Misalnya mengadakan MoU dan kujungan instansi, 
kunjungan media (media gathering), menerima wartawan dan mendampingi jika 
ada wawancara dengan kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dan 
  
 
 
 
 
melayani, meneruskan, dan memastikan permohonan kebenaran diproses 
berdasarkan prosedur dan penyelesaian. 
Yang sangat perlu diperhatikan Humas BPKP dalam menjalankan 
perannya sebagai fungsi mediator dan publisitas yaitu konsep service of excellent. 
Dalam konsep service of excellent terdapat empat unsur pokok yaitu kecepatan, 
ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Mungkin mengkomunikasikan melalui 
media secara perorangan atau melalui korespondensi tertulis, brosur, majalah 
internal/publikasi, tatap muka, dan via telepon. Salah satu dimensi dari lima 
dimensi sebagai penentu kualitas pelayanan jasa seperti yang dikutip Philip Kotler 
yaitu responsiveness, respon atau kesigapan dalam membantu publik dengan 
memberikan layanan cepat, tepat, dan tanggap serta mampu menangani keluhan 
secara baik. Yang mana responsif ini pula menjadi salah satu unsur dari visi 
BPKP. 
Dalam menjalankan aktivitasnya, Humas BPKP menghadapi beberapa 
kasus misalnya banyaknya pemberitaan di media massa mengenai kinerja BPKP 
yang dinilai lamban. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikasi keberhasilan 
Humas. Mengenai pemberitaan tentang kinerja BPKP yang dinilai lamban, salah 
satu staf Humas Wahyu Utomo mengatakan bahwa adanya pemberitaan negatif 
pasti akan ada, karena media sangat tertarik dengan bad news, dan bad news 
sendiri adalah feedback bagi Humas BPKP. Humas BPKP  akan menangani yang 
perlu ditangani, jika terdapat pemberitaan yang sudah sangat keliru dan 
memojokkan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan maka kita akan melakukan 
  
 
 
 
 
klarifikasi terlebih meningkatkan kinerja BPKP. Initinya dari sisi intern kita tetap 
menelaah dan menangani yang perlu ditangani. 
Terkait pemberitaan – pemberitaan yang kurang baik yang muncul di 
media. Humas BPKP juga menyatakan bahwa adanya pemberitaan tersebut 
karena masyarakat belum memahmi proses kerja BPKP seperti yang diungkapkan 
kepala Humas BPKP bahwa hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman 
masyarakat juga seperti yang dikatakan salah satu staf Humas bahwa sebenarnya 
tidak lamban cuma masyarakat yang selalu ingin instan, sedangkan proses 
mengaudit dan merampungkan hasilnya butuh waktu dan proses. Dari situ penulis 
mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat juga media mengenai 
proses kerja BPKP. Ini salah satu hal yang mesti disampaikan kehumasan BPKP 
kepada masyarakat terkait peran BPKP dalam mengaudit. Sehingga masyarakat 
lebih mengenal BPKP terkhusus dalam melaksanakan tupoksinya sehingga BPKP 
mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dalam mewujudkan visi 
BPKP.  
Humas dapat menjadi corong informasi dari publik kepada pihak 
perusahaan, atau sebaliknya mampu bertindak sebagai mediator dari perusahaan  
dan publiknya. Di samping itu pihak Humas mampu mempertemukan atau 
menyampaikan tujuan dan keinginan – keinginan dari pihak publiknya kepada 
perusahaan atau sebaliknya dari pihak perusahaan terhadap para publinya 
(bertindak sebagai komunikator dan mediator). Dalam hal ini terlihat kurangnya 
pengenalan masyarakat akan tugas BPKP.  Aktivitas kehumasan dilaksanakan 
salah satunya untuk meningkatkan citra BPKP. Kepercayaan masyarakat akan 
  
 
 
 
 
terus meningkat, bila masyarakat telah memahami tupoksi dan kinerja BPKP 
yang dilaksanakan secara profesional, penuh integritas, etika, disiplin, komitmen 
yang dilandasi SPIP sehingga hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. 
Keberadaan BPKP sangat dibutuhkan pemerintah untuk mewujudkan Good 
Governance, meningkatkan pelayanan publik dan pemberantasan KKN.  
Dalam penanganan setiap pemberitaan di media yang dirasa keliru dan 
menyudutkan BPKP, Humas BPKP melakukan proses RACE. Penulis melihat 
ada tahapan – tahapan yang dilalui humas BPKP dalam penangan berita negatif 
media massa atau hal – hal yang dirasa membawa dampak yang negatif terhadap 
keberadaaan dan eksistensi BPKP. Yaitu melalui proses analisis, FGD, dan 
sampai pada proses klarifikasi. Tidak hanya dalam penangan media massa, dalam 
permintaan informasi dan publisitas pun ada tahapan – tahapan yang mesti 
dilalui. Humas BPKP mengatakan tidak semua permintaan informasi 
ditindaklanjuti, permitaan informasi tersebut harus memenuhi prosedur yang telah 
ditetapkan misalnya adanya surat pengantar dari institusi resmi dan atas izin dari 
pimpinan. 
Humas BPKP sangat selektif dalam menjawab permohonan informasi 
karena tidak semua informasi dapat dipublikasikan, banyak yang sifatnya rahasia. 
Sebagai auditor president dalam kalangan pemerintah Humas BPKP sangat 
berhati – hati dalam menangani informasi baik yang masuk maupun keluar. 
Namun Humas telah memahami mengenai informasi yang dapat dan tidak dapat 
dipublikasikan yang telah diatur dalam aturan kehumasan. Di BPKP ada informasi 
yang dikecualikan seperti hasil audit. Informasi yang dikecualikan merupakan 
  
 
 
 
 
informasi yang tidak dapat diberikan oleh BPKP kepada pengguna informasi 
seperti Laporan Hasil Pengawasan, Kertas Kerja Pengawasan serta informasi yang 
terkait dengan pribadi. 
Hal yang berhubungan dengan masalah keterbukaan informasi publik ini di 
BPKP telah diatur dengan Keputusan Kepala BPKP No:KEP-653/K/SU/2010 
tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP, sedangkan untuk Daftar 
Informasi Publik di BPKP juga sudah ada Keputusan Kepala BPKP No:KEP-
1227/K/SU/2010. Humas BPKP mengatakan tidak semua produk BPKP dapat 
dipublikasikan terutama yang bersifat rahasia dengan tujuan untuk menjaga reaksi 
masyarakat dan fungsinya juga untuk tertentu tapi semua itu dengan 
tanggungjawab bidang investigasi. 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai publisitas dan mediator, Humas 
harus mengetahui sejauh mana batas pesan / informasi yang dapat dipublikasikan  
atau pesan/informasi yang tidak dapat diungkapkan secara terbuka kepada 
publiknya, khususnya kepada kalangan pers/media massa. Pejabat Humas harus 
dapat memilah – milah dengan pasti mana di antara informasi dan publikasi, atau 
berita tersebut yang boleh  direlease (disiarkan), atau mana di antara informasi 
tersebut tidak boleh diketahui secara umum , dan bahkan tertutup untuk kalangan 
pers/wartawan. Sesuai dengan formula, Avoid publicity and with-drawal negative 
news maka pihak Humas harus meneliti atau memilah – milah terlebih dahulu, 
jenis publikasi, informasi dan berita apa yang boleh dibuka, dan mana yang tidak 
boleh dibuka (close communication) khususnya kepada pihak pers/wartawan.  
  
 
 
 
 
Tujuan dan proses perencenaan program kerja untuk mengelola berbagai 
aktivitas Humas tersebut dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui 
manajemen Humas yang dikelolah secara professional dan dapat 
dipertanggungjawabkan hasil dan sasarannya. Hal tersebut juga dapat diwujudkan 
jika adanya pertukaran pendapat, pesan, dan informasi yang jelas, serta mudah 
dimengerti oleh kedua belah pihak yang terlibat komunikator dan komunikan di 
mana pertukaran informasi dilakukan melalui sitem saluran (channel), media 
massa atau  bentuk nonmassa lainnya. 
Fungsi Humas sebagai mediator juga terlihat pada saat penulis melakukan 
penelitian dan saat ini terjadi unjuk rasa di kantor BPKP Sulawesi Selatan terkait 
penanganan salah satu kasus korupsi. Penulis melihat bagaimana proses yang 
dilakukan Humas BPKP dalam menangani unjuk rasa masyarakat. Humas 
memediasi antar pihak pendemo dengan pihak BPKP. Humas BPKP menampung 
aspirasi masyarakat dan melakukan mediasi antara pihak pengunjuk rasa dengan 
pihak BPKP kemudian mengklarifikasi kesalahpahaman. Jadi dari pihak pendemo 
akan dipersilahkan masuk ke ruangan dan dipertemukan dengan pihak BPKP 
entah itu kepala BPKP atau mereka yang bertanggung jawab atas hal yang 
dikeluhkan sehingga semua dapat dibicarakan dengan baik dan masing – masing 
pihak merasa puas dan tidak ada lagi kesalahpahaman. Disitu Humas BPKP 
Prvinsi Sulawesi Seltan berperan sebagai mediator antara masyarakat dan BPKP. 
Humas BPKP dalam menjalankan aktivitasnya sebagai mediator misalnya 
dalam penanganan pemberitaan media massa dan dalam membuat program kerja 
berpedoman pada konsep yang dikemukakanan Scoot M. Cutlip dan Allen H. 
  
 
 
 
 
Center menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja melalui empat 
proses tahapan atau lagkah – langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk 
pelaksanaan program kerja kehumasan adalah: 
1. penelitian dan mendengarkan (Research-Listening),  
Pada tahap ini Humas BPKP akan melakukan pengumpulan data dan fakta – 
fakta (fact finding) bisa melalui cara formal dengan melaukan penelitian 
sehingga ada gambaran kondisi nyata mengenai kondisi yang dihadapi, hasil 
analisis situasi tersebut dapat membantu dalam proses perencanaan secara 
optimal, efektif, dan efesien dengan terpantaunya isu secara cepat dan akurat, 
terpetakannya permasalahan yang berkembang dalam publik, dan 
terhimpunnya informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan program tepat 
sasaran. 
2. perencanaan dan mengambil keputusan (Planning – Decision),  
Tahap kemudian yaitu perencanaan, pada tahap ini Humas BPKP merencakan 
program yang akan dilaksanakan berdasar pada hasil analisis sebelumnya. Hal 
tersebut terkait kepastian pelaksanaan, ketepatan waktu, kejelasan anggaran 
dan biaya, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta sarana dan 
prasarana. 
3. mengkomunikasikan dan pelaksanaan (Communication – Action),  
Pada tahap ini Humas BPKP akan melakukan tindakan dan pelaksanaan 
kegiatan perencanaan program yang telah dilakukan misalnya melalui kegiatan 
komunikasi yang telah direncanakan. Penyampaian pesan kepada publik 
tentang program kehumasan yang sedang dan akan dilaksanakan sehingga 
  
 
 
 
 
publik dapat memahami, mendukung, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 
kegiatan. Intinya ada komunikasi dan tindakan demi terlaksananya program 
kehumasan sesuai dengan rencana dan terciptanya komunikasi dua arah timbal-
balik antara instansi pemerintah dan publik. 
4. mengevaluasi ( Evaluation ). 
Tahap yang terakhir yaitu tahap dimana Humas BPKP melakukan pemantauan, 
penilaian, dan pengevaluasian untuk melihat apakah akan program kerja atau 
kegiatan yang dilakukan keluaran dan hasilnya sesuai dengan yang 
diharapakan dalam hal ini tepat sasaran, efektif (berhasil untuk mencapai 
tujuan, seraya untuk memuaskan semua pihak), dan efisiensi (ketepatan 
mengelolah keuangan / dana secara tepat). Kegiatan pemantauan dan evaluasi 
terhadap masukan, keluaran dan manfaat akan menghasilkan umpan balik yang 
sangat penting dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja kehumasan di 
masa yang akan datang.  
Sejauh ini Humas BPKP dalam menjalankan aktivitasnya sebagai fungsi 
mediator dan publisitas sudah baik, terlihat dari beragam kegiatan yang 
dilaksanakan BPKP mulai dari kegiatan menganalisis sampai pada kegiatan 
mengevalusi kegiatannya. Hal ini juga didukung dengan adanya dukungan dari 
pimpinan BPKP, kredibilitas humas suatu perusahaan atau instansi dumulai dari 
integritas serta tindakan manajemen pucak. Dalam menjalankan aktivitasnya 
Humas juga sangat memerlukan bantuan dan kerjasama top manajemen sebagai 
layer pertama sumber informasi yang sah. 
  
 
 
 
 
Penulis juga melihat Humas BPKP dalam melaksanakan aktivitasnya 
sangat didukung oleh  komitmen dan kerjasama dari staf Humas, hasil kerja secara 
team work yang solid, professional dan berintegritas tinggi yang humas BPKP 
utamakan, daripada penonjolan prestasi secara per individual. Terlihat dari 
pembagian tugas yang dilaksanakan Humas BPKP namun tidak lepas dari 
kekompakan staf Humas dalam menjalankan aktivitasnya. Ruslan mengemukakan 
bahwa manajemen Humas juga merupakan kerangka karya (frame of work) dari 
suatu proses manajemen yang menunjukkan adanya pembagian tugas (job 
description) yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknis tertentu yang jelas bagi 
setiap personel melakukan pekerjaannya masing – masing dalam suatu organisasi. 
Fasilitas yang lengkap dan memadai yang ada di kantor BPKP Provinsi 
Sulawesi Selatan sangat mendukung dan memadai mulai dari alat pengolah data, 
alat dokumentasi, sampai kepada jaringan internet. Ruslan mengemukakan bahwa 
pelaksanaan aktivitas kehumasan harus didukung dengan sumber – sumber daya 
teknis yang canggih dan sekaligus sebagai media komunikasinya, seperti 
kemampuan mengelola dan membuat media komunikasi. Namun semua dukungan 
yang ada tidak pelak membuat aktivitas Humas BPKP sebagai mediator dan 
publisitas terlaksana dengan maksimal. Sebagian staf humas mengatakan bahwa 
dalam pelaksanaannya aktivitas kehumasan BPKP belum terlaksana secara 
maksimal masih banyak kekurangan dan kendala.   
.Dari hasil obeservasi dan wawancara, penulis melihat banyak aktivitas – 
aktivitas kehumasan di BPKP yang telah diprogramkan namun belum berjalan 
secara maksimal. Kurangnya pengetahun masyarakat terhadap keberadaan BPKP, 
  
 
 
 
 
kurangnya gema kehumasan BPKP dalam mensosialisasikan peran dan visi 
BPKP, dan beberapa program kerja kehumasan yang tidak maksimal kemudian 
menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja kehumasan BPKP sekaligus dapat 
dijadikan indikasi keberhasilan aktivitas Humas dalam menjalankan aktivitasnya. 
Fakta – fakta tersebut semakin mendukung penulis untuk mencari tahu faktor – 
faktor yang menghambat aktivitas Humas BPKP. 
Pada bagian ini penulis akan menjabarkan faktor – faktor yang menghambat 
aktivitas Humas BPKP sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam 
mewujudkan visi BPKP. Dari hasil penelitian penulis ternyata ada beberapa 
faktor yang menjadi kendala bagi Humas BPKP dalam menjalankan aktivitasnya. 
Dan faktor – faktor tersebut merupakan hal – hal yang sangat esensial yang 
semestinya tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan aktivitas kehumasan. 
Faktor pertama yaitu Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tidak tersusun 
menjadi organisasi tersendiri dalam struktur organisaisi yang sepenuhnya 
menangani aktivitas kehumasan namun terbentuk dalam satuan tugas, dalam hal 
ini aktivitas kehumasan bukanlah tugas pokok. Hal tersebut mengakibatkan setiap 
staf memiliki pekerjaan yang terbilang banyak.  
Aktivitas kehumasan adalah pekerjaan yang kompleks dan tidak mudah, 
yang mesti ditempatkan sebagai yang utama dan bukan pekerjaan sambilan hal itu 
terkait dengan peranan Humas yang cukup besar demi tercapainya tujuan BPKP.  
Aktivitas kehumasan BPKP kemudian tidak maksimal sekalipun telah ada 
pembagian kerja karena kembali lagi bahwa masing – masing staf ternyata 
memilki tanggung jawab pokok dan kehumasan menjadi tanggung jawab 
  
 
 
 
 
tambahan (multi tasking). Terkait hal tersebut dalam melaksanakan aktivitas 
kehumasan terkadang terjadi bentrokan antara pekerjaan sehari – hari dengan 
tugas kehumasan 
Aktivitas Humas terbilang kompleks yang tidak terlepas dari kemampuan 
melakukan proses komunikasi terus – menerus dan berkesinambungan yang 
diawali dari aktivitas riset, perencanaan, penetapan program kerja, model 
komunikasi yang diterapkan hingga mengevaluasinya. Ruslan mengemukakan 
bahwa prosesnya bukanlah merupkan pekerjaan Humas sambil lalu, tetapi 
bagaimana menggunakan teknik – teknik kkomunikasi secara efektif, dan 
pelaksanaan program kerja yang terencana serta terorganisasi, baik secara strategi 
maupun taktikal pelaksanaan di lapangan yang tepat, objektif, efektif, dan efisien. 
Dan aktivitas kehumasan tersebut yang dilakukan dengan berbagai aktivitas 
bukanlah pekerjaan yang mudah atau hanya kerja sambilan, tetapi harus dikelolah 
secara profesioanl dan serius dengan penuh konsentrasi, karena berkaitan dengan 
kemampuan Humas dalam manajemen teknis dan sebagai keterampilan 
manajerial agar dapat mencapai tujuan atau sasaran sebagaimana yang 
direncanakan.  
Kehumasan di BPKP lebih kepada pemenuhan tanggung jawab dalam hal 
ini laporan kehumasan, hal ini mungkin dikarenakan kehumasan hanya dianggap 
sebagai kegiatan pendukung dan bukan sebagai kegiatan inti. Berbagai 
ketidaksesuaian (mismatch) sering kali terjadi menyangkut keberadaan dan fungsi 
humas pada suatu organisasi atau perusahaan. Para ahli sering kali berbeda 
pendapat mengenai struktur dan posisi humas yang paling ideal bagi suatu 
  
 
 
 
 
perusahaan. Karena alasan inilah, maka pembentukan bagian humas kebanyakan 
dilakukan secara tambal sulam saja yang disesuaikan dengan kebutuhan serta 
kondisi yang spesifik perusahaan bersangkutan. Besar kecilnya departemen 
Humas pada suatu organisasi tergantung pada tiga hal yaitu ukuran organisasi atau 
perusahaan itu sendiri, nilai atau arti penting fungsi Humas bagi manajemen, dan 
karakteristik organisasi dan perusahaan.   
Ruslan mengemukakan bahwa pada prinsipnya secara struktural  fungsi 
Humas dalam organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan 
dari suatu kelembagaan atau organisasi. Humas terkait langsung dengan fungsi 
top manajemen. Fungsi kehumasan dapat berhasil secara optimal apabila berada 
langsung di bawah pimpinan atau mempunyai hubungan langsung dengan 
pimpinan tertinggi (pengambilan keputusan) pada organiasi/instansi 
bersangkutan. Kedekatan Humas dengan top management dapat memberikan 
pengetahuan yang jelas dan rinci mengenai suatu sistem terpadu, pola 
perencanaan, kebijakan, keputusan yang diambil, visi dan arah tujuan  organisasi 
bersangkutan. Hal ini perlu agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian 
pesan dan informasi dari lembaga/organisasi kepada publiknya. 
Posisi Humas dalam struktur organisasi, dapat terlihat pada kasus di 
lapangan bahwa rata – rata yang tertinggi terdapat pada perusahaan – perusahaan 
multinasional dan asing. Sebaliknya hampir sebagian besar terjadi persepsi 
penilaian terhadap posisi Humas, baik di sektor swata nasional maupun BUMN, 
instansi pemerintah, dan bahkan termasuk banyak perusahaan go public pun yang 
telah menerpakan GCG (good corporate governance) dengan kapitalisasi kecil, 
  
 
 
 
 
biasanya masih terjadi memposisikan Humas sebagai tempat departemen buangan 
yang tidak sesuai dengna SK Bapepam No. 63.1996, dan hanya dianggap sebagai 
tenaga pelaksana teknis atau bagian dari integrasi departeman pemasaran 
SDM/Personalia, dan Hukum. Kepala Humas BPKP  memiliki harapan mengenai 
Humas yang perlu distrukturkan namun dengan keluarnya peraturan Menpan 
cenderung sekali jabatan struktural justru dikurangi dan jabatan fungsional yang 
ditonjolkan. 
Keinginan Humas masuk sebagai kelompok koalisi dominan (kelompok 
eksekutif yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam struktur organisasi untuk 
mengambil keputusan mengenai pencapaian tujuan, tugas, secara objektif dan 
fungsi strategis), artinya program dan aktivitas dalam suatu organisasi lebih 
efektif dengan menempatkan fungsi dan tugas humas tersebut secara optimal 
untuk mencapai tujuan yang strategis, sehingga mampu menciptakan 
pembentukan citra dan reputasi perusahaan yang efektif, maka paling tidak posisi 
dan struktur departemen humas dapat diintegrasikan atau dipersepsikan ke dalam 
jajaran elite dari manajemen puncak (koalisi dominan) sebagai pihak – pihak 
penentu kebijakan strategis organisasi, baik untuk tujuan jangka panjang 
(tanggung jawab dan kewenangan secara strategis) maupun  jangka pendek 
(pelaksanaan teknis penerapan suatu program komunikasi).  
Kedudukan Humas pada suatu organisasi atau perusahaan memiliki fungsi 
pendukung (staff function) dari departemen utama yang terdapat pada perusahaan 
dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai fungsi pendukung, berarti Humas 
bertugas memberikan pandangan dan saran yang mendukung bagian  atau 
  
 
 
 
 
departemen utama. Peran staf pendukung semakin dibutuhkan seiring dengan 
semakin pesatnya perkembangan organisasi dan semakin kompleksnya pekerjaan 
yang harus ditangani. Bagian Humas mendukung manajemen dan pimpinan dalam 
mencapai tujuan perusahaan. Artinya Humas merupakan salah satu fungsi 
manajemen modern yang bersifat melekat pada manajemen perusahaan (corporate 
management  function).  
Kedudukan bagian Humas pula pada struktur organisasi perusahaan juga 
menjadi indikasi untuk mengetahui penting atau tidak kedudukan Humas pada 
perusahaan. Unit Humas hanya menjadi bagian atau unit lain dari suatu 
departemen yang ada pada suatu perusahaan atau instansi. Tugas Humas sangatlah 
kompleks dan memiliki cakupan yang luas. Prosesnya bukanlah merupakan 
pekerjaan Humas sambil lalu, tetapi bagaimana menggunakan teknik – teknik 
komunikasi secara efektif, dan pelaksanaan program kerja yang terencana serta 
terorganisasi, baik secara strategis maupun taktikal pelaksanaan di lapangan yang 
tepat, objektif, efektif, dan efisien. Kedudukan bagian Humas pada struktur 
organisasi perusahaan serta hubungannya dengan pimpinan perusahaan sering kali 
terkait dengan latar belakang bagaimana fungsi Humas itu muncul.  
Untuk menangani kendala yang pertama Humas BPKP Sulawesi Selatan 
telah berusaha secara maksimal dan sangat terbantu dengan pimpinan yang selalu 
berkoordinasi dengan staf Humas. Meskipun staf  Humas terbentuk dalam satuan 
kerja dan secara struktural tidak berada langsung di bawah top management 
namun koordinasi antar pimpinan dan staf Humas BPKP tidak pernah putus. Itu 
terlihat dari kepala BPKP Hamonangan Sinarmata yang selalu memantau 
  
 
 
 
 
pekerjaan Humas dengan mengunjungi bagian Humas dan selalu menyempatkan 
waktu untuk berbincang – bincang dengan staf Humas. Salah satu hal yg hampir 
setiap saat dilakukan oleh kepala BPKP Hamonangan Sinarmata adalah ikut 
dalam proses analisis harian pemberitaan di media massa.  
Selain kendala struktur organisasi, Humas  juga menemui kendala dalam hal 
kompetensi sumber daya manusianya. Berbagai tantangan dan perubahan yang 
luar biasa cepat di era globalisasi ini ditambah dengan membanjirnya informasi 
melalui berbagai alat atau media komunikasi serba canggih, cepat, dan akurat, 
memiliki pengaruh cukup besar terhadap peranan Humas dalam menciptakan 
manajemen Humas yang modern dan tangguh. Ruslan menyatakan bahwa semua 
itu menuntut pengujian kemampuan manajerial, maupun segi teknis mengelola 
manajemen Humas dan menajemen komunikasi pada sebuah organisasi yang maju 
dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan pata kompetensi yang kian tajam 
pada era reformasi terbuka. 
Pekerjaan Humas terbilang kompleks sehingga diperlukan SDM yang 
memikili kemampuan dan skill manajemen kehumasan, sedangkan staf  Humas 
yang ada di BPKP tidak ada yang mempunyai latar belakang  pendidikan terkait 
kehumasan.  Dalam artian bahwa pengetahuan staf Humas akan dunia kehumasn 
masih terbilang kurang. Seperti yang dikatakan salah satu staf Humas Ika Nur 
Azizah bahwa semua staf memang bukan berbasik humas rata – rata semua 
belajar secara otodidak. Hampir semua staf Humas belajar sendiri dalam 
menjalankan aktivitas kehumasan entah melalui literartur, forum kehumasan, dan 
ada juga yang memang memiliki keahlian di bidang kehumasan.  
  
 
 
 
 
Seorang Humas seharusnya memiliki kemampuan cukup komplit. Dia harus 
memiliki karakter yang merupakan perpaduan seni dengan professional yang baik 
dalam kemampuan manajerial, teknis, motivator, komunikator, perencanaan, 
pelaksanaan, hingga mengevaluasi program kerja, dan sebagainya. Keberadaan 
seorang Humas, yang tidak hanya memiliki keterampilan (skill) tetapi 
berpengalaman sebagai seorang komunikator, mediator, dan hingga persuader, 
tetapi juga harus didukung dengan sumber – sumber daya teknis yang canggih dan 
sekaligus sebagai media komunikasinya, seperti kemampuan mengelola dan 
membuat media komunikasi. 
Hal yang mesti diperhatikan dalam kehumasan yaitu kemampuan kerja dan 
memperhatikan setiap potensial individual karyawan sebagai upaya 
mengidentifikasi kemampuan sebagai tolok ukur prestasi atau hasil kerja yang 
telah dicapai sesuai dengan standar dan untuk berkembang lebih maju. 
Kekurangan kehumasan BPKP yang terbentuk dalam satuan tugas berhubungan 
dengan penunjukan SDM yang bebas dalam hal ini Humas yang bentuknya Satgas 
lintas sektor siapapun bisa masuk ke situ menangani yang mengakibatkan task 
force setiap tahun harus diupdate. Proses updating ini berpengaruh ke penunjukan 
personil yang berubah – ubah. Kebebasan ini yang kemudian mengakibatkan 
seseorang yang ditunjuk belum tentu dapat melakukan tugas kehumasan yang 
diembankan  secara maksimal. Hal ini juga yang kemudian mesti diperbaiki, 
penunjukan staf Humas sangat perlu memperhatikan kemampuan SDM untuk 
menangani aktivitas kehumasan yang terbilang tidak mudah. 
  
 
 
 
 
Tentunya dengan pengetahuan tentang kehumasan yang kurang staf Humas 
mendapat banyak tantangan. Berbicara mengenai tantangan dalam menjalankan 
fungsi Humas sebagai publisitas, salah satu tantangan yang paling mendasar  
menurut Humas BPKP yaitu  mengenai prinsip – prinsip pengolahan data dan 
informasi. Baik dari segi ketepatan waktu serta data dan informasi yang 
disampaikan. Humas harus siap mengupdate informasi setiap saat karena 
masyarakat selalu menginginkan informasi yang uptodate. Kepala BPKP 
Hamonangan Sinarmata juga mengatakan bahwa Humas harus update akan 
informasi baik itu informasi yang keluar seperti berita dan informasi yang masuk. 
Menurut F. Rachmadi, salah satu prinsip pengolahan data yaitu penyajian 
informasi tidak konsisten akan dapat menimbulkan salah penafsiran dan informasi 
yang dihasilkan tidak tepat waktu (up to date) biasanya kurang bermanfaat 
hasilnya, karena secara aktualisasi dan faktualisasi sudah ketinggalan. Dalam 
melakukan publisitas Humas BPKP Sulawesi Selatan juga  mengalami tantangan 
terkait informasi yang harus update setiap saat. 
Ada banyak hal yang masih perlu ditingkatkan Humas BPKP dalam 
menjalankan aktivitasnya, adanya tuntutan pengujian kamampuan praktisi Humas 
baik segi kemampuan manajerial, maupun segi teknis mengelola manajemen 
Humas dan manajemen komunikasi pada sebuah organisasi/perusahaan yang maju 
dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan, atau kompetisi kian tajam pada 
informasi era terbuka. Pula dalam tenik produksi media Humas dan publisitas 
korporat seperti  menguasai berbagai teknik dan kemampuan dasar dalam menulis 
naskah kehumasan (PR Writing Skill) seperti pembuatan press release atau news 
  
 
 
 
 
release yang mengandung unsur nilai berita (news value) yang tinggi dan layak 
untuk disiarkan.  
Menyadari bahwa Humas  dan kolerasinya  dengan media dan pers relations 
dalam hal teknik pembuatan produk – produk publikasi, informasi dan berita  
dalam bentuk press release, photo press, news letter, menimbulkan konsekuensi 
keharusan praktisi humas untuk mengetahui teknik penulisan jurnalistik dan 
presentasi. Karena salah satu faktor yang menentukan dimuat tidaknya informasi 
dari dari Humas yaitu penulisan materi publisitas. Humas dituntut bukan hanya 
mampu menulis tetapi juga menguasai teknik – teknik menulis sesuai dengan 
kaidah jurnalistik (teknik mencari berita, teknik menulis berita, mengetahui teknik 
menulis untuk jenis media cetak maupun elektronik, dan etika jurnalisitik ).  
Humas BPKP merasa masih sangat membutuhkan banyak pembekalan 
dalam menunjang mereka melaksanakan aktivitas kehumasan. Idealnya seorang 
Humas, yang tidak hanya memiliki keterampilan (skill) dan berpengalaman 
sebagai seorang komunikator, mediator hingga persuader, tetapi juga harus 
didukung dengan sumber – sumber daya teknis yang canggih dan sekaligus 
sebagai media komunikasinya, seperti kemampuan mengelola dan membuat 
media komunikasi. Salah satu contoh yaitu dalam hal menulis, karena Humas 
dituntut mampu menulis dan menguasai teknik – teknik menulis sesuai dengan 
kaidah jurnalisitik, kaidah – kaidah tersebut antara lain : teknik mencari berita, 
teknik menulis berita (teknik menentukan news values, membuat lead berita, 
teknik piramida terbalik, bahasa jurnalisitik, dan sebagainya), mengetahui teknik 
menulis untuk jenis media cetak maupun elektronik, dan etika jurnalistik. 
  
 
 
 
 
Menyadari hal tersebut, Humas BPKP kemudian sangat terbantu dengan 
adanya Forum Kehumasan. Salah satu program keumasan BPKP yang 
dilaksanakan setiap tahunnya, pada forum ini diadakan pelatihan dan training 
untuk meningkatkan wawasan dan skill para staf Humas baik dalam kegiatan 
menulis, fotografi, dan produksi media – media publikasi. Namun adanya Forum 
kehumasan pun dirasa belum cukup oleh Humas BPKP dalam membantu staf 
Humas mengembangkan pengenalan dan potensi mereka dalam kehumasan. Staf – 
staf Humas masih merasa perlu dibekali terutama dalam perkembangan teknologi 
dan informasi saat ini. Pada Forum kehumasan yang dilaksanakan BPKP  tidak 
hanya dilakukan pelatihan, namun juga sebagai ajang refleksi dan evaluasi 
bagaimana peranan kehumasan di setiap perwakilan. Sehingga itu menjadi salah 
satu indikator keberhasilan bagi Humas BPKP Sulsel dalam menjalankan aktivitas 
kehumasannya. 
Untuk menjadi Humas bukanlah hal yang mudah, humas seharusnya 
memiliki kemampuan cukup komplit. Dia harus memiliki karakter yang 
merupakan perpaduan seni dengan professional yang baik dalam kemampuan 
manajerial, teknis, motivator, komunikator, perencanaan, pelaksanaan, hingga 
mengevaluasi program kerja, dan sebagainya. Humas BPKP juga berharap ketika 
mereka telah mendapat pembekalan yang lebih mereka ingin menyalurkan ke 
semua pegawai. Hal itu dikarenakan pemahaman pegawai sangat kurang 
mengenai dunia kehumasan sehingga pihak Humas BPKP sangat berharap ada 
suatu wadah dalam memperkenalkan kehumasan lebih lagi kepada para pegawai. 
Seperti yang dikatakan staf Humas Wahyu Utomo bahwa fungsi humas sendiri 
  
 
 
 
 
tidak tertumpu pada staf Humas tapi semua pegawai menjalankan peran humas 
karena pegawailah yang sering  keluar dan berkunjung ke  instansi – instansi di 
luar BPKP misalnya ke daerah – daerah dan mereka juga sering diberi pertanyaan. 
Pihak Humas BPKP berpendapat bahwa para pegawai juga menjalankan fungsi 
kehumasan sebagai mediator dan publisitas. Sebagai teknik  komunikasi, segala 
perilaku anggota organisasi berpotensi mempengaruhi citra tertentu di mata 
publik. Di sini berlaku everybody is a PR. 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu media publikasi 
Humas BPKP Sulawesi Selatan yaitu melalui majalah Paraikatte dan website. 
Namun yang menjadi kendala untuk majalah Paraikette yaitu kurangnya content  
dan dana yang tdak dianggarkan sehingga terjadi ketelambatan. Salah satu unsur  
yang tidak terlepas dari aktivitas kehumasan yaitu unsur anggaran (budget) yang 
sudah dipersiapkan, yang merupakan “dana dan daya” berfungsi sebagai 
pendukung khusus yang dialokasikan untuk terlaksananya suatu strategi program 
kerja manajemen Humas. Perencanaa anggaran yang merupakan faktor yang 
terpenting. Tidak ada kegiatan tanpa pengeluaran dan pemasukan uang. Anggaran 
ini bisa meliputi : hononarium, biaya – biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, 
promosi, iklan publikasi, dokumentasi, entertainment, dan pengeluaran yang tidak 
terduga. 
 Sedangkan yang menjadi kendala dalam pengelolaan website yaitu, Humas 
Provinsi Sulawesi Selatan hanya dipercayakan mengelola subdomain dari 
www.bpkp.go.id, yang mana ketika mengakses domain tersebut yang muncul pada 
tampilan awal yaitu BPKP pusat. Sehingga langkah-langkah untuk membuka 
  
 
 
 
 
website BPKP Sulawesi Selatan sedikit lebih rumit bagi masyarakat luas. Salah 
satu content yang ditampilkan Humas BPKP dalam website BPKP adalah annual 
report, annual report juga merupakan salah satu sarana publikasi dalam 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada suatu instansi. Tujuan utama dari 
laporan tahunan untuk menyampaikan berbagai informasi usaha perusahaan 
terhadap khalayak  sasarannya. Seperti halnya laporan tahunan perusahaan secara 
umum menggunakan data, fakta laporan keuangan (yang terjadi di masa lalu dan 
tahun berjalan) dan usaha yang bersandar kepada isi dan materi informasi yang 
terpercaya, juga ditampilakan prediksi atau prospek usaha di masa yang akan 
datang. Juga pada website yang menjadi contennya yaitu yang paling utama 
company profile, salah satu sarana publisitas dalam memperkenalkan BPKP 
kepada masyarakat luas. 
Terkait fungsi humas mengenai publisitas yang kemudian beranggapan 
kurang terdengarnya gema kehumasan dalam mempublikasikan peran dan visi 
BPKP serta kurangnya pengenalan dan pengetahuan masyarakat luas mengenai 
keberadaan BPKP. Humas BPKP menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk 
bekerja secara maksimal, namun kembali lagi bahwa ada pembagian publik. 
Publik mana yang kemudian menjadi sasaran dan prioritas yang utama. Dalam hal 
ini yang kemudian menjadi publik utama kami yaitu publik eksternal primer, yang 
merupakan lembaga pemerintah, yaitu  instansi pemerintah pusat dan daerah. 
Publik ini yang langsung terkait dengan peran BPKP sebagai auditor dan kosultan 
dalam menerapkan tata kelolah pemerintahan yang baik di lingkup pemerintahan. 
Kemudian publik eksternal sekunder, yaitu mitra instansi pemerintah pusat dan 
  
 
 
 
 
daerah, media massa (media cetak, elektronik, dan on-line), dan lembaga lainnya 
sebagai mitra BPKP. 
Selain karena beberapa kendala, kurang terdengarnya gema kehumasan 
BPKP juga dikarenakan BPKP bukan instansi yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat luas. Meskipun demikian untuk mengikuti tantangan dewasa saat ini 
yang mana masyarakat umum disadari atau tidak mulai ikut berpatisipasi dalam 
mengawasi jalannya roda pemerintahan terutama sedang dicanangkkannya open 
government di lingkungan instansi pemerintah. Humas BPKP tetap berusaha 
menjangkau publik eksternal marginal, yaitu komunitas yang berada di luar 
instansi tetapi mempunyai pengaruh menekan yang perlu diperhatikan seperti 
komunitas, yaitu masyarakat yang terkena dampak kebijakan pemerintah dan 
lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga sosial budaya, 
serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Hal itu dilakukan melalui 
sosialisasi kepada beberapa kelompok masyarakat, adanya website, dan 
sebagainya. 
Fungsi Humas sebagai mediator sendiri penulis melihat Humas BPKP juga 
berusaha melakukan dengan baik, meskipun lebih kepada instansi pemerintah 
yang menjadi publik utamanya. Namun untuk menjadi Humas pemerintah 
semestinya menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak terutama media 
dan pers. Penulis melihat Humas BPKP sangat kurang menjalin hubungan dengan 
pihak media. Padahal kegiatan publisitas menjadi peluang bagi Humas untuk 
memanfaaatkan media massa sebagai penyebar informasi dengan gratis.  
  
 
 
 
 
Berbicara mengenai hubungan media, penulis mengindikasikan bahwa 
hubungan media antar Humas BPKP dengan pihak media hanya terjadi ketika 
masing – masing pihak membutuhkan satu sama lain. Salah satu hal yang harus 
dilakukan Humas yaitu menjalin hubungan dengan media setiap saat seperti 
kunjungan media (media gathering). Saat ini media sangat memiliki kekuatan 
dalam membentuk opini masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk 
memperoleh informasi. Karena keterbatasan diri, maka mereka meminta bantuan 
wartawan untuk mememenuhi kebutuhan akan informasi. Sehingga 
konsekuensinya, wartawan berhak tahu akan informasi publik dan diberi 
kebebasan mencari informasi itu. Dan salah satu faktor dimuatnya pemberitaan di 
media yaitu kualitas hubungan antara Humas dan media. 
Pada dasarnya sinergi antara Humas dan media bersifat simbiosis 
mutualisme, di mana media membutuhkan bahan – bahan informasi dari Humas 
dan sebaliknya Humas membutuhkan media sebagai saranana penyebaran 
informasi. Hubungan media adalah hubungan organisasi dengan media massa 
sebagai usaha mencapai penyiaran yang maksimum atas suatu pesan Humas 
dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman publik. Inilah esensi dari 
hubungan media. Frank Jefkins mengemukakan hubungan media merupakan alat 
pendukung atau media kerja sama untuk kepentingan proses publisitas berbagai 
kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan 
pihak publik. Karena peranan hubungan media pers dalam kehumasan tersebut 
dapat sebagai saluran (channel) dalam penyampaian pesan, upaya peningkatan 
  
 
 
 
 
pengenalan (awareness) dan informasi atau pemberitaaan dari pihak publikasi 
Humas.  
Hal tersebut dikarenakan salah satu fungsi media adalah kekuatan 
pembentuk opini (power of opinion) yang sangat efektif melalui media massa. Di 
samping itu kerja sama dengan media akan menghasilkan frekuensi publisitas 
yang cukup tinggi. Hubungan media tersebut tidak terbatas hanya untuk 
mengadakan pendekatan – pendekatan baik secara fungsional namun juga  
antarhubungan pribadi atau kontak dengan pihak pers (press contact), melalui 
pimpinan redaksi, redaktur dan wartawan dalam arti subjectif, tetapi juga 
mencakup media massa dalam arti lebih luas.  Misalnya melalui Kontak pribadi 
(personal contact), pelayanan informasi dan berita (news service), dan 
mengantisipasi kemungkinan hal darurat (contingency plan).  
Salah satu hal yang bersifat darurat ketika munculnya pemberitaan tentang 
kinerja BPKP yang di nilai lamban di beberapa media massa. Peranan media 
massa sangat besar dalam membentuk opini publik. Sesungguhnya fungsi 
kehumasan itu dapat bertindak sebagai tanda bahaya (early warning system) yang 
berfungsi mendukung atau membantu pihak manajemen organisasi berjaga – jaga 
menghadapi kemungkinan buruk yang terjadi terhadap organisasi. Mulai dari 
timbulnya berita negative (negatif news) di berbagai media massa, meluasnya isu 
negatif (negative news) terhadap produk atau nama perusahaan yang sedang 
bermasalah hingga penurunan citra, bahkan kehilangan citra (lost of image) yang 
dapat menimbulkan berbagai risiko yang menyangkut krisis kepercayaan maupun 
krisis manajemen. 
  
 
 
 
 
Yang menjadi tugas berat Humas yaitu mencegah munculnya informasi  
negatif tentang perusahaaan yang dimuat di media, karena hal ini menyebabkan 
opini publik bisa terbentuk dengan sangat cepat. Sekali informasi negatif muncul di 
media, maka opini publik bisa terbentuk dengan sangat cepat. Dampaknya citra 
perusahaan akan jatuh. Keberhasilan Humas dalam mencegah munculnya 
informasi ini bisa dijadikan  indikator keberhasilam kerja seorang Humas. Kualitas 
liputan berita media sangat dipengaruhi oleh kualiatas hubungan Humas dengan 
media. Sehingga kembali lagi perlunya BPKP menjalin hubungan baik  dengan 
pihak media.  
Sangat penting bagi Humas dalam hal ini Humas BPKP untuk bekerjasama 
dengan media dalam kondisi apapun. Tidak hanya menghubungi media di saat  
media dibutuhkan. Humas adalah mitra kerja media, setiap saat saling 
membutuhkan. Hal – hal yang membuat munculnya  berita – berita negatif yaitu 
ketika tersumbatnya saluran komunikasi, Humas gagal memposisikan diri sebagai 
dominat-coalition, dan hubungan media yang kurang baik. Kecenderungan ini 
terjadi juga karena Humas hanya semata – mata berdiri dari sudut kepentingan 
perusahaan/instansi. Akibatnya informasi yang diberikan berdasarkan kebutuhan 
perusahaan. Padahal Humas adalah mediator antara perusahaan dengan publik. 
Karena itu kepentingan publik semestinya dipikirkan. 
Melihat pemberitaan negatif di media mengenai kinerja BPKP yang dinilai 
lamban, merupakan hal yang sulit dikontrol oleh Humas BPKP. Karena pada 
dasarnya salah satu kekurangan publisitas yaitu sulitnya untuk mengkontrol 
pemberitaan yang ada di media massa. Untuk menangani permasalahan tersebut 
  
 
 
 
 
Ivy Lee mengemukakan bahwa praktisi Humas harus memiliki kemampuan untuk 
mengatasi krisis (sense of crisis recovery), kepentingan publikasi dan menciptakan 
citra positif bagi lembaga /organisasi yang diwakilinya itu. Oleh karena itu pejabat 
Humas dan stafnya mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menyusun 
program acara mulai dari pengumpulan data, mendefenisi masalah, melakukan 
perencanaan, komunikasi hingga mengadakan pengawasan / penilaian hasil yang 
dicapai baik secara kualitas maupun kuantitas.  
Untuk mencegah hal – hal tersebut Humas BPKP mesti berusaha lebih lagi. 
Ada banyak hal yang Humas BPKP dapat lakukan misalnya melalui pendekatan 
manipulative, kuratif,  preventif, promosional, pendidikan, dan misi. Salah satu 
usulan yang selalu dikemukakan Ivy Lee bahwa yaitu Humas harus bisa mengatur 
informasi/berita secara terbuka, bekerjasama dengan pers, dan duduk sebagai top 
management dalam pengambilan keputusan. Dalam menghadapi setiap 
prmasalahan yang terjadi di BPKP terkait aktivitas kehumasan BPKP. Kepala 
Humas BPKP menyatakan bahwa  setiap masalah atau hal – hal yang belum 
terlaksana itu akan dibicarakan dengan staf  Humas  pada rapat staf  kemudian 
menganalisis akar permasalahan dan mencari solusinya bersama- sama. Semua itu 
tetap kami lakukan dengan berdasar pada empat tahapan dalam aktivitas 
kehumasan melalui analisis/research, planning, action (communication), dan 
sampai pada evaluation. 
Peran ideal yang harus dimiliki oleh praktisi Humas dalam suatu 
organisasi/instansi untuk menjelaskan tujuan – tujuam (clarifying goals) organisasi 
kepada pihak publiknya, bertindak sebagai radar, tetapi juga harus mampu 
  
 
 
 
 
memperlancar pelaksanaan public policynya, dan Humas harus memiliki 
kemampuan untuk melihat ke depan atau memprediksi sesuatu secara tepat yang 
didasarkan kepada pengetahuan akan data atau sumber informasi aktual dan 
faktual, yang menyangkut kepentingan organisasi maupun publiknya. 
Keberhasilan Humas dalam melaksankan aktivitasnya sebagai fungsi 
mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
tidak terlepas dari proses komunikasi secara terus – menerus dan 
berkesinambungan dari kegiatan manajemen Humas, yang diawali dari aktivitas 
menemukan fakta (fact finding), SWOT Analysis (penentuan faktor – faktor 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman), merancang rencana kerja yang akan 
datang (planning), pelaksanaan komunikasi (communication activities), dan 
hingga penilaian kerja (PR work evaluation).  
Seperti yang dikemukakan Ruslan bahwa fungsi dasar manajemen Humas 
merupakan suatu proses kegiatan atau pencapian suatu tujuan pokok dari 
organisasi/lembaga dan biasanya berkaitan dengan memanfaatkan berbagai 
potensi sumber – sumber (sumber daya) yang dimiliki oleh organisasi/lembaga 
tersebut. Unsur – unsur tersebut disebut 6-M yaitu Manusia (Men), material yang 
dikuasai (Materia ), alat atau perkakakas mesin produksi yang dimiliki 
(Machine), kemampuan keuangan (Money), metode yang dipergunakan (Method), 
dan perluasan atau pemasaran yang hendak dicapai/dituju (Market). Hal yang 
lebih penting bahwa keberhasilan Humas dalam hal ini Humas BPKP mesti 
ditunjang oleh SDM yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dana yang perlu 
dianggarkan untuk aktivitas kehumasan, serta metode – metode yang digunakan 
  
 
 
 
 
dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan publisisitas dalam 
mewujudkan visi BPKP. 
Penilaian atau tanggapan masyarakat dapat berkaitan dengan timbulnya rasa 
hormat, kesan – kesan yang baik  dan menguntungkan terhadap suatu citra 
lembaga/organisasi atau produk barang dan jasa pelayanannya yang diwakili oleh 
pihak Humas/PR. Landasan citra itu berakar dari “nilai-nilai kepercayaan” yang 
kongkretnya diberikan secara individual dan merupakan pandangan dan persepsi. 
Mengenai citra dari suatu lembaga/organisasi dan bentuk pelayanan jasa dan lain 
sebagainya yang hendak dicapai oleh Humas dalam sistem informasi terbuka pada 
era globalisasi serta kompetitif tersebut, intinya tidak terlepas dari bentuk kualitas 
jasa pelayanan yang telah diberikan, nilai kepercayaan dan merupakan “amanah” 
dari publiknya, serta goodwill (kemauan baik) yang ditampilkan oleh 
lembaga/perusahaan bersangkutan. 
Masih banyak hal yang perlu diperhatikan, dibenahi, dan disempurnakan 
oleh Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terkait aktivitasnya dalam 
menjalankan fungsi sebagai mediator dan publisitas guna mewujudkan visi 
BPKP. Terutama dalam meningkatan profesionalisme humas sebagai ujung 
tombak pengelolaan informasi. Hal tersebut dapat dibangun melalui peningkatan 
kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, penguatan struktur dan 
infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi, serta 
manajemen komunikasi krisis, dalam upaya menciptakan tata kelola kehumasan 
yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sangat 
diharapkan aktivitas Humas BPKP dapat mengembangkan sistem pengelolaan 
  
 
 
 
 
Kehumasan di BPKP demi tercipta tata kelola Kehumasan BPKP sesuai SOP 
(Standard Operating Procedures) sehingga kegiatan kehumasan dapat terlaksana 
secara optimal, efektif, dan efisien yang transparan dan akuntabel sekaligus 
sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1) Aktivitas Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan 
fungsinya sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi 
BPKP belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari publisitas yang belum 
efektif, kurangnya pengenalan masyarakat akan keberadaan BPKP 
Provinsi Sulawesi serta banyaknya pemberitaan di media massa terkait 
kinerja BPKP yang dinilai lamban. 
2) Adapun faktor pendukung dan penghambat aktivitas humas BPKP 
Provinsi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam 
mewujudkan visi BPKP  yaitu : 
- Adanya dukungan pimpinan dan para pegawai, kerjasama dari seluruh 
anggota Humas yang memiliki komitmen dan taggung jawab, serta 
fasilitas yang memadai seperti ruang Humas, alat dokumentasi, alat 
pengolah data, dan jaringan internet. 
- Sedangkan faktor yang menghambat yaitu Humas yang tidak terbentuk 
dalam struktur organisasi kerja, namun dalam satuan kerja yang 
mengakibatkan pekerjaan setiap anggota Humas kurang maksimal 
karena masing – masing anggota memiliki tugas pokok sedangkan 
tugas kehumasan hanya merupakan tugas tambahan, Sumber Daya 
  
 
 
 
 
Manusia yang kurang berkompetensi , serta kurang menjalin hubungan 
yang intensif dengan media. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan 
memberikan saran untuk perbaikan yang mungkin dapat bermanfaat bagi Humas 
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fungsi mediator dan publisitas dalam 
mewujudkan visi BPKP. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai 
berikut: 
 
a. Meningkatan profesionalisme humas sebagai ujung tombak pengelolaan 
informasi, dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi 
sumber daya manusia, penguatan struktur dan infrastruktur, sistem dan 
prosedur, serta manajemen komunikasi krisis dalam upaya menciptakan 
tata kelola kehumasan yang baik sebagai bagian dari tata kelola 
pemerintahan yang baik.  
b. Menjalin hubungan yang lebih intensif dengan media sebagai mitra Humas 
dalam hal publisitas dalam membentuk opini publik serta meningkatkan 
pelayanan terkait fungsi publisitas dan mediator misalnya dalam merespon 
permintaan, menanggapi pengaduan, teknik produksi media humas, dan 
memaksimalkan media – media publisitas yang telah ada misalnya majalah 
paraikatte, video publicity, dan website.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Wawancara dengan Humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan  
( Muh. Akbar Dewa ) 
 
1. Bagaimana pendapat Bapak tentang standar tata kelola Kehumasan di 
kantor ini ? 
Jawab : Sejauh ini kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Sesuai dengan 
pedoman yang ada yang kita jadikan pegangan dalam menjalankan 
aktivitas kehumasan. 
 
2. Apa saja aktivitas Bapak dalam menjalankan aktivitas kehumasan ? 
Jawab : Masing – masing staf memiliki tugas masing – masing, begitupun 
dengan saya. Aktivitas yang saya lakukan sebagai kepala Humas yaitu 
memimpin kehumasan BPKP dalam melaksanakan tugas keumasan dan 
layanan informasi sehari – hari, mengkoordinasi staf dalam 
melaksanakan tugasnya, menyusun laporan triwulan, menjadi penghubung 
guna mendukung kegiatan hubungan antar lembaga,  menyusun dan 
merencanakan agenda kehumasan, menerima dan memproses keberatan 
dan penolakan pemberian informasi.  
 
3. Bagaimana seharusnya Humas dalam menjalankan fungsinya  sebagai 
mediator ? 
Jawab : BPKP merupatkan mitra pemerintah pusat dan pemda, selama ini 
kita telah menjalin hubungan baik, kerjasama baik itu melalui MoU. 
BPKP ada untuk menjadi mitra lembaga, dan kami membantu apa yang 
dibutuhkan pemerintah, pemda, dan kemetrian terkait peran dan tugas 
BPKP. Juga lembaga di luar itu, misalnya saat mereka datang untuk 
meminta informasi kita terima contohnya LSM/wartawan. Selama 
informasi  yang mereka minta bisa kita berikan karena tidak serta merta 
informasi kita berikan, harus melalui analisa dulu permintaan tersebut 
yang ditelaah Humas dan disampaikan ke pada Kepala BPKP. Kalau 
menurut pertimbangan beliau ini tidak memungkinkan maka kita tidak 
menindaklanjuti. Disini kita melakukan mediasi. Pula bekerja sama 
dengan media misalnya dengan Fajar TV dalam acara program Ronda 
Malam. Kita juga menyediakan contact person apabila wartawan 
membutuhkan informasi sesuai prosedur yang berlaku. 
 
  
 
 
 
 
4. Bagaimana aktivitas Humas dalam menjalankan fungsinya sebagai 
publisitas ? 
Jawab : Salah satu kegiatan publisitas Humas yaitu tiap tahunnya ada 
program Sosialisasi Anti Korupsi, disini BPKP mensosialisasikan cara 
mengatasi korupsi kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM, 
pemuka – pemuka agama, dan mahasiswa sebagai wakil masyarakat. 
Sekaligus sebagai tempat mensosialisasikan peran dan fungsi BPKP 
dalam membantu mewujudkan terwujudnya Good Governance di 
Indonesia secara khusus di Sulawesi Selatan serta membagi brosur 
kepada peserta yang ada. Dan menurut saya itu sudah cukup efektif 
karena bersentuhan langsung ke masyarakat dan itu akan terukur pada 
saat sesi tanya jawab sejauh mana mereka ikut serta.. 
 
5. Dari semua yang telah dikerjakan oleh Humas, apakah semuanya berjalan 
sesuai dengan harapan Bapak ?  
Jawab : Sejauh ini belum maksimal cuma staf humas sudah berusaha 
sebaik mungkin, meskipun begitu tetap ada saja yang terlewatkan. 
Kembali bahwa Humas BPKP terbentuk dalam satuan tugas yang masing 
– masing anggotanya memilik tugas yang terbilang banyak. 
 
6. Bagaimana cara Humas BPKP menentukan tingkat keberhasilan kerja ? 
Jawab : Humas memiliki standar yang harus menjadi acuan dan setiap 3 
bulan, humas akan membuat laporan ke pusat yang akan diperiksa oleh 
humas pusat kemudian hasil pemeriksaan kinerja itu dikembalikan ke 
humas sulsel mengenai hal – hal yang masih kurang sehingga humas 
BPKP sulsel dapat mengetahui tingkat keberhasilan kerjanya sejauh 
mana. Dan setiap semester Humas pusat akan memberikan penghargaan 
kepada Humas perwakilan yang dinilai baik. Dari situ setiap Humas 
perwakilan mengindikasikan  tingkat keberhasilannya termasuk Humas 
BPKP Sulsel 
7. Menurut Bapak,  apa  yang menjadi hambatan dan tantangan  pelaksanaan 
rencana kerja Humas sebagai mediator dan publisitas  ? 
Jawab : Hambatan tidak terlalu signifikan, susahnya adalah ketika 
anggota Humas harus menjalankan tugas ke luar kota namun sejauh ini 
itu tetap bisa ditangani. Intinya adalah kerjasama, bagaimanapun 
kegiatan humas akan tetap berjalan. Dalam hal ini anggota Humas harus 
jeli melihat situasi dan kondisi. Mengenai Humas yang perlu 
distrukturkan, belum ada pikiran untuk distrukturkan karena semenjak 
keluarnya peraturan Menpan cenderung sekali jabatan struktural justru 
dikurangi dan jabatan fungsional yang ditonjolkan. 
  
 
 
 
 
8. Menurut Bapak, apa  yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana 
kerja Humas dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan  
publisitas ? 
Jawab : Adanya kerjasama  anggota kehumasan. 
 
9. Bagimana proses kerja Humas dalam mengatur antara informasi yang 
dapat dan tidak dapat dipublikasikan ?  
Jawab : Mengenai informasi yang dapat dan tidak dapat dipublikasikan itu 
telah diatur dan staf Humas juga sudah mengetahui mana informasi yang 
dapat dipublikasikan dan tidak. Humas juga sangat berhati – hati dalam 
menyebarluaskan informasi hal tersebut dikarenakan kita merupakan 
auditor presiden jadi tidak sembarang ada prosedur yang mesti dilalui 
bgitupun dalam merespon setiap permintaan yang masuk ke BPKP. 
 
10. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pemberitaan di media mengenai 
kinerja BPKP  yang dinilai lamban ? 
Jawab : Kita BPKP mempunyai MOU dengan Polri dan Kejakasaan, 
kalau dinilai BPKP dibilang lamban tidak juga karena dalam melakukan 
audit terkait kasus yang diberikan penyidik kita butuh data – data 
pendukung yang biasanya itu lambat rampung dalam menunjang proses 
penyidikan. Mengenai ketakutan akan kurangnya kepercayaan masyarakat 
terhadap kinerja kami, kami rasa tidak.  Kita bekerja secara professional 
dan bisa kita pertanggungjawabkan. Dan selama ini belum ada gugatan 
secara langsung terhadap BPKP, disini kurangnya pemahaman 
masyarakat saja. Kalau dikatakan BPKP lamban, hal itu menjadi hal 
biasa namun tetap kami menjelaskan juga ada klarifikasi untuk hal itu, 
kami tidak memperlambat tapi keterlambatan itu terjadi karena masih ada 
data yang kurang, itu yang harus disipakan pihak yang meminta seperti 
kejaksaan atau polisi. 
 
11. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja Kehumasan ? 
Jawab : Sarana dan prasarana yang memadai, dukungan dari pimpinan, 
dan kerjasama dari staf Humas. 
 
12. Fasilitas apa saja yang perlu diadakan untuk mendukung  kinerja 
Kehumasan ? 
Jawab : Untuk fasilitas sudah cukup lengkap yang menjadi harapan saya 
Humas harus lebih baik, karena Humas memang merupakan suatu 
keharusan yang juga mesti ditunjang oleh SDM, sarana prasarana, dan 
anggaran. Seperti proses pendokumentasian di luar kota. Jadi semuanya 
perlu ditingkatkan saja. 
  
 
 
 
 
13. Bagaimana pendapat Bapak mengenai  peranan Humas dalam terwujudnya 
visi BPKP ? 
Jawab : Humas sangat mendukung visi BPKP karena kita mempunyai 
tanggung jawab dalam menyuarakan fungsi dan peran BPKP kepada 
masyarakat luar seperti melakukan sosialisasi, melakukan MoU sekaligus 
memperkenalkan bahwa BPKP yang dulu berbeda dengan yang sekarang 
kalau yang dulu kerjanya hanya mengaudit sekarang BPKP tugas 
pokoknya sebagai konsultan dalam membantu pemerintah dalam 
menerapkan tata kelolah yang baik di lingkungan pemerintah dengan 
begitu secara tidak langsung visi BPKP dapat terwujud. Dalam setiap 
aktivitas dan kegiatan yang dilakukan BPKP Humas akan dilibatkan untuk 
mengambil dokumentasi dan melaporkan kegiatan tersebut. 
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Wawancara dengan Staf Humas ( Saifullah Arsyad ) 
 
1. Bagaimana aktivitas/kegiatan yang Bapak lakukan dalam menjalankan 
pekerjaan Bapak sebagai staf humas ? 
Jawab : Tugas saya sebagai staf Humas sebagai pengelolah website 
kadang – kadang membantu pendokumentasian dan pembuatan majalah. 
 
2. Tahukah Bapak dengan tupoksi Humas  ? 
Jawab : Iya tahu. 
 
3. Pernahkah Bapak membaca peraturan menteri pemberdayaan aparatur 
Negara dan reformasi birokrasi tentang standar kehumasan pemerintah ? 
Jawab : Belum pernah membaca 
 
4. Apa yang Bapak ketahui tentang mediator dan publisitas ? 
Jawab : Yang saya pahami mediator itu orang yang memediasi, artinya 
berada di antara pihak satu dengan pihak lainnya misalnya dalam proses 
penyelesaian masalah. Disitu mediator hadir sebagai penengah misalnya 
bagaimana suatu masalah dapat terselesaikan dengan baik dan kedua 
pihak merasa puas. Kalau publisitas sendiri kegiatan – kegiatan atau cara 
– cara yang dilakukan dalam menyebarluaskan informasi. 
 
5. Bagaimana Humas BPKP berperan sebagai mediator dalam mewujudkan 
Visi BPKP ? 
Jawab : Salah satu sarana mediator yang disediakan oleh Humas BPKP 
seperti sms centre/pengaduan web. Untuk menjamin keterbukaan publik 
melalui sms center terkait tupoksi PKP bagi mereka yang menerima 
layanan BPKP dalam hal ini intern pemerintah/ birokrat, juga surat – 
surat pengaduan. Respon masyarakat cukup banyak dan bermacam – 
macam, sebagian besar berisi pengaduan – pengaduan mengenai hal – hal 
yang terjadi di instansi pemerintah yang ada di daerah terkait hal – hal 
yang berhubungan dengan tupoksi BPKP.  
 
6. Bagaimana Humas BPKP menjalankan fungsinya sebagai  publisitas dalam 
mewujudkan Visi BPKP ?  
Jawab : Ada banyak hal yang dilakukan BPKP untuk publisitas. Salah 
satunya melalui web BPKP. Sebagai salah satu media untuk 
menginformasikan setiap kegiatan BPKP kepada masyarakat. Web ini pula 
berisi banyak informasi terkati profile dan tupoksi BPKP juga laporan – 
laporan mengenai kinerja BPKP. 
  
 
 
 
 
 
7. Dari semua yang telah direncanakan apakah semuanya berjalan sesuai 
rencana ? 
Jawab : Sepenglihatan saya semua yang telah direncakan sudah berjalan 
dengan baik meskipun masih ada kekurangan. Karena kita selalu punya 
rencana selalu ingin yang lebih baik, tapi untuk mencapai semua itu butuh 
waktu dan proses. Sehingga kadang –kadang ada yang kita rencanakan 
tidak tercapai karena ada kendala. 
 
8. Apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam menjalankan fungsi humas 
sebagai publisitas ? 
Jawab : Berbicara mengenai tantangan dalam menjalankan fungsi Humas 
sebagai piblisitas yaitu harus siap mengupdate setiap informasi baik yang 
dari luar juga yang akan dipublikasikan. Humas terkadang hanya  terlihat 
saat ada kegiatan, misalnya dalam pembublikasian berita. Berita akan 
terpublish hanya jika ada kegiatan selebihnya tidak ada jadi kurang efektif. 
Sedangkan masyarakat selalu menginginkan informasi yang uptodate. 
 
9. Apa yang menjadi hambatan bagi Bapak dalam melaksanaan rencana kerja 
Humas sebagai publisitas ? 
Jawab : Kalau saya secara pribadi dalam menjalankan rencana kerja 
Humas sebagai publisitas secara khusus bagian web itu secara teknis itu 
contohnya masalah koneksi jaringan internet, dari segi non tekis itu 
pengadaan berita yang kurang. Kadang kita harus meminta berita 
mengenai kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian kita 
buatkan berita untuk diupload. Sehingga waktu  menguploud berita dengan 
kegiatan rentang waktunya telah jauh, itu yang menjadi kendala. Termasuk 
Website juga karena di BPKP websitenya website pusat, jadi ketika orang 
akses website BPKP yang terbuka BPKP pusat, sementara kita di BPKP 
perwakilan hanya seubdomain. Jadi ketika orang mencari BPKP 
perwakilan harus tau langkah – langkahnya. Berharap jika bisa untuk 
perwakilan BPKP juga mempunyai domain, namun tidak terlepas dari 
pengawasan pusat. Namun memang ada acuan dari pusat kalau 
pperwakilan harus tetap mengikut. 
 
10. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi Bapak dalam melaksanaan 
rencana kerja publisitas ? 
Jawab : Salah satu sarana publisitas yaitu majalah Paraikatte , dukungan 
sudah ada baik dari pimpinan dan anggota Humas. Sisa kembali kepada 
konten informasinya saja, apa yang perlu dipublikasikan dan 
  
 
 
 
 
bagaimanaina informasi itu disampaikan ke masyarakat secara tepat. 
Apalagi sekarang ada UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 
informasi publik tentang laporan – laporan sehingga masyarakat bisa tahu.  
 
11. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi Bapak dalam melaksanaan 
rencana kerja mediator ? 
Jawab : Yang mendukung adanya komitmen dari pimpinan, dari teman – 
teman pegawai, dan pengelolah.  
 
12. Bagaimana cara Humas BPKP menentukan tingkat keberhasilan kerja ? 
Jawab : Tingkat keberhasilan itu diukur pada forum kehumasan, selama ini 
sering kita dapat penghargaan. Jadi kita mengindikasikan tingkat 
keberhasilan kita saat forum kehumasan apakah kita dapat peringkat 
karena kinerja kehumasan di setiap perwakilan diawasi Humas pusat 
kemudian ada perbandingan dan dalam satu tahun kerja itu akan 
mendapat peringkat setiap kehumasan yang kinerjanya dinilai baik. Hasil 
dari pemantauan pusat itu pula akan dibagikan kepada setiap perwakilan 
termasuk Humas BPKP Sulsel sehingga kita dapat meningkatkan yang 
masih dirasa kurang. Secara tidak langsung itu menjadi indikator. 
 
13. Apa tanggapan Bapak tentang pemberitaan mengenai kinerja BPKP di 
media cetak yang dinilai lamban ? 
Jawab : Sebagian besar itu keluhan mengenai hasil audit untuk penyidik. 
Sebenarnya tidak lamban, cuman masyarakat yang selalu ingin instan, 
sedangkan proses mengaudit dan merampungkan hasilnya butuh waktu dan 
proses.  
 
14. Bagaimana proses kerja mediasi untuk contoh kasus pemberitaan yang 
kurang baik mengenai kinerja BPKP di media cetak ?  
Jawab : Apabila ada hal – hal yang menyudutkan nama BPKP pasti itu 
ditindaklanjuti, kita akan membicarakan dan mengklarifikasi masalah 
tersebut. Contoh lain pada kasus demo, kita mediasi untuk melalukan 
pembicaraan dalam hal ini kita menampung aspirasi masyarakat kemudian 
kita juga mengklarifikasi kesalahpahaman. Jadi dari pihak pendemo akan 
dipersilahkan untuk masuk ke ruangan dan dipertemukan dengan pihak 
BPKP entah itu kepala BPKP atau mereka yag bertanggungjawab atas hal 
yang dikeluhkan sehingga semua dapat dibicarakan dengan baik dan 
masing – masing pihak merasa puas dan tidak ada lagi kesalahpahaman. 
Disitu kita berperan sebagia mediator antara masyarakat dan BPKP. 
 
  
 
 
 
 
15. Bagimana proses kerja publisitas antara informasi yang dapat dan tidak 
dapat dipublikasikan ?  
Jawab : Kalau itu banyak, dan itu sudah diatur dalam aturan kehumasan. 
Kalau di BPKP ada informasi yang dikecualikan seperti hasil audit.  
 
16. Hambatan apa yang Bapak alami dalam mengelolah sub domain 
BPKP.go.id dan bulletin Paraikatte sebagai salah satu sarana publisitas ? 
Jawab : Kendala itu kembali kepada content yang kurang, sehingga 
terkadang terjadi keterlambatan. Kembali lagi bahwa banyak kegiatan lain 
yang lebih didahulukan. Selain itu juga masalah dana, karena tidak 
dianggarkan. Jadi anggaran Paraikatte dikumpul dari dana bersama. Juga 
tidak bisa dipungkiri kadang – kadang pekerjaan saya tumpang tindih 
misalnya ketika ada yang harus dikerjakan diluar dari kehumasan tiba – 
tiba ada informasi yang mesti disampaikan secepatnya, kadang bingung 
namun kembali meliat mana yang menjadi prioritas. Namun secara pribadi 
apa yang diamanahkan kepada saya akan saya lakukan dengan baik 
karena itu sebagai kehormatan bagi saya untuk menangani sesuatu. 
 
17. Upaya apa yang Humas BPKP lakukan dalam rangka menjalin hubungan 
baik dengan  institusi pers ?  
Jawab : Sering kita mengundang media saat ada kegiatan – kegitan BPKP. 
BPKP juga ada contact person yang disediakan untuk pers dapat meminta 
informasi yang dibutuhkan. 
 
18. Upaya apa yang Humas BPKP lakukan dalam rangka menjalin hubungan 
baik dengan bakohumas Provinsi ? 
Jawab : Menjalin kerjasama iya, tapi tidak begitu intens. Namun tetap ikut 
dalam kegiatan – kegiatan yang dilakukan Bakohumas. 
 
19. Upaya apa yang Humas BPKP lakukan dalam rangka menjalin hubungan 
baik dengan lembaga lain ( kepolisian, kejaksaan, Pemda, BUMN/BUMD, 
dan lainnya ) ? 
Jawab : Ya salah satu cara menjalin hubungan baik yaitu dengan 
mengadakan MoU, kerjasama. Tetap ada komunikasi yang intensif dan 
kerjasama dalam mengaudit, menangani kasus tertentu. 
 
20. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja Bapak ? 
Jawab : Sarana prasarana cukup memadai misalnya alat dokumentasi, 
pengolah data, dan sebagainya. 
 
  
 
 
 
 
21. Fasilitas apa saja yang masih perlu diadakan untuk mendukung kinerja 
Bapak ? 
Jawab : Mungkin jumlah dari sarana itu ditambah seperti kamera. 
Berharap Humas BPKP bisa lebih baik, karena kegiatan Humas BPKP 
banyak kendala misalnya dalam publikasi informasi. 
 
22. Bagaimana pendapat Bapak mengenai peranan Humas dalam terwujudnya 
visi BPKP ? 
Jawab : Peranan kehumasan cukup besar dalam menunjang pencapaian 
visi BPKP, karena Humas yang menyampaikan informasi ke publik 
mengenai BPKP, jika informasi yang disampaikan dengan cara dan waktu 
yang tepat dan publik bisa menerima dengan baik maka BPKP akan baik di 
mata masyarakat. Dan bagaimana Humas menyampaikan informasi ke 
publik dengan baik, Humas harus mengemas informasi sedemikian rupa 
sehingga image BPKP dari masyarakat dari baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Wawancara dengan Staf Humas ( Wahyu Utomo ) 
 
1. Bagaimana pendapat Bapak tentang standar tata kelola Kehumasan di 
kantor ini ? 
Jawab : Standar tata kelolah kehumasan sudah baik karena itu telah 
diperbaharui dan disempurnakan terkhusus mengenai struktur 
organisasinya, namun kembali ke struktur organisaasi yang sedikit rancu 
dalam artian tidak bekerja maksimal saat dipindahkan dari pusat ke 
perwakilan. Saat di Pusat Kehumasan terstruktur dalam satu struktur 
organisasi kerja dan itu 100 % menangani Humas sedangkan di 
perwakilan terstruktur dalam satuan tugas. Kebebasan ini yang kemudian 
mengakibatkan seseorang yang ditunjuk belum tentu dapat melakukan 
tugas kehumasan yang diembankan  secara maksimal (kompetensi dan 
awareness SDM ).  
 
2. Bagaimana aktivitas/kegiatan yang  Bapak  lakukan dalam menjalankan 
pekerjaan Bapak sebagai staf Humas ? 
Jawab : Posisi sekretaris dalam di peraturan dia yang mengolah dan 
mengorganisir dari awal sampai ending dalam hal ini laporan “Humas 
hanya sebatas memenuhi kebutuhan laporan” Bagaimana laporan bisa 
terjaga, tepat waktu, tepat isi, dan tepat guna. Sekretaris merangkum 
semua kegiatan kehumasan. Kami telah melakukan pembagian tugas ada 
yang menangani puhak luar yang meminta informasi, ada yang 
menangani bagian kliping dan dokumentasi, juga menangani web ”Jadi 
ada pembagian tugas”. Masing – masing anggota Humas memiliki job 
desk. . Secara Pribadi saya merasa tidak keberatan dan kewalahan, 
karena sudah terbiasa dengan irama BPKP yang memiliki banyak 
Taskforce yang salah satunya kehumasan. Sekretaris Humas akan 
terbantu dengan teman- teman di sekretariat, dan teman – teman juga di 
Humas sangat mengerti dengan pekerjaan mereka jadi sangat membantu. 
 
3. Pernahkah  Bapak  membaca peraturan menteri pemberdayaan aparatur 
Negara dan reformasi birokrasi tentang standar kehumasan pemerintah ? 
Jawab : Belum Pernah tapi sering ikut kegiatan yang dilakukan 
Bakohumas. 
 
4. Bagaimana Humas BPKP menjalankan fungsinya sebagai  publisitas ? 
Jawab : Publisitas telah berjalan dengan baik menurut saya, publisitas 
yang dilakukan tidak langsung dilakukan melalui media seperti iklan dan 
sebagainya namun  lebih kepada terbantu dengan penugasan- penugasan 
  
 
 
 
 
dan sosialisasi ke satu pemda atau instansi vertical sekaligus 
mempublikasikan  visi dan peran BPKP. Juga kehadiran BPKP dalam 
persidangan – persidangan korupsi sebagai team ahli yang diliput oleh 
media terkait peran BPKP sebagai clearing house. Hampir setiap saat 
ada di koran, publisitasnya tidak secara langsung, Jadi publisitas yang 
kita lakukan kebanyakan memlalui penugasan . Juga setiap tahun kita 
adakan sosialisasi program anti korupsi kepada beberapa kelompok 
masyarakat dan menyuarakan BPKP.  
 
5. Bagaimana  Humas  BPKP berperan sebagai mediator ? 
Jawab : Kalau mediator tidak segencar publisitas, mungkin dikarenakan 
kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai BPKP dengan adanya 
pemberitaan di media yang membantu, terlihat partisipasi masyarakat 
meskipun tidak terlalu banyak lebih kepada masyarakat yang aktiv yang 
terkait dengan peran BPKP membuat surat pengaduan – pengaduan yang 
kemudian ditelaah namun bukan humas yang menelaah tapi ada bagian 
tersendiri. 
 
6. Dari semua yang telah direncanakan apakah semuanya berjalan sesuai 
rencana ? 
Jawab : Sejauh ini belum, karena kerja kehumasan tidak menjadi 
keseharian namun hanya lebih kepada pemenuhan tanggung jawab dalam 
hal ini pembuatan laporan kehumasan. Hal itu mungkin dikarenakan 
kehumasan hanya dianggap sebagai kegiatan pendukung dan bukan 
sebagai kegiatan inti. Karena bentuknya Satgas lintas sektor siapapun 
bisa masuk ke situ menangani yang mengakibatkan taskforce setiap tahun 
harus diupdate. Proses updating ini berpengaruh ke penunjukan personil 
yang berubah – ubah. Satuan tugas itu temporer mestinya sudah menjadi 
satu organisasi tersendiri dalam struktur. Kelemahan utamanya di BPKP 
Sulsel “hanya sebagai tempelan” meskipun ada uraian tugas namun 
seolah – olah hanya sambilan. 
 
7. Bagaimana cara Humas BPKP menentukan tingkat keberhasilan kerja ? 
Jawab : Ini yang sedikit susah karena tidak ada tolak ukur,  namun hal itu 
terbantu karena ada pemberian rangking terhadap kegiatan kehumasan di 
masing – masing perwakilan jadi setidaknya kita bisa melihat hasil keja 
humas di BPKP Sulel. Dan kita punya forum kehumasan yang 
dilaksanakan setiap tahunnya sekaligus sebagai ajang refleksi dan 
evaluasi bagaimana peranan kehumasan di setiap perwakilan. Pada 
forum tersebut juga diadakan pelatihan kehumasan, masing – masing 
  
 
 
 
 
humas perwakilan mengirimkan wakilnya termasuk BPKP Sulsel. 
Materinya banyak berbicara mengenai publikasi dengan pemetari dari 
praktisi wartawan dan pelaksanaan pelatihan fotografi. 
. 
8. Menurut Bapak,  apa  yang menjadi hambatan dan tantangan  pelaksanaan 
rencana kerja Humas sebagai mediator ? 
Jawab : Masalahnya kurangnya yang merespon, kemudian ini yang 
menjadi masalahnya kita sudah menyediakan media namun kurang yang 
merespon.  
 
9. Menurut Bapak, apa yang menjadi hambatan  dan tantangan pelaksanaan 
rencana kerja Humas dalam menjalankan fungsinya sebagai publisitas ? 
Jawab : Sudah cukup maksimal user kami kebanyakan di birokrat, kalau 
birokrat banyak yang tau BPKP karena BPKP membantu pemerintah. 
Karena itu seolah –olah publikasi kami kurang efektif karena masyarakat 
masih banyak yang kurang mengenal BPKP. Wajar saja toh hasil – hasil 
BPKP juga banyak kaitannya untuk mendukung pemerintah daerah tapi 
itu tidak terpublikasi ke luar. 
 
10. Menurut Bapak, apa  yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana 
kerja Humas dalam menjalankan fungsinya sebagai  publisitas ? 
Jawab : Adanya dukungan dari pimpinan, teman – teman pegawai, 
kerjasama yang baik dari anggota humas, dan fasilitas yang memadai 
(jaringan bagus dan alat  dokumentasi lengkap).  
 
11. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan rencana 
kerja Humas dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator? 
Jawab : Yang menjadi faktor pendukung itu teman – teman pegawai yang 
ikut serta sebagai mediator apabila ada kejasama atau MoU yang 
dilaksanakan BPKP dengan pihak lain juga media yang ada seperti sms 
center/pengaduan web.  
 
12. Bagimana proses kerja Humas dalam mengatur antara informasi yang 
dapat dan tidak dapat dipublikasikan ?  
Jawab : Mengenai prosesnya itu sudah ada dan telah diatur, jadi Humas 
dalam melakukan publisitas itu berpatokan pada peraturan yang telah 
dibuat. Karena Tidak semua produk BPKP dapat dipublikasikan jika 
sifatnya rahasia, untuk menjaga reaksi masyarakat dan fungsinya juga 
untuk tertentu tapi semua itu dengan tanggungjawab di handle bidang 
invetigasi. Humas hanya beperan sebagia mediator. 
  
 
 
 
 
 
13. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pemberitaan di media mengenai 
kinerja BPKP  yang dinilai lamban ? 
Jawab : Namanya News ada bad news ada good news  berbicara 
mengenai media “bad news is a good news” itu tidak bisa dipungkiri dan 
tidak bisa ditutupi. Pasti akan ada dan itu adalah feedback bagi kami 
kalau ada bad news seperti itu. Kalau media yang buat badnews dan kita 
handle itu tidak akan ada habisnya jadi tidak apa-apa terpublish seperti 
itu tapi jika itu sudah menyangkut nama baik BPKP biasanya kita buat 
klarifikasi. BPKP tidak hanya mengklarifikasi namun BPKP akan terus 
membuktikan kinerja dari setiap tugas yang diemban BPKP. Dari sisi 
intern kita tetap menelaah dan menangani yang perlu ditangani. 
. 
14. Bagaimana proses kerja mediasi Humas untuk contoh kasus pemberitaan 
di media massa mengenai kinerja BPKP yang dinilai lamban ? 
Jawab : Kita tidak dapat menghandle semuanya, dan kita tidak dapat 
melarang publik untuk memiliki persepsi sesuai yang diberikan media, 
tapi itu tadi jika sudah menyangkut nama baik BPKP biasanya kita buat 
klarifikasi.  BPKP tidak hanya mengklarifikasi namun BPKP akan terus 
membuktikan kinerja dari setiap tugas yang diemban BPKP. Dari sisi 
intern kita tetap menelaah dan menghandle yang perlu dihandle. 
 
15. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sub domain BPKP.go.id dan 
bulletin Paraikatte sebagai salah satu media  publisitas ? 
Jawab : Web kita standart dari pusat kita hanya diberi kepercayaan untuk 
mengelolah subnya saja ( unit kerja ). Untuk majalah Paraikatte respon 
pembaca dari paraikatte belum ada feedback secara langsung namun 
karena kita distribusikan ke kalangan pemerintah mereka merespon positif 
karena dapat sharing ilmu, sekaligus menjadi salah satu saranaa untuk 
menjalankan fungsi mediator dengan kerjasama tadi. 
 
16. Upaya apa yang Humas lakukan dalam rangka menjalin hubungan baik 
dengan bakohumas Provinsi ? 
Jawab : Sejauh ini kurang, karena jarang dilibatkan untuk kegiatan – 
kegiatan bakohumas provinsi. Namun jika Bakoumas mengadakan 
kegiatan misalx workshop kita iku berparisipasi di dalamnya.  
 
17. Upaya apa yang Humas lakukan dalam rangka menjalin hubungan baik 
dengan lembaga lain/ stakeholders  ( kepolisian, kejaksaan, Pemda, 
BUMN/BUMD, dan lainnya ) ? 
  
 
 
 
 
Jawab : Ini kebanyakan dibantu oleh bidang – bidang yang menangani, 
humas sebagai mediator untuk mensupport juga dalam pendokumentasian 
jika ada kegiatan- kegiatan. 
 
18. Hambatan apa yang Humas alami dalam menjalin hubungan dengan pers , 
? 
Jawab : Kalau dengan pers kita tidak rutin mengadakan press release, 
press conference, tidak seperti di pemda wartawan ada yang standby di 
kantor untuk meliput kegiatan berbeda dengan di BPKP, itu merupakan 
salah satu penjaga juga bahwa tidak semua informasi dapat dipublish 
karena banyak yang sifatnya rahasia namaun untuk informasi tertentu kita 
tetah berhubungan dengan pers.  
 
19. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja Kehumasan? 
Jawab : Sarana dan prasarana lengkap, ada ruangan khusus humas, alat 
pengolah data lengkap. 
 
20. Fasilitas apa saja yang masih perlu diadakan untuk mendukung  kinerja 
Kehumasan BPKP ? 
Jawab : Kalau kurang pasti ada, cuma sejauh setiap kekurangan ini bisa 
ditangani. Mengenai struktur yang masih berbentuk satgas, meskipun 
demikian berharap satgas humas bisa mendapat pembekalan, memang 
ada pembekalan di forum kehumasan namun hanya sekali setahun dan 
sangat kurang dan hanya untuk beberapa orang saja yang berkesempatan 
sedangkan satgas humas banyak orang, bagaimana mereka tahu humas 
secara keseluruhan apabila mereka tidak dibekali. Contohnya dalam 
membuat berita karena kita sering mengupload berita di web tapi menulis 
berita sendiri kita tidak tahu bagaimana menempatkan foto dan berita, 
gabungan seperti apa.  
Bekal seperti itu kurang, Menulis berita itu kan penting, 
bagaimana orang tertarik membaca berita yang selama ini kami tahukan 
bahasa laporan, yang notabenen berbeda dengan bahasa media. Kalau 
bisa sih tidak hanya untuk satgas, setelah satgas paham betul dapat 
didistribusikan ke seluruh pegawai, karena pemahaman teman – teman 
pegawai masih sangat minim terhadap kehumasan, karena humas sendiri 
tidak tertumpu di satgas tapi mereka semua menjalankan peran humas 
karena merekalah yang sering keliling keluar ke instansi – instansi di luar 
BPKP ke daerah – daerah, mereka juga sring diberi pertanyaan, Kalau 
Humas mungkin hanya saat peliputan. Mereka juga sebagai mediator dan 
menjalakan fungsi publisitas. 
  
 
 
 
 
Wawancara dengan Staf Humas ( Syarir Samarenda  ) 
 
1. Bagaimana aktivitas/kegiatan yang Bapak lakukan dalam menjalankan 
pekerjaan Bapak sebagai staf humas ? 
Jawab : Yang saya lakukan dalam kehumasan yaitu selain menghimpun 
berita dari media cetak dan online, saya juga membantu dalam memproses 
lebih lanjut setiap permintaan informasi sesuai prosedur yang berlaku, dan 
memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana 
dan membantu pemohon memperoleh informasi. Kadang – kadang 
membantu dalam hal pendokumentasian. 
 
2. Tahukah Bapak dengan tupoksi Humas  ? 
Jawab : Iya tahu, kita juga punya uraian kerja, jadi tugas yang telah 
diberikan kepada masing – masing staf. 
 
3. Pernahkah Bapak membaca peraturan menteri pemberdayaan aparatur 
Negara dan reformasi birokrasi tentang standar kehumasan pemerintah ? 
Jawab : Belum pernah membaca. 
 
4. Apa yang Bapak ketahui tentang mediator dan publisitas ? 
Jawab : Menurut saya mediator itu penghubung/perantara atau fasilitator, 
yang memfasilitasi. Publisitas sendiri ya penyebaran informasi. 
 
5. Bagaimana Humas BPKP berperan sebagai mediator dalam mewujudkan 
Visi BPKP ? 
Jawab : Ya itu tadi kita ada sebagai penghubung antara BPKP dengan 
stakeholder, selain berusaha menjalin hubungan baik dengan stakeholder. 
Kita juga menangani setiap permintaan yang masuk ke dalam BPKP. 
Sejauh ini telah direpon dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan. Setiap informasi yang masuk tidak serta merta ditindaklanjuti, 
terlebih dahulu dibicarakan dengan pimpinan karena kita auditor presiden, 
tidak semua prmintaan dapat diterima dan mesti ada surat pengantar dari 
institusi resmi.  
 
6. Bagaimana Humas BPKP menjalankan fungsinya sebagai  publisitas dalam 
mewujudkan Visi BPKP ?  
Jawab : Publitas dilakukan melalui sosilisasi ke instansi – instansi 
pemerintah, juga ada program sosialisasi setiap tahunnya ke kelompok – 
kelompok masyarakat, pelajar, dan mahasiswa. Juga melalui majalah 
Paraikatte yang didistribusikan ke instansi pemerintah, melalui 
  
 
 
 
 
penugasan, dan website. Namun itu dia, BPKP bukanlah instansi pemberi 
layanan langsung ke masyarakat seperti instansi lainnya, masyarakat 
tidak datang khusus datang meminta tolong layani kami krena bukan 
tupoksi kami, karena BPKP sendiri itu bergerak di dalam intern 
pemerintah. Mungkin itu yang mengkibatkan pemahaman masyarakat 
mengenai BPKP itu kurang. Tapi sejauh ini kami telah berusaha untuk itu 
meskipun belum maksimal. 
 
7. Dari semua yang telah direncanakan apakah semuanya berjalan sesuai 
rencana ? 
Jawab : Menurut saya apa yang direncanakan sejauh ini telah berjalan 
sesuai dengan yang direncanakan dan kita telah berusaha sebaik mungkin 
namun tetap ada kekurangan. Kembali lagi karena kita adalah satgas yang 
notabene kegiatan humas bukanlah yang utama namun merupakan 
sambilan, meskipun demikian para anggota satgas kehumasan harus 
bertanggungjawab. 
 
8. Apa yang menjadi tantangan bagi  Bapak dalam menjalankan aktivitas 
kehumasan sebagi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP ? 
Jawab : Yang menjadi tantangannnya yaitu manajemen waktu karena 
terkadang tugas pokok dan tugas kehumasan kadang bertepatan sehingga 
harus dimanage sebaik mungkin, misalnya ada laporan yang mesti dibuat 
dan pada waktu yang bersamaan  harus meliput kegitan kepala BPKP atau 
kegiatan kantor. 
 
9. Apa yang menjadi hambatan bagi Bapak dalam melaksanaan rencana kerja 
Humas sebagai mediator  dan  publisitas ? 
Jawab : Kalau hambatan  itu tadi kembali ke pekerjaan yang kadang kala 
tumpang tindih tapi selebihnya bisa diatasi. 
 
10. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi Bapak dalam melaksanaan 
rencana kerja publisitas dan mediator ? 
Jawab : Kerjasama para staf yang sangat mendukung kegiatan kehumasan 
dan dukungan dari atasan dan teman – teman pegawai. 
 
11. Bagaimana cara Humas BPKP menentukan tingkat keberhasilan kerja ? 
Jawab : Kalau untuk menentukan tingkat keberasilan, kami berpatokan 
dari penilaian yang diberikan oleh Humas pusat. Jadi setiap per tiga 
bulan setiap humas perwakilan mengirimkan laporan kehumasan, 
aktivitas kehumasan di perwakilan juga diawasi oleh Humas pusat. Pada 
  
 
 
 
 
forum kehumasan dilaksanakan penentuan tingkat keberhasilan yang 
ditandai sebagai pemberian penghargaan dalam beberapa kategori terkait 
kinerja kehumasan selama satu tahun tingkat keberhasilan dapat diukur 
dari laporan triwulan yang kemudian dievaluasi Humas pusat dan 
hasilnya disampaikan ke perwakilan dealam bentuk perbandingan dengan 
32 perwakilan lainnya, jadi dapat dijadikan indikasi untuk menilai sejauh 
mana kinerja kehumasan BPKP Sulsel. Sehingga  kita dapat meningkatkan 
yang masih dirasa kurang.  
 
12. Apa tanggapan Bapak tentang pemberitaan mengenai kinerja BPKP di 
media cetak yang dinilai lamban ? 
Jawab : Kalau mengenai pemberitaan tersebut paling banyak berita 
mengenai hasil audit BPKP dalam kasus tindak pidana korupsi, selama ini 
humas hanya menghimpun berita dan menganalisis yang menelaah di 
handle sama bidang investigasi karena mereka yang menangani laporan – 
laporan hasil audit tersebut tersebut namun tetap sepengetahuan kepala 
perwakilan. Semua pegawai harus update dengan media. Dan sering 
memang namanya media alat untuk menekan, biasanya ada surat dari 
kejaksaan dan biasanya yang bilang lamban adalah penyidik, penyidik 
biasanya baru mau buat surat tapi karena sudah didemo ( terdesak ) 
kemudian penyidik bilang itu sedang ditangani BPKP kemudian media 
mengatakan BPKP lamban itu biasanya kita klarifikasi. 
 
13. Upaya apa yang Humas BPKP lakukan dalam rangka menjalin hubungan 
baik dengan  institusi pers ?  
Jawab :  
BPKP meneyediakan contak  resmi yang dapat dihubungi oleh media 
(terbuka), jadi jika ada informasi yang dibutuhkan mereka dapat 
menghubungi nomor tersebut juga dalam setiap kegiatan BPKP sering 
menghubungi wartawan dan mengadakan kerjasama dalam program – 
program media tertentu. 
 
14. Upaya apa yang Humas BPKP lakukan dalam rangka menjalin hubungan 
baik dengan lembaga lain ( kepolisian, kejaksaan, Pemda, BUMN/BUMD, 
dan lainnya ) ? 
Jawab : Untuk menjalin hubungan yang baik dengan lembaga lain itu 
dilakukan dengan mengadakan kerjasama terkhusus dalam hal yang 
berkaitan dengan peran dan fungsi BPKP misalnya mengadakan MoU dan  
juga menjaga hubungan dengan melakukan komunikasi baik langsung atau 
tidak. 
  
 
 
 
 
15. Hambatan apa yang Humas BPKP alami dalam menjalin hubungan baik 
dengan pers, bakohumas, dan lembaga lainnya ?  
Jawab : Hambatan untuk menjalin hubungan dengan stakeholder sejauh ini 
tidak ada hambatan yang cukup sulit, mungkin lebih kepada hubungan 
dengan pihak pers yang masih perlu ditingkatkan. Kalau untuk Bakohumas 
sendiri jika ada kegiatan seperti workshop yang dilaksanakan Bakohumas 
kita ikut serta di dalamnya. 
 
16. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja Bapak ? 
Jawab : Dari segi fasilitas di kantor ini sudah lengkap misalnya alat 
dokumentasi, jaringan internet, alat pengolah data, video publicity. Ya sisa 
tinggal memaksimalkan penggunaan sarana yang telah ada. 
 
17. Fasilitas apa saja yang masih perlu diadakan untuk mendukung kinerja 
Bapak ? 
Jawab : Kalau berbicara yang masih perlu diadakan menurut  saya 
fasilitas sudah lengkap, yang perlu kemudian diadakan iu wadah untuk 
staf Humas dalam mengembangkan wawasan dalam dunia kehumasan 
misalnya traning kehumasan menghadirkan wartawan local, pimred, 
praktisi Humas untuk berbagi kepada staf Humas BPKP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Wawancara Informan Staf Humas (  Ika Nur Azizah ) 
 
1. Bagaimana aktivitas/kegiatan yang Ibu lakukan dalam menjalankan 
pekerjaan Ibu sebagai staf humas ? 
Jawab : Tugas saya sebagai sebagai staf Humas yaitu menghimpun semua 
informasi yang berasal dari media cetak/elektonik daerah yang 
berhubungan dengan fungsi dan peran BPKP, membuat resume bulanan 
pemberitaan yang berhubungan dengan BPKP. 
 
2. Tahukah Ibu dengan tupoksi Humas  ? 
Jawab : Iya tahu, dalam melaksanakan tupoksi Humas kami berpedoman 
pada peraturan kepala BPKP RI tentang pedoman pengelolaan kehumasan 
BPKP. 
 
3. Pernahkah Ibu membaca peraturan menteri pemberdayaan aparatur Negara 
dan reformasi birokrasi tentang standar kehumasan pemerintah ? 
Jawab : Belum pernah membaca. 
 
4. Apa yang Ibu ketahui tentang mediator dan publisitas ? 
Jawab : Mediator adalah penghubung/orang yang memediasi misalnya 
Humas yang juga berperan sebagai mediator  sedangkan publisitas adalah 
kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam menyebarluaskan informasi. 
 
5. Bagaimana Humas BPKP berperan sebagai mediator dalam mewujudkan 
Visi BPKP ? 
Jawab : Humas BPKP berperan sebagai mediator yaitu Humas BPKP 
berusaha menjaga dan menjalin hubungan baik antara pihak BPKP 
dengan publiknya baik internal maupun eksternal. 
 
6. Bagaimana Humas BPKP menjalankan fungsinya sebagai  publisitas dalam 
mewujudkan Visi BPKP ?  
Jawab : Kalau di BPKP, Humas menjalankan fungsinya sebagai publisitas 
yaitu melalui beberapa media entah itu media cetak, sosialisasi, 
penugasan, melalui majalah Paraikatte yang didistribusikan ke instansi – 
intansi pemerintah, juga melalui website. 
 
7. Dari semua yang telah direncanakan apakah semuanya berjalan sesuai 
rencana ? 
Jawab : Berbicara mengenai apakah semua yang direncanakan telah 
berjalan sesuai rencana, tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa yang 
  
 
 
 
 
meleset, karena humas di BPKP Sulsel terbentuk sebagai satuan tugas 
sehingga teman – teman di sekretariat ada job desk masing – masing 
sehingga terkadang ada bentrokan antara tugas sehari – hari dengan tugas 
kehumasan. Tapi sejauh ini masih bisa ditangani dengan adanya 
kerjasama.  
 
8. Apa yang menjadi tantangan bagi  Ibu dalam menjalankan aktivitas 
kehumasan sebagi mediator dan publisitas dalam mewujudkan visi BPKP ? 
Jawab : Yang menjadi tantangannnya yaitu harus mengembangkan 
pengetahuan dan skills saya dalam bidang kehumasan karena jujur saya 
tidak berlatarbelakang Humas begitupun dengan yang lainnya dan rata  
rata semua belajar secara otodidak. 
 
9. Apa yang menjadi hambatan bagi Ibu dalam melaksanaan rencana kerja 
Humas sebagai mediator  dan  publisitas ? 
Jawab : Hambatannya yaitu manajemen waktu tepatnya karena akivitas 
kehumasan itu merupakan pekerjaan tambahan, ya itu tadi bahwa Humas 
di BPKP dibentuk dalam satuan tugas yang masing – masing stafnya telah 
memiliki tugas pokok yang lebih diprioritaskan. Sehingga kadang kala 
aktivitas kehumasan yang direncanakan tidak terselesaikan tepat waktu 
misalnya majalah paraikatte yang hanya terbit beberapa kali. 
 
10. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi Ibu dalam melaksanaan rencana 
kerja publisitas mediator ? 
Jawab : Yang mendukung karena adanya kerja sama jadi masing – masing 
staf setidaknya mengetahui tugas staf lain jadi ketika ada yang 
berhalangan misalnya tugas ke luar daerah staf lain menghandle seperti 
itu jadi aktivitas kehumasan sebisa mungkin  harus tetap terlaksana. 
 
11. Bagaimana cara Humas BPKP menentukan tingkat keberhasilan kerja ? 
Jawab : Sayangnya sejauh ini kita belum punya tolok ukur untuk 
mengindikasikan keberhasilan kerja cuma kadang kami melihat ketika 
semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik dan memang masih 
banyak yang perlu dibenahi dan dilengkapi.  
 
12. Apa tanggapan Ibu tentang pemberitaan mengenai kinerja BPKP di media 
cetak yang dinilai lamban ? 
Jawab : Kalau mengenai pemberitaan di media, berhubung saya yang 
mebuat resume dan menghimpun informasi dalam bentuk kliping, tidak 
dapat disangkal bahwa hampir setiap saat ada saja pemberitaan terkait 
  
 
 
 
 
kinerja BPKP yang dinilai lamban. Namum  itu yang jadi masukan bagi 
kita dalam merencanakan kebijkan atau pertimbangan dalam mengambil 
keputusan, namun ketika itu dirasa mengancam keberadaan BPKP atau 
pemberitaannya sudah sangat keliru itu ada proses tindak lanjut seperti 
klaifikasi. 
 
13. Bagaimana proses kerja mediasi untuk contoh kasus pemberitaan yang 
kurang baik mengenai kinerja BPKP di media cetak ?  
Jawab : Itu ada tahapan – tahapan, jadi ketika suatu pemberitaan telah 
dirasa sangat keliru dan sudah merusak nama baik BPKP ada proses 
tindak lanjut. Jadi terlebih dahulu itu akan dianalisis penyebabnya 
kemudian dibicarakan untuk menecari penyelesaian dirasa tepat nantinya 
entah itu dalam bentuk konfrensi pers atau menghubungi pihak media saja 
yang membuat berita tersbut untuk mengklarifikasi. 
 
14. Upaya apa yang Humas BPKP lakukan dalam rangka menjalin hubungan 
baik dengan  institusi pers ?  
Jawab : Upaya yang dilakukan Humas BPKP dalam menjalin hubungan 
dengan pers yaitu kami menyediakan kontak person yang bisa dihubungi 
pers/media ketika membutuhkan informasi juga ketika BPKP ada kegitan – 
kegiatan sering kami mengundang pers/pihak media juga. 
 
15.  Upaya apa yang Humas BPKP lakukan dalam rangka menjalin hubungan 
baik dengan lembaga lain ( kepolisian, kejaksaan, Pemda, BUMN/BUMD, 
dan lainnya ) ? 
Jawab : Kalau untuk menjalin hubungan baik yaitu melalui kerjasama 
terutama dalam pekerjaan dan tetap menjalin komunikasi yang intensif.  
 
16. Hambatan apa yang Humas BPKP alami dalam menjalin hubungan baik 
dengan pers, DPRD, bakohumas, dan lebaga lainnya ?  
Jawab : Mengenai hambatan dalam menjalin hubungan dengan pihak atau 
lembaga lain boleh dikata tidak ada hambatan yang sangat sulit karena 
sejauh ini telah berjalan dengan baik namun dengan pihak media/pers 
kurang intensif. 
 
17. Fasilitas apa saja di kantor ini yang mendukung kinerja Ibu ? 
Jawab : Fasilitas dikantor ini sudah memadai ya dalam melaksankan 
aktivitas kehumasan teutama dalam mengklipping dan pembuatan majalah 
paraikatte.  
 
  
 
 
 
 
18. Fasilitas apa saja yang masih perlu diadakan untuk mendukung kinerja Ibu 
? 
Jawab : Sejauh ini dari segi fasilitas sudah cukup lengkap yang perlu 
diadakan itu kegiatan – kegiatan yang dapat membantu staf Humas dalam 
mengembangkan wawasan dan skill dalam menjalankan aktivitas 
kehumasan misalnya pembekalan, pelatihan, ya kegiatan – kegiatan 
seperti itulah. Agar kinerja Humas BPKP dalam membantu mewujudkan 
visi BPKP dapat lebih maksimal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
DOKUMENTASI 
 
Sosialisasi Anti Korupsi yang dilakukan BPKP setiap tahun  
sekaligus sebagai media mensosialisasikan peran dan fungsi BPKP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Sosialisasi Anti Korupsi yang dilakukan BPKP setiap tahun  
sekaligus sebagai media mensosialisasikan peran dan fungsi BPKP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Kegiatan kejasama (MoU) yang antara pihak BPKP dengan instansi lainnya 
Kegiatan ini terealisasi dengan bantuan Humas sebagai mediator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Proses mediasi yang dilakukan humas BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 
antara demonstran dengan BPKP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Humas, Pimpinan, dan pegawai BPKP  mensosialisasikan peran dan fungsi 
BPKP  
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